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Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).
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KATA PENGANTAR

Semenjak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemenuhan,
Penghormatan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan terhadap
Hak Asasi Manusia terus mendapatkan tempat yang istimewa
di Indonesia. Termasuk Hak Asasi dalam perlakuan yang sama
dihadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa perlakuan yang sama
dihadapan hukum merupakan amanat langsung dari Konstitusi, dan
hal tersebut harus dilakukan dengan sungguh- sungguh, diantaranya
dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang dapat
mewujudkan amanat dari konstitusi.

Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari dari amanat
Konstitusi tersebut, tidak mengherankan pada tahun 2011 lahirlah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Termasuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai turunan
dari Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam kesempatan ini, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat sehingga Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
dapat selesai dan dibagikan ke masyarakat luas.



Besar harapan kami, Himpunan Peraturan tentang Bantuan
Hukum berguna dan berkontribusi nyata kepada seluruh masyarakat,
Nusa, dan Bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

e lllﬁﬂi[‘-}i

Kartiko Nurintias, S.H., M.H. NIP.
196308161983031002
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011

Menimbang :

Mengingat

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa negara menjamin hak konstitusional
setiap orang untuk mendapatkan pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagai sarana perlindungan
hak asasi manusia;

bahwa negara bertanggung jawab terhadap
pemberian bantuan hukum bagi orang
miskin sebagai perwujudan akses terhadap
keadilan;

bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum
yang diselenggarakan oleh negara harus
berorientasi pada terwujudnya perubahan
sosial yang berkeadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4)
dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma Kkepada
Penerima Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh
organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;

d. efisiensi;

e. efektivitas; dan

f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara
sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum;

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan
Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata
usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok
orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar
secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,
layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu
penyelesaian permasalahan hukum vyang dihadapi
Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan
oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-
Undang ini.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara-
an Bantuan Hukum;

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum
berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;

Cc. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelengga-
raan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan
Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini; dan

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk
panitia yang unsurnya terdiri atas:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
akademisi;

c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan
Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan
akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Menteri.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang telah memenuhi syaratberdasarkan
Undang-Undang ini.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;

terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum.

o a0 T

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi
hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

e. mengeluarkan pendapatatau pernyataan dalam membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam
sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah
ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan
perkara; dan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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g.

mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan,
dan keselamatan selama menjalankan pemberian
Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.

b.

melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan
Hukum;

melaporkan setiap penggunaan anggaran negara
yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang ini;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan
Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a;

menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan
Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai,
kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata
maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad
baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai
Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BABV...

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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BABV
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya
selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang
bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal
13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan
perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan
Hukum;

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan

Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan
perkara; dan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat
tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu
menyusun permohonan secara tertulis, permohonan
dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan
Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima,
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan
Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16
(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan
digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum
sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Daerah.
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BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak
lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani
Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/
atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang
ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang
diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan
sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
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Pasal 23

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses
sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap
dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada
akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum
selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Padasaat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan
Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang
dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)).
Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari
segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR,
memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-
kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai
tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara
hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi
setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan
pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya
untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum
yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga
negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice)
dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan
atas hak Kkonstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian
secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang
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Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga
negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk
mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh
karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui
pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum
banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga
mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional
mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum
dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini
antaralain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum,
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara
proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
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Hurufb

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di
dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai
hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta
kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak
secara konstitusional.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah

memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah
menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan
Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat

untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai
dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi
Bantuan Hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum”
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan
tinggi militer; dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum”
adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian
hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan
pemberdayaan masyarakat.

Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama
lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,
alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen
lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248
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PRESIDEN
REPUEBLIK INDOMNESIE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan  Penyaluran Dana Bantuan  Hukum;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
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10.

11.

12.

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum.

Kementerianadalah kementerianyangmenyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum
yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara
hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan,
pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi
Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan
Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan
Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum
tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah
alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan
Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran
Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi
yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan
Bantuan Hukum.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum.
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Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan
Hukum harus memenubhi syarat:

a.

mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum
dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan Bantuan Hukum;

menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
dan

melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala
Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal
Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.

LI = I e =

berbadan hukum;

terakreditasi;

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum.
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Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum
keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah
hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun
Nonlitigasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan
oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi
persyaratan.

Pasal 6

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan
Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan
Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimintakan Bantuan Hukum.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus melampirkan:

a. suratketerangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau
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pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon
Bantuan Hukum; dan
b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon
Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan
alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi
yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan
Hukum.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat
melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat,
Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau
dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi
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Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum
dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi
Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan
alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan
penerimaan Bantuan Hukum.

(2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai
domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan
surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain
sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan
penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan
secara lisan.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara
lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam
bentuk tertulis.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan
Hukum.
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Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima
berkas permohonan Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah
memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib
menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam waktu paling lama

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan
kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan
Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan
secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai
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kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum
tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan
oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi
Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam
wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan
banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi
Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis
pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan
pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan
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kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan
hukum secara cuma-cumasesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang
dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam
proses pemeriksaan di persidangan; atau

c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap
Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat
dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum
yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi
kegiatan:

a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi perkara, baik  secara
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elektronik maupun nonelektronik;
penelitian hukum;

mediasi;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
drafting dokumen hukum.

= F@ ot o

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar
Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IlI
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

(1) Sumber  pendanaan Penyelenggaraan
Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
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Pasal 19

(1) Daerah dapatmengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam APBD.

(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum
yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada
Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran
Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan
hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.

(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau
per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak
mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber
dana dari APBN atau APBD.

(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

(1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri
Keuangan.
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(2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan
menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran
dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan
Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum
selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran
Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran
sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;

b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum,
baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN;
dan

c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan
Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi
Bantuan Hukum.
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(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana
Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum
harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan
dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas
pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum
belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan
berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi
atau diperbaiki.

(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum
telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan
pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan
persyaratan.

(4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas
pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak berkas diterima.
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Pasal 25

(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum
dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan
Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada
Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai
berikut:

a.
b.

total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum
oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan
Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam
bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan
Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang
akan dilaksanakan;

ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan
oleh Pemberi Bantuan Hukum;

penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada
tahun anggaran sebelumnya;

pelaporandan pertanggungjawaban penggunaandana
Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
dan
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g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri
untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaran Bantuan Hukum.

(3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti
penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat
perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam
perjanjian sebagaimanadimaksud padaayat(3) mengikuti
penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan
Hukum.

(5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri
merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan
Hukum.

(6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi
Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu
diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan
Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum
Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang
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diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara
pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi
Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai
dengan bukti pendukung.
(2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan
di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau
putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan
tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi,
dan peninjauan kembali; dan

c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat
I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan
pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu
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dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan
Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.

(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan
proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan
Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 28

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling
sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan
menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti
pendukung.

(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan
sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum
Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
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Pasal 29

(1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran
tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum
sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi
dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dan Pasal 28.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 30

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri
secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber
pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum
melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana
tersebut kepada Menteri.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana
selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 31

(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus
melampirkan paling sedikit:

a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses
penyelesaian.

(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan
kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan
terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum
dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan
Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
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BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan
fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum
pada Kementerian.

Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh
panitia pengawas daerah;

c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya
dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran dana Bantuan Hukum;

d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan
pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana
Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas
daerah dan/atau masyarakat;
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e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau
penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada
Menteri.

Pasal 36

(1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah
membentuk panitia pengawas daerah.

(2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:

a. Kantor Wilayah Kementerian; dan

b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.

(3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri
melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya
terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada
Kementerian; dan

c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau
penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja
yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian
Bantuan Hukum pada Kementerian.
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Pasal 37

(1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan
prinsip musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran
dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan
haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima
Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum
kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum,
atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 40

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak
melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai
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atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan
Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 41

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan
Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum, Menteri dapat:

a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan
Hukum;

b. menghentikan pemberian Anggaran
Bantuan Hukum; dan/atau

c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada
tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk
Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau
menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan
Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.
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Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan

Kesejahteraan Rakyat,
ttd.

Wisnu Setiawan

58 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara
tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut
adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum
(equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok
miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok
miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah
untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana,
sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal
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18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum
diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan
penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah
terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri
yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan
kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum
meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara
Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para
Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi
Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan
Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak
dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian
masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami
sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang
profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan
dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama
Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat
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pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum,
pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban
serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan,

keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan
Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara
lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau
kepala negeri.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti
surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan

yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat
pemeriksaan.

Ayat (2)
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Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Suratkuasakhususpemberian Bantuan Hukumditandatangani
atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
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Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah
kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis
secara mendalam untuk mendapatkan gambaran
secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna
kepentingan pendampingan.

Hurufd
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Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Hurufi

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

65



Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan
Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan

Bantuan Hukum oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
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Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” dalam ketentuan
ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya
pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh
Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja
pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum
yang mengakibatkan perlu disesuaikannya Anggaran Bantuan
Hukum.
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Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
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Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
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Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5421
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No.222,2013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Verifikasi. Akreditasi. Lembaga
Bantuan Hukum. Organisasi Kemasyarakatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN
HUKUM ATAU ORGANISAST KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011 tentang Perubahan  Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI
DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan
dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan.

Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa
klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan
hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
penerima bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik  Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk
memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau
kelompok orang miskin.
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7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun
terhadap:
a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang
memberi layanan Bantuan Hukum; dan
b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi
Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

pengumuman;

permohonan;

pemeriksaan administrasi;

pemeriksaan faktual;

pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

me e o

Pasal 4

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal
pengumuman pendaftaran.
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BAB IlI
PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5

(1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses
Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
ad hoc dan independen.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6
(1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
a. 1 (satu)
orang ketua merangkap  anggota yang
berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang
berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; dan

c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:

1. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh
masyarakat; dan
3. 1 (satu) orangyang berasal dari  unsur
lembaga  bantuan hukum atau Organisasi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Menteri.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan paling rendah strata I; dan
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d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi
Bantuan Hukum; dan

e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
(4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan

hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di

bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua)

tahun.

Pasal 7

(1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi,
dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 8

(1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:

a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau

Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan

Akreditasi;
b. pengumuman pendaftaran Verifikasi
dan  Akreditasi lembaga bantuan hukum atau

Organisasi melalui media cetak dan/ atau media
elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas)
hari Kkerja;

c. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
d.pemeriksaan administrasi;
pemeriksaan faktual;

f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau
Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;

g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga
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bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta
pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan

h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga
bantuan hukum atau Organisasi.

(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dengan melakukan:

d. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau
Organisasi;

e. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian
lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan

f. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum
paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian
diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan
kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dengan melakukan:

a. pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi
telah terdaftar pada instansi pemerintah;
pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;

c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum
dan organisasi; dan

d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g berkaitan dengan:

a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang
telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada
Menteri;

b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi
yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan
Akreditasi; dan

c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum.
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Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh
kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat
oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang
Bantuan Hukum.

(3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
setempat.

(4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab
kepada Ketua Panitia.

Pasal 10

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan
administrasi kepada Panitia.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11

(1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan
Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi
yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam

website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga
bantuan hukum atau Organisasi; dan
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c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 12

Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan
permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi
Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a. berbadan hukum;

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

memiliki pengurus;

memiliki program Bantuan Hukum;

memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan
hukum atau Organisasi; dan

f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

LI =TI eI =N

Pasal 13

(1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan
pengesahan badan hukum oleh Menteri.

(2) Bagilembagabantuan hukum atau Organisasiyangberada
dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang
sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan
hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus
sebagai badan hukum.

Pasal 14

(1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri
secara:

a. elektronik; atau
b. nonelektronik.

(2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada
website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
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(3) Permohonan  secara nonelektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir
dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional.

Pasal 15

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan

syarat:

a. fotokopi salinanakta pendirian lembaga
bantuan  hukum atau Organisasi;

b. fotokopianggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau
Organisasi;

d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga
bantuan hukum atau Organisasi;

e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih
berlaku;

f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga
bantuan hukum atau Organisasi;

g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan
hukum atau Organisasi;

h. laporan pengelolaan keuangan; dan

i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 16

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik,
lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus
menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

Pasal 17

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan
dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
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(2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi
disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan
hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan
Akreditasi.

Pasal 18

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia
memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan
hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.

(2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus
melengkapi kelengkapan persyaratan.

(3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi
dinyatakan ditolak.

BABV
PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

Pasal 19

(1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirianlembagabantuan
hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan
akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta
yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang
mengeluarkan salinan akta asli.

(2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan
salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mempunyai kantor di kota/ kabupaten setempat,
legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri
setempat.
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Pasal 20

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan
melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

Pasal 21

Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum
atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus
lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan
melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

Pasal 22

Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan
hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokan surat
penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum
atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat
penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga
yang mengesahkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
e dilakukan dengan mencocokan surat izin beracara yang asli
dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah
dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 24

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga
bantuan hukum atau Organisasi sebagaima dimaksud dalam
Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke
alamat kantor dan dokumen status kantor.
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Pasal 25

Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga
bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan
langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui
lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan
dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga
bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27

Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan
untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi
telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam
pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28

(1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak
atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan
kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan
penolakannya.

(4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri
dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja oleh Panitia.
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(5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri
dalam pemberian Akreditasi.

BAB VI PENGKLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 29

(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus
Verifikasi diberikan Akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan
hukum atau Organisasi berdasarkan:

a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait
dengan orang miskin;
b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;

jumlah advokat yang dimiliki;

d. pendidikan formal dan  nonformal yang
dimilikiadvokat dan paralegal;

e. pengalaman dalam menangani atau memberikan
bantuan hukum;

f. jangkauan penanganan kasus;

g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

h. usia atau lama berdirinya lembaga
bantuan hukum atau Organisasi;

o
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anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga

bantuan hukum atau Organisasi; dan

jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau
Organisasi.

Pasal 30

(1) Hasil Kklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum
menjadi:

a.
b.
C.

Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
Pemberi Bantuan Hukum katagori C.

(2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki:

a.

b.

— Do o

jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu)
tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;

jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling
sedikit 7 (tujuh) program;

jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan
paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh)
orang;

pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki
advokat paling rendah strata I dan paralegal yang
telah mengikuti pelatihan paralegal;

jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah
provinsi dan kabupaten/ kota;

status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
kepengurusan lembaga;

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan
hukum atau Organisasi; dan
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k.

jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau
Organisasi. (3) Katagori sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memiliki:

a.

jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu)

tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;

jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling

sedikit 5 (lima) program;

jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan

paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;

pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki
advokat paling rendah strata I dan paralegal yang
telah mengikuti pelatihan paralegal;

jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah

provinsi dan kabupaten/ kota;

status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

kepengurusan lembaga lengkap;

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan

hukum atau Organisasi; dan

jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau

Organisasi. (4) Katagori sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ memiliki:

a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1
(satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;

b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling
sedikit 3 (tiga) program;

c. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan
paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga)
orang;

d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki
advokat paling rendah strata [ dan paralegal yang
telah mengikuti pelatihan paralegal;

e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah
provinsi dan kabupaten/ kota;
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f.status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

g. kepengurusan lembaga lengkap;

h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

i.laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

j-Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga
bantuan  hukum atau Organisasi; dan

k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum
atau Organisasi.

Pasal 31

(1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri
mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang
telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.

(2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai
mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat,
keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 32

(1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau
Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi
sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh
Menteri.

Pasal 33

Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan.
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Pasal 34

Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui
media cetak dan/ atau media elektronik.

Pasal 35

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang.

(2) Pengajuan  permohonan perpanjangan sertifikasi
dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
berakhirnya masa berlaku sertifikat.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan
Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri
dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37

(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib
melaporkan hibah, sumbangan, dan/ atau sumber
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah
dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Hibah, sumbangan, dan/ atau sumber pendanaan lain
yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan
Hukum.

(3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/ atau sumber
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga
bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus
sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 hurufa, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau
Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan
Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

90 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



SIESTRRY IWURDS DA% BLAK ASAS] MANTRLE
EFFUBLIK DIHs]s

FERATURAN MENTERI HUKLIM GAN HAK ASASE MANUSIA

FEEFUBLIK INDONESIA
NOMOR10 TAHUN 7015
TENTANG
PERATURAN PELA

FERATURAN FEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKLUM
DAN PERYALURAN DANA DANTUAN HUKLM

DENCAN RAHMAT TIIHAR YANC MAHA ESA

MERTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIE INDONESIA,

Menimbang:

Mengingal:

babiwn  dilom  rangkn  meningloukan

pemberian bantuan hukum dan penyoluran dana Banmuan
hikue  dilokuksan  secara iepal  sesaran den dapal
diperranggunginwnhian, yang memberihan manfsl entul
sebemr-besarnya kepadn  masyarakal  schinggm  perlu
menggantl Perafuran Menterl Hukum don Hak Asas
Manusin Negsor 23 Tuhun 2003 wentang  Permiursn
Pelaksanaan Peniumn Pemersintah Nomor 42 Tehus 2013
tentang Svar dun Tote Caras Pemberian Bantuan Fukuam
don Penyaluran Dann Bantuan Hokum:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbogaimana dimaksud
dakarn huruf o don uniuk melaksannkan ketentoan Pusal
IT, Pasal 23 mynt 4], Prsal 20 ayot |2}, den Pasal 31 oyt
3} Peraturan Pemerintabh Momor 42 Tnhus 2013 tenining
Syrnl dan Tata Cara Pembedan Bantusn Hukum dan
Penyiduman Dana Bantuan  Hokum, perlu menetnpkan
Pernturan Menteri Hukum dan Hak Asasd Munusin teniamg
Peraturan Prelaksanaan Pernfuran Pemerintah Somoe 47
Tahun 2013 tentang  Syarat dan Taln Camn Pemberian
Bantuan Hukurmn dan Peryalumn Dane Bantean Hokum;

. Undang-Undang Nomor 39 Tohun 2008 1ENTaARE

Kementerfarn  Megara  [lembaran  Negam  Repuhilik
Intanesin Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaras
Hegars Republik Indonesia Nomor 49 16);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Baniuan
Hukurm [Lembaran Negara Republik Takun 2011 Nomor
H, Tambahin Lembaran - Negorn  Republik  Indonesio
Nomor S2448];

Peraturun Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tate Caers Pemberian Bantuan Hukum dan
Menyaluran Dmna Bantwan Hukum  [Lemlarmn Hegnr
Republik Tahun 23003 Nomor @8 Tambahan Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomer 5421):
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4. Vermturmn  Presiden Komor 44 Tohun 20005 feniang
Kementerinn Hukum don Hak Asasi Manasia (Lembaras
Begium Repuablik Indoneaa Tubian 3018 Nomor 84);

. Peraturan Menleri Hulowm don Halk Asasi Mangain Nomar:
BHH-05.0T 0001 Tahus 2000 tentang Organbnal dan
Twln Kerjm Bementerin Hukum den Hak Asesd Monusia
Rrpablik- Indonesia (Beritn Kegarn Republiic indons=is
Tahizm 2000 MNomsor 676] schogaimann telah  diubak
demgan  Peraturan  Menberi Hulum dan Hak  Axasi
Manuala Romar 19 Tahun 2003 1enbang Perobahan atas
Peratarnn Menterd Hulom dan Bak Asisl Manoss Momos
M_HH-05.OT.00L0E Tahun 3000 tcotang Organizasi dan
Tata Herpn Kemendcrian Hubum dan Hak Asssd Manusia
RBepichiik  Indoneshy [Berita Negnfa Repiblic Indoneaia
Tubun 2013 Nomar 740

MEMUTUSKAN:

Mencinplan:  PERNTURAN MENTERI MUKUM DAM HAK ASAS] MAMLUISS

TERTARG =~ PERATURAN  PELAKSANAAN  PERATURAN
PEMERINTAH MNOMOR 42 TAHUN 2003 TENTAMO SYARAT
DAN TATA CaARA PEMPEHIAN HANTUAN WUEDM [DAN
FENYALURAN DANA HANTUAN FIUKLUIM.

BAR 1
EETENTUAN UMLIM

Prsal 1

Dralam Pemturnm Menoer inl yang dimaksiad dengan:

1.

2,

92

Bantuan Hulkiem adalah jasa hakum yang diberikar aleh Pemberi Baniuan
Hukiny secars cuma-cuma kepadn Penerima Barstaian Hulkum,

Pemberi  Dontusn Hukem  oadalah  lembagn  Dantian Hekuam alag

organisasl Kemassenkatan yang memberl layanen  Baniuan Hokum
Ir::'ﬁhr'hm Undang-Undnng Romear 16 Tahun 2011 bentang Bantuasn
4 LA

Pererima Bantwan Hukum adalah omng ntog kelampak crang misiin,
Femsahen Banluan Hukum sdelsh omng, kelompok aemng miskin ataos
Kggsarm  yung ok fermmasuk Pessberd Bantuen Hulum,  atos
kehanrgimyn yng mengajukan permolonan Bantuan Huboum,

Punitln ~ Pemgiwas  Dacrah adalah  panitin yong melaksanaimn
peimawasin  pomberian  Hantuan  Hukum  somial  dengan  keteniuan
pernturun penunilang-dndangan.

Kanioe Wiliynh odalah HKantor Wiksah Keimsenbesian Hukum dan Hak

Asgial Monissin,
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[EPALNT]
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatn

Limwm

Pagsal 2
1] Pemberigh Bantwan Hukum hanas memenuhi standar Banmusn Hukaim.
Hiandar Baniusn  Hokum  sebagaimann  dimoksud  pods syar 1)
difaksanaknn uniuk pernngenan;
m.  [hantuan Hokum secoars litigasd; don
b Bantuan Hukum secom nenlditigasi,

apinn Kedua
Brnndor Bantuan Hukam Litipasi

Prragral |

Ui

Pasal 3
HSuendar Dantuan Huobkim  secosn Hidgasi dilnksanikon delom pensnganan
perkan:

Pasal 4
(1] Bantuan Hukum secara ltgesd dolam penanganan perkam pilana
nehagaimuna dimakaad dalam Fasal 3 husul a diterikan kepada Penerima
Bantuan Huboum yang berstabus sebagni:
&, bCrsungkns
b Derca ke ok
. terpidans yang mengajukan upoys hukum binsy ey upava hukam
Ikt s,

(2] Banwan Hukum sehigaimonn dimaksud pado ayal (1] diberikan pada
{ahaipan pmﬂ.lmldpmn dian ) elan menjolanrknn kunse yeng dimulai dari
tingkal  penyilikmn, penuntutan, sema  pendampingan  domSatau
mennlankan Kuasn dibam proses pemerikssan di persidangun dapat
dimulal dnrl Engkat pertama, wpayn bakoum beasn, denfatas opays
haikum lunr binss.

4 Dalam  memberikan  Dantoan Hobum, Pemberl  Bantusn  Huloem
melakoubmn:

A& pembuntan saret boasag

h gelnr perloarn unluk mendspaikan masakan;

o pemeriksaan dan pembuaton seluruh  delenghapan dekimen yang
berkcnnan  dengan  proses  pemyidikan, penuntutun,  dan/atey
pemeriksinn di persidangan;

d. pendampingns  pada  ehap  penyidiion,  pesustutan,  dan/atmu
pemeriksan di persidangan;

e pembaatan ckeepsi, doplik, dan pledol guna kepenlingan Pederimea
Banman Huakum,]
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L penghoaliran saksi dam fotag ahis;

£ upays hubum  banding, kasasl,  dan peninjaumn kembali sesund
dengan permintann Peoerimn Baniuen Hulum: dan /atau

b tedekan bukum lain yang sesusal dengan  ketentsan  pertutan
perundang-trdangan,

Paragrul 3
dtandnr Basitusn Hukwm Dalam Penmagiran Peream Merdoin,

Makal 5
Bunfsan Hukwm seearm [igasd dalam penangosan  perkam peerenta
sehogalesn dimaksad dalam Pasal 3 husif b diberikon keparta Pencrima
Rantuan Hukism yarsg nsessipsbnn:
A peEngpagnlf pesnchon: ainu
E-. tergupatf bermahios.
nm  memberikan  HBantisan  Hukum  kepseln  penppugatpemohaon,
Pem heri Baran Hukm mebadogios: P ¥
&, pombustan surmst kansa;
b. gelar perkarn & Engheungas Pomberi Bantsan Hokam:
£ pembilaian st gugaian ) sural pemelibaan,
8, pomcriksen seluruh kelenghapan dokumen yang berkenaan dengan
proses pemenicsaan df peraidangn;
£, penidaltaran gagitan/ permobonan ke pengadilan
L whﬂn dan mewakili Procrima Eh.n.ntm Hubum padn wear
g peodampingan  dan mn-kli Femerimn  Baniugn  Huloum s
Pr#ﬁm di
h. pemyiopan den rnmg,hh‘llmm alik bukt, saicsd, dan =i akli;
L pembumnn sami replik dan kesmpulan;
2 mﬂﬂn memor banding, memor kosasl, ainy peninjaonn kesabali:
[ =1
. tndakan Bukom lain yang sesuad dengan Botcniumn  peraig
peramdang: wndnngan. -
Ciilam memberikan Bantuan Hukum kepadn. tergugat fiermolsin, Pemibert
Banfizan Hukum molakuben:
A, pemiboatin surmt o
b melakubon gelor pericarn di Bngloungnn onganisasd Baetuan Hakigm,
C. pemeriksann sclurih hEIEnqhupﬂ'l. dakunsta yarg borkensan dengan
e ] pltn&-u'l]ul.ln di perssdungars)
d. pend.nmpim;u.n mwnkili Pemerima Bantunn Hukum pudla aaas
lm‘rll:uul:n surat jeemban ntaa gugnens, dapliv, dan
pendampingnn don mewakill Ponorima Baniuan Hukum p-du wat
peme ka0 persddangan;
proyiapan dan menghadirkan slat baikod, salod, dan fatau akli;
- ﬂ:ﬂm meemod handing, memad mmuprnuulmnk;m
u
tindakon hikum lafn yoang sesual dengan kotentunn peranuoan
perunidarg=unda g

T o

Frs
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Srpndar DBan qu
= tuan Ho D Pemungonsmn
Perkamn Tnim Usahn Negars

Pl &
Bantuun Hukom secars ltigasi dolam perongenan periomn taim osabis
negara schagaimnnn dimaksisd dalom Pasad 3 hurol ¢ d5berikan krmin
Penerima Bantuan Hikum yang menpadian:
oL priggugat] atag
b pemggugal nlervensl.
Dalam  memberikan  Dantunn  Hobum, Pembod  Dantuan Hukui
s likialoan:
a. pemhizatan surat kossa;
T gelor perkarn di lingungan Pemberl Bantuan Huloam:
€. updayn simindstras den fain anding administros;
d. pemeriksnan seburuh kelengeapan dekumen ynng berkenssan dernpan
proses pemertksasn o persidangan;
£, pembiiaton sumt gugatan/sural pormobanan
. pendafatan gugatan/menywmpikan permohonnn ke pengsdinn isia
usahn neginn;
fefubampingan danfatag nsewakill dabam proses dismissal, medingg,
dan pemeriksia di sidong pengadian tats Usahi fegamn;
pemylopan alat bakel dan Tﬂh‘lﬂ'l.ndi‘hn sakend, danfutnu abli;
pembiiatan marnt replic dos Besimpulon:
perviipan momor banding atau memorn kasasd; don fatai
undakar hukum Bain yong sesunl dengon Weleniuan  perataram
perufdn sg-undangan.

r‘rr'p' =

Aagian Ketiga
Standar Bantuen Hukus Nonlitis

Paragral |
Jenis Kegintan

Pasal 7

Pemberian Banpoan Hukum secarm nonilignsl dapat dilakukan oish
advekal, paralcgad, dosen, don mahasiesa EBkullos hokam BEnghup
Pemiberl Bantunn Hukuam vang telsh diokredilosl oleh Menterl sessiad
dengan Ketenjusn perafunen perundeng- windangan,
denis kegloton Bantuan Hubum secara nonbitignsl yang dilalossnalan
eleh Pombort Bantuan Huokwm melgpuri:
i pemyulukan hukum:
B, konsultasi hukam:
o, imvestignal kasus, balk secora o elekirenik maupun nonelektronik;
penediinn hukam;
miebinni;
RERORIEAE
pemberdoynan masyarukut;

i lupr pengaililon; dan /et

el dokurnen hiakuem,

B

L 2
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P
Penyulithan Hukum

Prumal B
Peayububan hukum sebagabmana dimaksud daloum Pasal 7-ayat [2) hurof @

diberikan kepada kelompod crng miskin melaiot:
m cenmEmnah)

Untuk menyelenggamabon penguluhan hukum sebagalmans dimaksud
padn ayai {1, Pemoben Bantunn Hukem hams mecgajukan permabnnmn
kepata Pemieri Bantuan Hukum dengan mengisi frmulir.

Permohoman  sebagaimana  dimaksad  poade syl diajirk=n  aleh
perwnkilan belompok yang diketabui don ditondmangani aleh lurah,
kepsln dewa, afeal pojubal yang setlngient oi lempoi tinggal Pemohon
Banfuan Hukwm,

Formal foemslis permahonnn sebagobmnnn  dimasksod  pels avar [2)
tercanium dalam Lampiran yung merupikan bogian tidek terplsahian dasi
Ferntumn Menten inl.

Peusal &

Penyelenggarsnn penyuluhan hulkum kares memerohi svarat:

-

e
[+
il.
1]
=
(3

(4

96

peserta penyuluban hukum berjumiah paling sedikit 15 [fimn belns] arang

ﬁﬁn peeyububan hukum dilakukan dalam waktu paling singhat 3
a ;

peryuluhan hukum dilaksasakan df wmpat  kelompak miviskin

bﬂ:u.d.?: l:hl.l'l.rj it

mnderi yang disempallan terkalt dengan upaye membangen kesadaran dan

kepatuhan hukuim masyerakan, &

Pasal 10

Pelnksanmon keghatan peayuluhan hukom sebapabmann dimaksed dalsm
Pasal 8 aynt (1) diladodos obsh paniba yang dibeniuk oleh Pemberi
Banrzan Hukim.
wh:.nwuuru dimaksud pada ayat (1) beridnloh 3 (Hega) orng yang
i, 1 {sab) orang e
b, 1 {snia| orang sclcretaris aime modecatan dan
€. 1 {snlu) oradg aogpoto,
yahg merapakon perembian dosd uAsac oadvalast, paralegal, dosen,
danfatay mahasiewa fbolins hukum yeng tordafar pada Pembers
b g N —

bl peryg ukum wafib meminsat | LSRR n
ponyuluban hulkwm, ™ e
Laporan polaksanaan kegiatan penyalshan hukum dibun: dalam benuk
tertuliy dengan melampiricm:
. sumi permohaian dari Pemohon Bantean Huloms;
k. fioto peloksanann kegiatan
€. abscnsi ataw daltor hsdir
. mater pemfalihan hukom; dan
£ Al pelaksanann penyuluban hukuns,
Farmat laporan pelaksansan kogoten penyulohon hukum schagmimsns
dimshlesd pada wyat (4 tercantum dilar Lampimn yang mernapalan
beaginn tidak werpisahkon dari Pernturan Meater ini
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Fasnl 11

Pemben Hantuan Halum dapat melokulon keginan peoyvuluban  hoks
tanpad permohonan dord Penerimes Banen Hukum jika telah berkoontinnsl
dengan lumb, kepols desa, aiss nama lsinees, yang menyataken bahws
potcrin penyubwhan  Bukum i Iokeai pelabsanaan  penyulubun hokom
merupakan kelompok orang meskin,

(#1]
i)

]

i

1
4

a
knnaulas Hukum

Passl 12
Kansiltasl hulom sebagaarsana dimaksud dalnm Pasal 7 agar (2§ Banifl b
dilikukon ibnbvm ranghs membaniu mencar solusi penyelesaion masaiak
bulum yang diksdapi Pencrima Baniuan Huakum,
Eonsuitasi hukum dilalukan secoms ngsung oleh Pemberi Baniuan
Hulkcum kepwln Ponerimn Bantusn Huloum,
Permabonon konsulias! hukum diajukan oleh Penevimn Barnsn Hokum
m|m o Pemberi Bantuan Hukum dengan melampican sumt edesungan
ki,
Renlisaat biiva pelaksanosn keglatan Sonsulined hukum hanva dapat
dibevikan 1 [seimf  kEali jilken kegintan kemsultasi bhuloem dBakukan

Petverima Bantuan Hukm yadg samii.

Hasll koosultasi hukum schogaimons déimaksud pada svar (1] dibwat
secam tertulls depgan neengisd farmulir konsulinsd,
Farmat formulir konsuites hukuen sehagaimana dimaksad pads ayat §5)
tercantuem  dalam  Lampitan  yomg  merupakan  bagion  yang  Hdak
torpisahbon dart Perniuren Menes] inl

Parugral 4
vestigast Kasgs

Pasal 13

Ivestigasi kisus sehogaiman dimaksud dakam Pasal 7 ayne 0 hasrul &
:-m.f A L n

AT mEn tan dengnn hukum yarg ditudapl oleh
Pepierima Baniean Huks
Irvestigusl lsus  dilakukan  alek Pemberd Bunluan  Hukym  atas
permohenan dur Peneimn Dantuan Huloom dengan selampicksn surmd
kcterungan miskin,
Hagil investigasl kasos sehagmimann dimabsud pada ayst (1] dibonn
dulam hentuk lnporan sexusl dengan foemudir iovestignsl
Format formalic nvestigesl kasus schagaimana dimaksed pada oy (3]
tercanium dalam Lampiran yang merupainn haglan thdnk serplaahion
dun Permviuran Mennerd ml

iraragraf &
Penelitian Mulkum

Pl 14
Penelitiun hukum sehogaimana dimaksad dalnm Prsad 7 syl (3) hurud d
dilakaknn lerhadap permasalahas Banluan Hokem yang iedadi di
witnyah Pemberi Bantoan Hukum ywng hersangkaitan,
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Pemberi Bamtuan  Hulum  mengnjukon  teriebih dshub proposs)
m%"hmwwm“mmm
iyt Pejabat yang dizumjuk,

mnlnummmn%dmmmmmm
mengpunakan metode peslitien hukum

Penelilian  hulmen  dagml  dileksanadms  setelabh  proposad Peneltisn
:ﬂ::hlr;l persclizjuan dard Kepals Kantor Wilaynh atsu Prjabst yang
Format proposal penelitian hukum sebagninsans dmnaksud pada sy (2]
tercantum dalasmn Lampdran

dari Permiuran Menter fnl, TR R ek ki

Pasal 15

Fenclitian bukum sebagaimans dimaksud dolam Fasal 14 i
Mnnﬂmuhmmmrukmmwimqmumim”
Panitha sehagairnarn dimakousd pada ayst (1) teedin atas @ (satu)  amng
ketun dan paling sedicds 2 jdun) amag aneeces yang terdin was unsiE
i iddyolou:
b paradegal;
£ dosen: dun/slou
::.':ruumum w&wﬁhu paling

- i berpened idiknn
rendal siratn | di Bidang hulme. P

Faragrof &
Medinsi

Paisenl 16

Mediasi  sebagaimona  dimakeud dedam Posal 7 ooyt [ hura! e
dilakssnakan berdassrkon  kesepalaten parn pihak Pererims Basiah
Hukum ferknit masafsh hulkum perdatn aisu hulkem i uiahun negnm.
Furn plhak schapaimans dimaksod peda syvat |3 meropabkon saiah sty
Peaerimn Mantaan Hukum.

hlectingi sebagnimana dimakssd padn ayat {1) dilndssinalan paling banyai
lhrﬂplt]mmmﬂ

Permofmnan medinsl wknn olel Peserima (antusn Hiokuss
melampirkan sumt ketemangan misicn, g
Hasll mediasl dibune dakem beritn noam. yang ditandwisngani oleh pam

pihak,
Realianal bipm untuk kegiame medinsd hanyn depor diberiknn | [sar)
kmli jlkm keglatan mediosd dilakubkan teshodap Penerima Bartuan Huloam
VL delti,

Dalam  hal  telub teroapad kescpalestan dolam pertemunn  mediasd,
Pember] Bamiunn Hukusn wajih membisat ln bk i naty
muerdingl dalnm Beseik tertulis gl T
Fotmal Iiparan pelaksamann kegistas mediasl sebagnimann elisnakomid
pada sval [¥) tercantum dabem lampémn yang merspakas Bagian tidak
terpisahinr dari Peraturan Menten ind,
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Pasal 17
mdurlimutiudmu alimnkesuad -:Il;l.ru;nﬁm T oyat (2] hural Fdilnkukan
1% permohanar Perserima t Huk hepad
ﬁﬂ'm.l_tl'l Hulkiim. i o i
egosinsl sebagaimane dimaksod pada apat (1) didakuken paling
et e ’
nan wkan alch Peneri Hiami Huku
meslumplrknn susar keterangan miskin o o -~
Feriemunn negosingl sebagnimana dimaksud pada ayss (2] horus dibuwat
ditam berila acarm negoainsd yang ditonsdsianpini olel Pember Baniusmn
Hulkuen dmlw Bantiaan Huabkygm,
Drilm b il kesepaknian dalis peritmuan negosinss,
Pembeeri Hanluan Hukam wajib membuat lapo pelnksanmen kegislan
negnssns dobam beniuk emulis N
Fﬂ‘lﬂl::l'l!lﬁl[ﬁﬂ.nl. dailam lampi - m-: mudl ;
um mpirai yang bagian Hdak
terpisahinn dir Perntimmn Menber ind,

Prregrof B
Pemberdavann Masenrmdmn

Pazal 14
Pemterilaynsn masvarakal schognimmna dimaksed datam Pasal 7 ayal [2]
hurufl g dilabuben gurs seningkatlonn pengetnhunn aisu lecleram
hukum Penerima Bantunn Hubum uantiks it
A pERRBERERAn Ata pemaniouan ks
b penyusunan permobionan alay gugiton: din /st
. prlaporan kasus alaud pendaftamn o
Jumish peserin kegintan  pembendacann masyaraksl schagainiana
demsnbsud puida aymt (1) poling sedikin begfumlah L0 (sepulubj omng,
Pemberdmynan  enasyarakal dimakssd  pada  wywt (1)
dilnkcsannknn berdusarkan permabanan dar Penerima Bantuan Hakum,
Permohonar  schagaimonn  dimaksud pels svat ) disjulan  aleh
perwnkilan kelompek yang diketuhui dan disandatangsni oleh lurh,
kepaln dbess, slau nama InlnAya sesiai deegan domésili Pemohon,
Format formaulic permohonon  sehogedmens  dimaksed poda aynt |4
tescunim dolam Lemplean vang morupakan bagan idsk erpisabkan
dasi Peraduran Menier ind,

Pasal 16
Pemlar Banuan Hukum wajib membual laporan pelaksanean kegiatan
pembesdayann skt dalem bengulk terulis den i
Ly gy gan melampickan
B, Toomn Regiatann; don
. natwla hasdl i
Format Inposan  pelakssnonn  keglatnn  pembendavaan mEsyarkkat
sebmpninmrn dimaksud pada ays (1) tercmium dedem Lampisas FAnE
merupakan baginn lidak (erpisahimn dari Perareran Menter ne
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Paragral ¥
Fendampingnn di Lunr Pengndilnm
Parieal 1)
Pendampengan di lsar pengudilan sebagasmana dimakosnd dabam Pasal 7
sl [3) Bunuf b difadokan datam beotok advokosi kepacds siksi dan ntus
korban tindak pdasa ko instans lembaga pemerinlah vang terikaiz,
Permohonns peodampingan di une pengadilnn disjuban olel Penesina
Bftaian Hubkum dengan melamipirksn sunat keterangan mbskin,
Y pendarmpiigan i luar Ban begi saksi dan/atau karban
h-n':n h:l:l'l.:::ﬂ.l[ huTtm o FCtgen
L e M yang mondakup mnformssl ni
bk clan kewnjpiban spikss danfatwu korbsin d.umpmmmﬂlu;
b. pendumpingan  suksi  donfotnu  korban & Hngiat penyidikan,
pefsifitiitan, dan padn sasl pemcriksaan dalem sidong peapadilan:
. pendnmpitigan ekl dan/atia korban ke unid pelayanan terpadi hag)
kefan yuhg bernda dl wilnynknys eeristama bagl perempian dan
4. pendampiigan saksl  cdongadan  korbsen ke rumah saldt atsy
puskesmas terdeln! umiuk mendnpatkan sisem ef reperhon gl
poniwalan kesshatamn,
£ pendimpiigan  siksl  donfatog kerbas didem menamyaion

L pendampingan  saksi  danfatog  eben unnik endapsaican
pelindungang dan famns

£ pendnmpngan skl danfaleu korban e bemiuagn koo |Eng,

Kegaian prodampingan di luar pesgadilan dilskuban paling banyak 4

(empant) koall dalam wakiy paling bama 3 fdia) bulsn usuk saig knsus

Bagi Penerima Baniusn Holoem yarg e,

Kegistan pendamplogun dil luar peagadBan schognimnnn dimaksud pedia

aym (2] uelak bedeh mengabadkan proses hokum yang sedsng berjolan.

Setisfp kegiutan pondampingan di luar pengadilion sebapaimara dimakssd

pasila ayal (1) hares dibear dadam heritn soam yung ditondnrangans qleh

Penerima Bantuan Hultwm dan Pemben Bantaan Hokum,

Passil 20
Pemberi Hantuns  Hiksism  wajit membost  |lepors keglatmn
pefulantpingan di luar pengadifan secarm emulia
Fatmal liperan kegiatan pendamplagan 4f lsar penpodilan. schagasmuna
dimaksud pada synr (1] wreantim dalam Lampiran yaag merapakin
baginn Hidak terpisahionn darl Peraiuran Meserd inl

10
Drpfbing Dakumen Hukum

sl 23
Brmfting dolumen holoum selmgnimana dimaksud dnlnm Pasal T ayal (3
huruf | dibserikan dabam bentuk pervusunan dokumen hikism berupa:
0, Saral perjanjisng
b. sural pernyatanm;
. surai hibak;
o, komerak kerfa;

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



:.- wanind: dinm sty
+ dokumen hukum lsin vang di knmn i dengan
pesaluran perundang: undangan. ey o et
¥ Permohonan keghomn daghing dobumen hukem dejukan oleh Penerima
Bantuan Hitkum dengan melompirkan surat keterasgan miskin,

Posal 23

(31 ﬂrﬂHdekuMhuamnqulm;hmmmnaHme
bukan merupakon bogian dori dekumsen vang  digumadan  untuk
En‘.mm permobnnan pencaimn bioym uniuk keginsn Bantuan Bulom

(4} Dnlam hal Pemberd Bantuon Hubwm  peda sust yang  bersamoasn
mimberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Peoerims Rantuon Hukwe
varg same dengun keglatan  degfting dokumen hukam, permabonan
pemciarnn  aiggiran hanya diberllean teehadap  pelubsannan kegiatan
Danituan Huloum Litigass,

Paaal 4
{1l Pemberi Hantuan Hukum wajib membust poran kegialan  drofiing
dokumen hukum secam fecfubis, 8 :
12 F‘uurn::lllnmn drglling dokumen hubusmn sehagnimann dimaksud pada
myni ercaniuin dalam Lampimn yang meropakan bagia e
terpisihknn dar Peraturan Menter ini e

Bagsan Keempaod
Pendokumentagian Hukam

Pl 25
{1 Pembefi Bantian Hokum wajib eendokumentasiioon  penyelengmarisn
Bantsan Hikusn.
[d) Pendokumentasisn penpelengparsan Dandunn  Flukouss schagaimnns
dimpksisd pada ayat (1) dbakukan dengan cam mengiomplinsiian:
A peraluran perindong-undongsn  yang  teckadl dengEan iEsErindi
bantuan ukum; dan g
b. dokumen hukum vang telab dikelusckan  aleh Pesmberi Maniusn
Hukum dalam proses Hontuen Hwkum |Bigas dan nonlitigas,

DAl e
TATA CARA PEMIFERIAN BANTUAN HUEUM

Brapinn Kesaiug
Pelaksana Pemberian Daniusn Hakum
Pnzal B
PFefmberian Bantdan Hokum hama dapal dilakukan odeh Pemberi Bantsan

Hukum wing iclah diskreditasi oleh Mentesi sesual dengan ketentuan
PEMMILRE perumdang-ueangan.

FPasal IT
(1] Pemberian Aantaan Hukom secam Bilgast dllakukan obeh advokot yang

bematiius sebagnl pengurus Pember Bantuan Hubem dan oo sdvobag
yang ierdafar pewdn Pemberd Bantuan Hulkoam,
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(2 Dalasm bal pjimdah pelaksans Permbor lantuan Hukom yang peshampun
dalim wadnh Pemberi Baniuan Hukum tidek memodal dengan jumiah
periarn ligas dan/atou keglntan non ihigasi, Pesiber Dantuan Hukouss
mm: uchknt, porndegnd, dosen, danatay mahasewn fakyling

um

(¥ Pemberi Hanmwen Wokum yong melakokan perekratan schagnimmna
demakeud pailn syat (1) wagib memborikam samt perinteh  (ugas
pembantiian Pembenian Banruan Hukum don Direloure/keiga Pemberd
Hantunr Hulkowm ierfuakap hasil reknstmen,

Pasal T8
Dalam melaksanaken kogistsn Baoluan Hukum nono lisigasl, Pemberian
Hantuan Hukurm dikekikin cleh:
A, sthankaty
b peradegak;
. dosen; din fRAakg
d. mafaslsen Akoulins hokam.

Pass] 29

Tafam mesnberiicnn Bantian Hokowm, sdyolmt hares memeniabl persaminn:

o, iembefisr pedn silah st Pember] Baniusn ko vang Seruboredibasd:

bhe tidak sedang menjalani Bukuman pemberhontian sementarn wakla stis
prinnggaman kode ok yung dibuktiioan dengan suml ketemangan dard
eegankaal Eduk; dan

& tidak sedang menjolosl hukgmsn ats  pelinggeman anggaran  dasar,
anpgaron rumssh Aanpgs  don/oino perotsmn nteenal, yang dibokitkan
denigan msinl perirymbtnnn darl Pemberl Bastuan Hialem.,

Pl 3001
(1) Dalnm memberikian  Banfuon Hokum, pornlegal  Baos memenubi
porEyrmlnn:
n. terdafinr pads salak sate Pember Baniunn Hukom yang, erskeeditas
b memiiki hakzl terulin pendampingan dagd advolest pedn Pembserd
FragiEuan Fhukoum vang sasma; das
c. telah mengikutl pelatihan porslegal vang dibukillnn dengan semifikag
pelatinne Wmﬁ-w L
I. Pember Bantuan Hulosm;
4. poiguruan 1Engel
R Itﬂ'lhﬂﬂ sndaya masyamksl yang memberikan Aasrian Mok

4, hmk:ﬂ peneriotnh  yeng  menjalonban fungalron di bideng
HH .

(] Dalnm melnksanakun permbering Danuan  Hukoem, pibegnl  Barus
tunduk dan patuh terhadap kode et pelaysnan Bamiuan  Huokam
pafalegal yang  dibuai  aleh Pemsberl  Bantean lukum tempai
paralegal tersetiud terdaltar

Pasaal 31
Omlam memberikan Bastuas Hakum, dosen homus memesuhl persyamban:
A berdafar pada sulih sati Pemberd Baniunn Hubum yasg serakeocdiesd;
b il Bukal tortalis perdnmpingne dast sdvoakal pods Pember! Banigas
|l vang S
c. beriaenh palireg rendak sfann di bidang hukum;
ik sehagal iemggs pengajnr pods fakosdias hakcuan.
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Passl 32

Drdnm m_:mhﬂlhm Bantuan Hikum, mabasises Gkeilas holum heraa
memenuhi persynminn:

.
=>
d.

£,

i

{3

i

i

i

ferdlindiar il shlah satu Pemberd Bentuan Hubkum yang embreditasd:
memilild bkt terolis pendampingan duri sdvekat pada Pensberi Bantuan
Hukum yang sum;

meTupakan mahagiswa fakultes helum  vang dibakiilan demgan kasiu
tandn mabasizwn vang masih seelakis;

telnh lubis matn kullah hulaen scars pidars, bukum e perdai,
dinfataz hubum scars tals usaha negam yang dibubcikan dengan Eotokapl
wranskrip nilal yang telah diegalbses; dn

telph mengicul pelatihan paralegal yang dibvkiikan dengan sertifllont
pelatihan YROE oheh:

1. Pembern Bantuan Mukam;

2. perguruan tinggi:

3. lembags swastdaya masyarakal yang memberikan Bantusn Hakowns; st
4, kenbagn pemerinbab yang menjaloninn longafoya & Bidasgy hukum.

Blagian Kedua
Tota Cum Permohonan Beniunn Hukum

Pusal 33
Permolisnan Bantuan Hukum dajulmn secarn tenulis olch Pemohion
I;:.nmm.ll::rn Hukum kepada Pemberi Banuan Muknm dengan  menglsl
alir.
Dadam hal Femohon Banuan Holoum ynng mengajukan  permolonan
tidik mempinyal kemampuaan uniuk meengajukan permohonan secarm
teriulie, permobanan daps dinjukan secam Bsan den laopaing kcpuda
Pemberi Banbuan Hukum sefa hirus dicitat olch Pemberi Bambean
Huilum g bersarmgha tog.
Permohonan Bantian Hukum sebogsimann dimakssd pede ayet (19 das
iyl (2] peling sedfi memust:
i #entles Pemobon Bantsan Hukum; dan
k. mﬁ.ﬂm mEngenal pokok perasdalnn yang dimintakom Basiuan
L] .
Femmobonan Banjuan Hoktm  sebagaimons  dimakasd peda ayal (1)
dan syt (3} harus disempatknn oleh Pemohon Danlusn Hukom secara
langmung ke knntor Pemberd Pantusn Hukom pada Boas das farm kerjo.
Format forrudle permohoresn scbagaimonn dimabesad  podn ayar 1)
tepcanium  dalam  lampinn  yong  merupakan  bagian yang tidak
terpisnhban dard Peralaran Menterd inl

Pmsal 34

Fermphonnn Banidan Hulsam schagaimona dimakswed dabam Paasd 32

haris mclampirkon:

R Eotokapd kamu tEnde pendoduk aima dokumen lsis vang dikeluarkan
oich instanal yang berwenang

b, surat kKeterangin miskin dani lurmh, begala desn, sakag peinbat yang
setinghat sesual dergan domisli Pemaobon Bantunn Huloae;

£, dokunebn yang beroenann dengon perioara; dan

t. somal kuasa, jE permechonan disjukon oleh keleargs ali lounsaoyn.
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Dalam hal Pemobon Bantuas Hokum tidak memibkl sorm ke
fiakin sehagaimong disaksod pedn ayat (1), Pemohes Paniuan Hukum
Sapal inelsmpirican:

B hoart perlindungon sostal; nmo

L dokumen buin sebagnl pengganti st keterongon miskdn,

Dakumien lnin sehagabmans dimaksud padn aynt ¢3) Bl e dapat beropa

L ks beramnga duri:

f. Kepola Kepodlstan varg meemnorikoss pericarn poca tihap pergdlikam;

b. Hepnbs Eefiksann Megeri setempnt pads wmbap peayidilian atau

T R L

Kepals Rumah Tahansn, jic Penedma Banfuas Hubues sdelsh

tehagsian misking

Hepaln Lembagn Pemasyarakatan, jikn Penerima Baniuan Hukum

adniah narapidana misking @au

€ Ketun Pomgaditin Negerl nfou Keton Majelis Hakim yung memeriic
perkinm oreng miskin

Tralam hnl Pemoban Bantuen Hukwm tdsk meeniife idemtitae, Pembern

Baglusn Hukum membamiu  Pemobon Baniean  Hukum uniok

memperseh sumd keterangsn alsmal sementare dangaing  dolsmen

buinnya darl instansd yang bersonang sesonl domest Pemher] Bantuan

Hukakm.

hmktuwnﬂm:mnmdaﬂmduhmhm:mm

dimaksad pads wyal ) harus diketehul olel lerab, kepals desn, atau

pofaband yang setinghon di sempai tiegesl Pomberd Banionn Hulooe,

Prasaad 15

Pemberl  Bantuan Wokwm  wajib melikukan  pemerikssan terhadap
permchonan Wanioan Hokum sehegximanes dinakeisd doksm Posal 33
dins Pasal 34 seteluly memsdengar tshing don mengnnasisbs deliunen vang
dibertinn Pemobinn Baniuan fukum,

Femeriksenn achagnimana dimabsed pada st (1] diBskakan paling lama
1 [mabu] Hari seielnh menerima herkas permobatan Honnean Hubnam,
Pomberl Bantoon Hubum mesberikenn  penjelusan tentung  masabsh
huloum heseria sealos yang mungkin dibadapi kepads Pemohos Bantusn
Hiskuimn sctciah mebakuban analisls schagaimann dimakesad pedn aont 1],

Pasal 36
Balam hal permohonon Baniuan hakum ieloh memenuhl persyaratas,
Pemberi Barwan Fliskam wajib merymmpaian kesodinan atau penolaknn
sedarn bertulis dalam jangha walkly paling lema 3 (igaj Har serhimung
sejak permabonan dinynsakan lenglonp.
Dualagn Bal Pemberd Bantien Hukom menyagakan kesediann sebaymimang
dimaksizd pada ayei (1), Pember Bunbuan Hukum memberl Bannenn
Elukiam berdasarkan sizmt kuass lhusus dord Peseriem Barigan Hukum

;

A

=
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i3 Dnalam hal Pemberi Banturn Hukum memyatakem penalakan sebogmbmana
dimakesud pada ayar (1), Pember Hantuan Hukum wajit menyertakan
akasan penodaknn:
o tidak acaisad dengan visl dan miss Pembed Bantuan Hukym; danfatag
b cabem perkara perdata, kerugan materil lebéh sedikit daripsda Biava
penveleratinn vk

¥ Dalam b Pemberl Bantuean Hukss mesolak permohonan, - Pemehon
Bantuan Hulum dapat mengajukaon keberaian kepsda Manitin Pengrvas
Baerah,

BAR [V
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 37
i1} Femberi Banraan Hidum wajite memberitabiukan sccama terulln kepada
Kepaln  Kantar Wiivak scbelum melaksanaknn  pemberinn Hontuon
Mukim Litigasi den non Bggast mclohid sistemn informnsd pemberian
Banruan Hukum.
@} Pemberitabuean  sebagadmann  dimalsud  peda sv (1) dengon
EHELCAT TR A
i jdeotias Penerima Basmean Hukum; don
b jenis Harituan Hobkum Litdgas yang diberilan

Packa] 38
(1} Dadany memberikam Buintunn Hokom, Pesmberd Bantiuan Hokoem heruas
mengumuemican paking sedikit
B, d=sak isknn,
b jom pelayunan;
. dnn siruleur erganiansi;
d. jenis ymnan; dan
e alamal, pomor Lokepon, foxmitle, e, d@an datou lnmam.
{2] Pember Baptsan Hukum hares menyedinkan peiagss g kompeten dan
nacnypodiakan sarana pelayanan yarg mesmisdod

Paisnd 29
Peenberi Bantusn Hulam hargs memberilon Bantunn Hukam dagars 1 {sata)

perkarn Ay kegintan Bantean Hukum kepads 1 {saiu] orang Penerima
Bantuan Hukem atag kelompoek Penerims Baniuan Hokuam,

Prsal 40
Kegintiun pemberian Bantuan Hikum nonliigas) sehogedmuns dimkssd dalam
Pasml T hangm dmpei ditabuban berdasarkan permobopnn e Peperims
Hanjun Hukem, kocundl penelitian ek,

Pasal 41
Dalnen hal Peocrima Dantwan Hukoe mendapatkan pelopenan  Bapoean
Hukum yarg tidak scsusd dengan standar pemberian Bantusn  Hubum,
Prrcrima Bantuan Hukum dapst melaporkan Pemben Baniuan Hulam kepadn
panitia  pengaas  daernh dangatau unil kergo yung tuges don fungsines
;nrk;ﬂuunmnﬁ pemberian Banbian Hukum peds Kemeniertan Huloom dan Hak
i A IR .
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TR
ANTHEARAN BANTUAN HUKLIM

Magian Kesatu
Tala Cara Peogajuan Fencana Anggar Frantiusn Hukum

Fasal 42
(1} Prmberi Bantasn Hukam mengajuknm rensane ampearan Foanmtuan Mukam
socarn ferfulis kepsdn Kandor
(&) Pengajunn rencamn anggaran Banfuan Mukam diaksanekan - sesusi
cengnm pedanjiae polabesnsan  Baotuan  Huokume yusg  belab

Panssn] 43
(1] Penpajusn renoina anggamn Benduam Hokum dilakukss decgan mengis

FRSAED TR

. rincian bdava program.
12 2ﬁnhﬂ?kmwmumrﬂﬁumunnﬂqdmmdmﬂud
Byl Perranium piman ymng merspaknn haginn edak
perpisilihan cod Permtamn Menker nil

Bapinm Kodiin
Tats Casa Pelnkssnaan Penyalimmn Anggaeran Bantuan Hukem

Prsaad 34
Peenberi  Baniuan Hukum melnbsansbnn Banmn Hukom Lidgssi dan
PMom lfigiesl sesunl dengan keten s yang inner dalim perianiinn pelslaarnaan
Eanranm Huloam dan Retenibiehn pemieon perundangaedsngan.

Pasal 45

i1} Pemberi Baniuan Hukim mengaiulas permehonan peraloan anggaman
kepada Menierl mclalul Kepaln Eantor Wilnyok diseroal dempon bnperan
prerirbosaian. periamn dan bulkcl pendulung,

(@ FPemberi Bentmin Hulum walih membianl pesnynlans erilia hakhea ki
pendukung yung dinfuknms kepadn Kepaln Konlor Wilsyah sdabteh benag
ki &AR fieoErst ketontionn peratumn perondang:aedangie.

15 Eepaln Kantor Wiksyah wajib memberiloen javwaban dalai ianga walkdn
paling lama 5 flsa) Hasl terhilung sejak langgnl pennohonan pencadnim
g ponanganon pericom donnino pelalsanann keghaten diterima.

4] Apabila dninm jooghns wnltis 5 Hma) Hord Kepaln: Kanbor Wilayah tidnk
mmﬁ?“%#ﬂhmnmﬂ“ﬁm1NMM1EMMmHﬂmnmmmn
B Lo dH (H

(%] Pemyampaisn jowsban stas permotonan perscaing shggarn sebogedmann
diimeadkosud pada ayal (3] dan ayal (45 dapat dHiokukan melalal;

g

B, el
c. sisiem informasl pemberian Banewan Fulasmg ©an fatan
d, syt elekemnnik Winng
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Faaal 45

Fanman Hikis menyrieiian Prkars buds. sop Mhepds potecs

fian Hukam  menye Per pida wisap |
berucarn dan Pemben Rastuan ki mmpﬂmmqmnTM
digertad dengan bakld pendukang.
Huktl penglukung schagaimung dimaksud pads ayat (1) metpui:
m. hukti peannganan perirs;
. knitlans pembaynnan pengel g
e lapiwaiy bruangun penangacan Kasas; dan
d. delmmentasi,
Duiktl prnanganan perkam, sebagadmann dismsksud podi syt (3) hurf e
uniuk Banduan Hukum igasi deinm pericore, pidana Siscmea s dengan
I.Il'l-iﬂri peiscrikimnn melipuli:

I taknp e, ﬂtﬁﬂ.h ﬂhflﬂ-l’l'lﬂll":m
I. sumai kussa;
2. marnd dakwwsin;
A, surnd  penetapan  pengadilan  [penunjukan hekdm winfuk
pentamplingan), floa ada; dan
4. surnt keputusan penghention penuntuton, jikn ada,
. labkap persidangam dF Pengadilon Tingknt 1, denpon melompiron:
1. momor perkara;
I chowepal jilin disumpadian secarm terrlis daliom perabdangan:
A pledad;
4. repilix fika disampaikon sccarm tertulis dalam persidangan;
S dupdik |iSn disampadicns secags el dilisie peraidiingun;
G, jucdvenl sldang:
T. salinnn puitusan athu pelilean palusan Iﬁﬂﬁiﬂhﬂ.
d. tahap persidangan 4l Pengadilan  Tingkat  Banding,  dengan

4. memori banding atau kontm memar. banding, dalam hal periarn
dilenjinikan ke tingkat banding dan
1. salinan purusan atag petlkas palusan pengslilan tEnghot banding
A I:l:l1.|.|.|:-I “pzmdm::pn i Pemgndilmn Tinghut Kasasl, dengen e lampiriuag:
ta
2, memon kasast sley koptr memer kasasi, dalam hal perkam
dilnjutken ke tinghat knsast; don
3. salinas putuAnn atau petikan pufusan penguedion lingbong kesan),
L mlmpfrnlnjlunn kembali;, dergan melampirkan:
saml permintannpermoharan peninauan kembali (FK] kepada
pengadilan togkat periam;
4, silinan  pulusan  pengedilan  schelummya  yang  menvatakan
punasan sudnh Berkekisatan ik telsp
4. memer] pendojauan  kemball peminfauan kembalh,  dalom hal
perienra dikanjutkean e proses upaya Bukum buar bissa: den
4. salinan putusan pinl petikan putusan peninjouan kembali

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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|4 ikl penangaisain porkom dimadmwd padn ieae 2y antulk
tahapeur Bantuan Hokum secarn dalam perkata perdata meliputiz
i tmhap gugntan, dengnn melampirkon:

108

I, muaral perrohosn surml gugaian:

I, suaruf o

A, surmi pemyatEn;

4, regiatral pirkim dengan nomor register;

& stk panggilan; dan

e akia perdamalan wiua mehinjutkon perknm

H“EINE-D pergedian tingkat 1, mmm
wal slifangs

HUpRIEN
5.t erdioed i jiovaban:
6. clowrpal slan replik;
7. beaimpulang

8. salinen putusan slan peiias puiusan peogaddan,

1. akta Banding

2. memor banding ming kontrs memo hmd-l-rl.r,. dalnm bl perkam
= “#lnrﬂmhn kot proacs Upyn hukum biasa; dan
i putuAan Man peIBcR pulusan pegadilan gkt onding.
dengan melampirian:

3 rﬂwpuluuan penparddlan Hngkat Kasesd,
nkta Enanai;

i memeor] knansl ataln konbta eeenoc kasasi, dalam hal porkora
dilanjutian ke proscs upays hokum biasa; don

3. sulinen pulusan atea poikan pulusan pengadilan tnglot knsas)

tahap peninjonnn kemball, dergan melampirkan:

I. suFan permiptann/permohanan peningasan kemball (PR kepada
pongadilon tingkat perisma;

1. salinan pulusan pergsdilan yang sudoh berlekusinnm  huloam

el

b memor  poninfsusn  kemball nton konira memon  peninjausan
bembinll, dalam hal perkans dilsjuckan ke peoses wpaga hakam
lisar Bnasa; dan

&, salEnan pubusan slay poikan putusan peoiojnony kesmbadl,

Buldii penangnann periam sebagaimana dinwmbasd pada mvar (3) antuik
tnhapan Bamtian Hokum secar Deigaai i bidacg hukem sis osaha
negarn melipaii:
a tahap pemerfksann perdabioluin, dengen melompirkon!

permohnman;

b,

1.
& murod kensn;
1. somt peErnyatsan;
4. surl gugaian;
. rogistrus] periogm dengan nomos regisier
fx, wuswl panggilis;
7. sima penckapan pengadilan pada rrpat
] ﬁnmtwmﬂmrmd :ﬂumu: mpk:‘hl;h:l-mn dari b
. PalUsan Lpmyn suEinmsleg
Tt Vienha Megar., jilen nda, PR
mbap putusan pengadilon tinghni 1, dengnn melnmpérkon:
1. jodwnl sidarg
T, el kuasa;
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moanEsi;
jarwaban gugaian;
tawmran medissd niau jwahan,
ehsepat abag meplk;
krsimpulnn;
saalinan putusan ning peliEknn puiusin penggsdilan salinan putusan
il pelikiady ol Taiseeh pem g i,
c. tnhap potusan pengadilan tingkai basding, Srigan melampirkn:
i -ﬂnﬁinﬂhg:i
2. memonl bandieg alss koaln mweina hmdl.n;. dulaimn hal perkam
dilanfuikan ke proscs upaya bukum binsa; dan
3. salinnn purnaansn alai perikan puiusan perygsdilan bnghont Buriing.
d. enhup patiusan pengdilen tingkat kssasi, dengon melampircan:
1. mken Knsesi;
2, memoni kasasi afau koentra memor kasasd, dalom hal perkmra
dilunjutknn ke proses upaya Bekum basa; dan
3. aalipas purisas atas polikan pulosan pengaditan tingioat keisnst,
£, ln!u]l peninpauan bembeldl, desgnn eclimpivkan:
Hiarl pmrm]nrnnnfpum-uﬂlm peninjounn kemball [P ke
pengadilan tngkan pertama;
2, salinan putusan pengslilan yeng sudnh berkekuatan  bukum
Ll
4, memodl penibjayan kemball atod  kantm memond peninjaiinn
kemball, doafam hal perkwmn dilanqdkan e proses upoasa Ridkum
uar hiasa; dan
4. salinan putusan aas peiikan puiusan penknmunn kembali

b e o

Paanl 47

Baktl penenganan porkarn schagaimans dimaksod dalim Pasal 46 ayal (2
pural A untuk pelaksnnsan kegingan Bantusn Hubsim secarn moslitigesd
disesianiknn dergn jenis kegintunnyn.

Pairil 48

Menteri melalul HKepala Kantor Wiayah melabubkan pencalran  anggaran
penAnganan porkara danfatal  polnksanaan  kegiatan setelah  meryeagul
pemmahanan inggam dar Pember Bamiuas Hakam,

L

12

B

14

Pasal 49
udam bol Pemberd Bantasn Huokum eish menerimn anggaran watek
keglman Banuan Hukim sconm nﬂn]htui, Pemberi Dantuan Hukum
Hduk dipat mengajukan lagl permohanen Binya Basiusn Hukaim litiguss
yourg ibeerikan kepadn Pencrinms Bamiuan Hakum ying sama.
Dalam hnl keginman Bantuvan Huleum seears nenbitigasd scbagaimann
dimaksud padn oyl (1] beralih menjadd kegiatan Baniean Hukom [@5gmsd;
pembsavaran heaya Banman Hukum hamn diberikan terhodap Bantean
Hubuen litigaai.
Daalamm hal biaga DBantuan Huloam secarm nonlitignsl telwh. ofbegraskan
kepmida Pembien: Bunfunn Hukam dan Bantuen Hukam secars
beralih menjedi Bantoan Hukum Lishgest, biava Bantean Hukum seoora
nontitigaad  yang iclab  dbayarkon  diperhdiungioan sehogai  okeor

LA,
Mekanime pombuyemn iy schagaimann dienakswd pads ayer (3
Lerpisahloan

tercantum dalam Lampiran yang menipalonn bagian tdek
dari Peratunin Memteri i,

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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EAEE W
TATA CARA PELAFORAN FELARSANAAN AKTHARAN

Tsanl Sl
Peimberd Banlusn  Mhikum wajib monyempadican lapoman pengelolnan
arggatan program [Benfuan Hukum lepadn Merterd melall Kepals Kantor
Williyah setiap triwwlnn, semestenan, dad bahianan,
lapoman  pengelilaan  anpgaran Baoan Hukom sebogolmann
dimakiond pada mval (1] merupakan  beniuk  pertanggu rgiowalsn
kcuangan dan kinerja amas pengelolnen anggarnn pelakasnaan Banitan
Hulkum yang bersumber dasi Angggaran Peadapalan dun Belania Megim.
Lapenimins aehagalonaraa, dimaliacd poda aynt (1] terdi atos:
. lapornn readisasi nnggaman Hanoean Huboeom;
b ispomn postsl KeuRBgan prognam Bantien Hokicing
. laporan kincrja polaksanaon Bantuan Hukum; don
d. cotntnn ates lapormn pengelnlann pnggans program Rentunn Mikum,

Pl 51
Fenyusunan lapome pengelalnan  anggaean  peapram Hasiuen Hiakum
dtnw inergEunaian permbaluan aloaians e

. furnal;

11. buka besar; dan
. bl pengmwasan keedll angganan,
Lapame . schagnimans dimuesad I:HH 11} dibnsailkan dan sistem
pelugsannm pltl'l:h'-l.l!n.rl nnggaran dan HTI.I.'I]I Bankusn Hokum  yang
diciuarinn dan dikeloln okeh Mener
[Dalar hal pengelolaan angearan dan bEners Paniuan Hukum belum
menggunakan prminakasn akuntans schagaimana dimaksed pedas ayal
{1}, Pember Bantuan Hukum wajib mesvampalan  luporan  pengeloln
angEaran prograrn Bantuai Hukom dengon sistem pomtiakunn sedechann
Eepssdn paniiia pengnwas daenih.
Foomint  lnpomn pengelolnnn  snggarn - eehapnimans  dimakesd  pedn
aval [ tercanium dalam Lampitan vasg menipakan  Bagian tidak
perpisalknn dar Peratusan Menler inj,

Passl 52

Panitin Pengawos  Decrah momerileey  Bapoinn  pengtiolaan HUREgArn
prorrain Bamtyan Hukum.,

Hasil pemerlesann  lspornn  sehagadmann  dimaksud  pods  ayar (L)
disnmpadinn kepedn Menter melalud unie kera yang tugas dan Ringsmm
kAl denpin poembinan Enmtisan Hiakiam padn Kementerinn Hokum dan
tiak Asaxi Mendsia delam jangia wakie paling buss 10 (sepuludil Had
Erhiung seiak tungnal eporan diberiina,

Pl 53

Selain menynmpaiinn poran. sehagnimann dimakasd dilam Pasal 53,
Femberi Banwan Hukem wajih menvampnikan laporan  pelaksanaamn
krgiatan pomborian Bantuan Hukam kepads panitia pengawas daceal.
Laporan schagaimana dimskscd pada wval (1) diteruskon aldh Panitis
Pengawas Dacral kepadan unil kerjn yung tugas dan fungalmn serkod
demgan pemberian Bonosan Huiom pade Kemenverine Huelos dan ilak
Asasl Manusin dniam jamghn wnlkeio paling mbat eanggal 15 Desember
eahiun berjnlan
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EiAE VI
FERGAWASAN DAN EVALUASE

Pasal 54

Menteri melakubun  pengewasan  pomberan  Dantuan Hokom  das
penyvaliran doaa Baniuan Hukaem.
Fengawnann sehagmimons dimoksiod pads  mymt (1) dilakukin  secsm
beerbali e secara dnodevdal,
Fengavinmnn sclogaimana dimaksud pada ayat (1] dilakssanakan aleh unit
keri vang toges dano fungsines terkail désgan pemberian Bantuan
Hukum peifn Kementerian Hudooom dan Hade Assei Mon i,
Dasam melaksarmbnn  pergesan, wnt oerja scbapabmansg  dimsbosd
pada avat (3] berugas:
i mekakukon pengawnsan ales pelaksanaan pemberian Bantaan Hulum

damn penyalurun dann Bantusn Hwbomrs;
b mencrimas laporan pengawasan yang dilikukan oleh panitén pengawas

¢ mencrima  lipomen  dard misyarakal | meigensl  sdamm dugean
penvimpangnn pemberinn Dantion Hukum dan penyalummn dana
Binnkisan Hulonmg

i, melakuken klinfkasl atas sdamya dugaen pengimpangan penvberian
Buntenn  Hulm dan o pesvilumn dios Bastusn  Hukum  yang
dilaporkan péeh panitln pengawas dacrah dan/mlau masyamknl:

. mengusuikon sanksi kepada Menterd atan tenisdingn pensinapamgan
m'ttﬂ-lﬂ Bampean Hukum dan penyalonm dons Bamiuan Hokoons;

[ membiant lponen peloksanmn pengoaasan kepads, Menter.

FPacdea] 55

Pengewaisnn  terhadnp pelnksanann pembersin Dantison Hukum dan

prnyalucan dafa Bantun Hoekwm di deesh dilabukan aleh paniiia

pengawan dicrih,

Dalam melaksanalcan persgawnsng sebagalsns dimoksud pada syt (1),

plnlnlu pefigawis docrah boriugas:
melakuknn pengownsin pelakasinsan pomberien Dantusn Mokum dan
pemdilurun dnna Bantan Hukam;

b membum Wporan sooarn berkals leepidi Menter] melaiul wnin kesja
yung lugns dan fungaleyn terkait dengan pemberisn Bamtuan Husam
pada Kementordan Hiekum dan ek Azasl Manusia; dan

. mengusalian sanks! kepoda Menierio atas tevjodioya penvimpangan
pelaksansan pemberian Banruan Hubum dan fac peoyvaluran dama
Bantizan Hukum melidol unit kega yung tugas dan fungairn terkeain
denpan pemberinn Baniuan Hukum i Kemenberdan Hokan das
Mk Asasl Manuwsin

Pl &6
Meneri melakowimm evnloasl 1erhedap pelaksgnann pemberian Banrens
Hikum dan penvaluran dons Handuan Hubus secarn berkala aeting
B [enm) bnilan sckisli mlal sccara insidentil sesuai oetmigubmn.
Evnlunsl sehagnbisng dicaksgd pade ayat (1) dilabkzkan unuk senilad

pricapaian pelaksanann kegiian Basiusn Hukam yang dilnkukan slek
Pemiberi Bantwan Hulkom

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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FAR VI
RETENTUAN PFERALIIAN

Prisnl 57

Padla sont Permduran Menter 51 mislal herlakn:

. penyeleigianan Banlusn Hukum yang sedang dilaksanakas alel Peemberi
Tardunn Hukum sebelum Persiuran Menied 6l mm tetap
melnksanokan keglaiun den Bargs memcsuaikan dalam jangies wakt

paling lma 2 [dus) bubsn sejok Peraturan Menterd ml i

b, penyelenggaruan Dantusn Hubum yang dilskckan secsr manual ietap
digunakan sampal terbentukmye  apliios stdem infarmasl daln base
Banbonn Huknam.

Pusmal 54
Unit lerja yang tuges dan fungsleys terkall dengan pemberian Pantuan
Hulowm pinls Kementedasn Mukum dan Hak Asssl Monusia sajib menyviapkon
sarang prasararss produkung pelabsannom Bandoen Hulum dl Kanane Wilayak
pading luenbaq 3 [dus) tahun torhftung  sejak  Permtumn Memerd  imi
i anghoan.

Tl X
KETENTUAN PENUTUF

Pl 54
Pada sial Peraburan Menben imd malod berlaku, Perajurne Menerl Mo 22
Takbun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peoraduran Pomeriniah Bomer 43
Takun JOLE temang Syarad dan Tala Cara Pembseorian Bembuan Hekam dar

Penvalirgn Dana Bantizan Hukam [Derita Megara Repubik Indoscus Talian
ALY Noor BOF), decabut dan dinyninkon, tidak berlab.

Fazal 6dr
Perateran Menterd nd prulal berlakg poedn inngeal dondangioan.

Agar sriiap orang mengetahuinyn, memerintahkon penguadangn Pemitarin
Menteri ini depgan penempatan iy datsm Besiia Negarn Bepubilllk Indoesio

Rigrtmpkan di Jakarta
o Tanggnl B omp et

Iunidangiean di dakarta
poicta tacggal 3% mid s

BiA H. LADILY

REPUNLIK INDa0N ESs TRHLN 220 NOMOR SiL
3.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUEUM DAN HAK ASAST MANLUSIA
FEPMUBLIK INDIOMNESIA

NOMOR  TAHUN

TERTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERNTAH
KROMOR 43 TAHLUN 2013 TENTARG SYARAT DAN TATA
CARA PEMEERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALLURAN
CANA BasTUAN HUKLM

FORMUILIF RANTUAN HUKLUM

FORMULIR LAPDRAN PENYULUHAN HUKUM

FORMULIR KONSULTASI HURLIM

FORMULIE LAMIBAN INVESTIOASI KASUS

FORMULIE PROPOSAL PERELITIAN HUKLUM

FORMULIE LAPORAN MEDIAS]

FOEMULIE LAMOIRAN NEOOHIAY

FORMULIE LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FORMULIE LAFORAN PENDAMPMNGAN [H LUAR PENGAGILAN
FORMULIRE LAFORAN DEAFTING HURUM

FORMULIE MROPOSAL PENGAIUAN ANGOARAN BANTUAK HUKLIM

FORMULIR LATORAN PENGELOLAAN ANGOARAN FROCGEAM BANTUAN
HLIELIA

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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FORMULIE LAPORAN PENYULUILAH HUKUN,

TR R S S NSRRI, . | I8

Hoenne A O LAY el

Perihal : enpakahan Hiskum

Kepada ¥ih

Mo Oeganisnal Randuan Hukum I:. ............. :

Tempat

..... Iy |

e e N L S S R R R S0 L S = ey i SR T R gt T,

Hord f Tangenl t e e e e e s gl LR A
Tempal

- AR L = Y T N R0 R B i i

Pemohan

Tod

[Mama)
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B, FORMULIR KONSULTAS HUKLM

1L

BATA PEMOHON

Itimu i
empat/Tanggal Lahir  :
Jemis Kedamie
Apnrmiy

Pendidikan
Golongnn Darah [*) . ;
Ahumad [Telepon (HP ] @ Lo e At e e Lo

O A L 0 08 R R e P i L e e iis

Pelcerjans 1
Eetemngan Misken ] Teriampir
Frinksanaan konsultast huloom [tanppal /bulan / tabur)

e R TS T 0 B e B e o 1 T T RO B 0 e b g RIS

EEREELEE e EETES S T PR W R R AR R RS i e iy "

A ) B B i e ey R I g L TS e e = i ki

Urnian Smgknt Pokok Masakih dan Lodar Belnimagnva

I A A 1 S e B ey e i P iy e e e e L R R e b

A B A A i i T s

N S A LT Y
e I LTI T T
--------------- 2 Bamiaa b e
LT T VP R
am e Ty i
e L TR T TS
L] rmrmrma

Knsihat yong diberikon Konsubian termasak Aspek Yuridisoys,

---------------- o N N B B S R e i e et e 0 T B et

FrsTriTrErEITTETE I [eTen [LTETRTE -

ok N R R e 8 6 s e AETE.

BV A U 1 S B o i T T BT N N LR

T T PP S
- BN AT AN S il el S

---------- o 0 T B 5 54y s mm e e e 1 ey e RS,

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

115



Wi Kesun koosulnsd s dhghkst pengetnbinn essdannn Bk fersaten

Y I 8 U B 0 1 S e i o e =2 He i e L el 1 L e B

Vil Pomohon/Ehen
Riarma H T e e T e T T L S L s b
Tanda tnngan 1 e ot e o

VI Eonmuipan Huksm
M

Tangda, e

N R L B e e e e T - i

[T T P T Py S I el

A B A K B 86 P M- |

Mengoinhul,
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C. FORMULIE LAMORAR INVESTIGASE KASUS
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LAPORAN REALEGAS] ANOOARAN BANTUAN HUKUM
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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN
2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana
bantuan hukum, perlu mengubah Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

131



Mengingat:

132

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 84);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor10Tahun2015tentangPeraturanPelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun
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2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA
BANTUAN HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
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Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan
Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin
atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan
pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya
disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi
bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hari adalah Hari kerja.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu)

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang
miskin melalui:

a. ceramabh;
b. diskusi; dan/atau
c. simulasi.

(1a) Dalam melakukan penyuluhan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi
Bantuan Hukummenitikberatkan pada:

a. materi akses terhadap keadilan; dan
b. peraturan perundang-undangan di bidang
bantuan hukum;

(2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon
Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada
Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan
ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi
syarat:
a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit
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15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh)
orang;

b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu
paling singkat 2 (dua) jam;

c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok
orang miskin berdomisili; dan

d. materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 10
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia
yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3
(tiga) orang yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan

c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan
perwakilan dari unsur advokat, paralegal,
dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum

yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan dokumen pendukung paling sedikit:
a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
b. foto pelaksanaan kegiatan;
c. absensi atau daftar hadir;
d. materi penyuluhan hukum; dan
e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
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disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui
Sidbankum.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat
melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa
permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, jika telah
berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi
tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan
hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum
merupakan kelompok orang miskin.

(2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh:

a lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan
domisili Penerima Bantuan Hukum;

b kepala rumah tahanan negara; atau

¢ kepalalembaga pemasyarakatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk membantu mencari
solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh
Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum.

(3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan
mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat
keterangan miskin.
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(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan paling
banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi
hukum.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui
Sidbankum.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan,
menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen
berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan
Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum
dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan
surat keterangan miskin.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus
diberikan setiap kali kegiatan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan Investigasi
kasus.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan
Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan
Hukum yang bersangkutan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu
proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang
ditunjuk.

(3) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal
penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
hukum.

(5) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum
diberikan setiap kali kegiatan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian
hukum.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para
pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.

(3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan
Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan
melampirkan surat keterangan miskin.

(4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan format berita acara hasil mediasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya
dapatdiberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk satu perkara.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf f dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili
penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima
Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan
Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan
melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan format berita acara hasil negosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu)
perkara.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan negosiasi.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima
Bantuan Hukum untuk:

a. penanganan atau pemantauan kasus;

b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/
atau

c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua
puluh) orang.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. permohonan; atau
b. tanpa permohonan
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17. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18A

(1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) huruf a diajukan oleh perwakilan kelompok yang
diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa,
atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon
Bantuan Hukum.

(2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18B

(1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan
Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan
rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta
pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang
miskin.

(2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh:

a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan
domisili Penerima Bantuan Hukum;
kepala rumah tahanan negara; atau

c. kepalalembaga pemasyarakatan.
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18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan:

a. daftar hadir;

b. foto kegiatan;

c. materi pemberdayaan masyarakat; dan
d. notula hasil kegiatan.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

(4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk
advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke
instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan
permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan
melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi
dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



berupa:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup
informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/
atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan
dalam sidang pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit
pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah
sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan
visum et repertum atau perawatan kesehatan;

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam
menanyakan  perkembangan penyidikan dan
persidangan kepada aparat penegak hukum;

f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk
mendapatkan pelindungan; dan/atau

g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga
konseling.

(4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di
luar pengadilan diberikan paling banyak 4 (empat) kali
untuk 1 (satu) perkara.

(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses
hukum yang sedang berjalan.

(6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
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tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan
di luar pengadilan.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui
Sidbankum.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan drafting
dokumen hukum.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan
oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi
Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat,
paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di
luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak

mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah
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tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

(3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan
keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau
mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai
pelaksana bantuan hukum.

(4) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada
unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait
pemberian bantuan hukum melalui Sidbankum.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 harus melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa,
atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili
Pemohon Bantuan Hukum;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga
atau kuasanya.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat
keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

a. kartujaminan kesehatan masyarakat;

kartu bantuan langsung tunai;

kartu keluarga sejahtera;

kartu beras misKkin;

kartu indonesia pintar;

a0
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kartu indonesia sehat;

kartu perlindungan sosial;

dokumen kepesertaan program Kkesejahteraan
Pemerintah lainnya; atau

dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan
miskin.

(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh
Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh
pejabat penegak hukum meliputi:

a.

kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa
dan menyidik perkara orang miskin pada tahap
penyidikan;

kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang
melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan
terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau
penuntutan;

kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan
Hukum adalah tahanan miskin;

kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima
Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang
memeriksa perkara orang miskin.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan
hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan
berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima
Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak
perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum
dan Surat Keterangan Miskin.

(5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon
Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan
alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari
instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi
Bantuan Hukum.
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(6) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui
oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di
tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

(1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan
nonlitigasi, pemberi bantuan hukum mengajukan
permohonan melalui Sidbankum untuk memperoleh
persetujuan kepala Kantor Wilayah.

(2) Persetujuan kepala Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima.

(3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan
yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum
dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap
mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon danPenerima Bantuan Hukum;

b. jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang
diberikan; dan

c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara
yang ditangani.
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25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran
Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Kantor
Wilayah.

(2) Pengajuan  rencana anggaran Bantuan Hukum
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan
Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

(3) Penganggaran dan Pencairan anggaran Bantuan Hukum
kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap
pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan di wilayah
hukumnya dalam lingkup daerah provinsi.

(4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari
Pemberi Bantuan Hukum induk, penandatanganan
perjanjian pelaksanaan bantuan hukumnya dilakukan
oleh pimpinan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum
induknya.

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pindah domisili
wilayah kerja dari yang telah ditetapkan, wajib
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari unit kerja
pemberian Bantuan Hukum.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan sebaran Pemberi Bantuan Hukum di
setiap daerah provinsi.

(3) Peralihan anggaran Pemberi Bantuan Hukum dari
perpindahan domisili wilayah kerja akan diberikan pada
tahun anggaran berikutnya atau dapat diberikan pada
tahun anggaran berjalan.
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27.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan
pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala
Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian
perkara dan dokumen pendukung.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan
tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan
kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan
perkara  dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan
jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap
telah disetujui.

(5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih
terdapatkekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi
Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen
pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan
pencairan anggaran diberikan.

(6) Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan
penyampaian jawaban atas permohonan pencairan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) dilakukan melalui Sidbankum.
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28. Ketentuan ayat (3) huruf b dan c serta ayat (4) huruf a
dan hurufb Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara
pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi
Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai
dengan bukti pendukung.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. bukti penanganan perkara;

b. kuitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
d. dokumentasi.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam
perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan

meliputi:
a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling
sedikit:

1. surat permohonan;
surat kuasa;
surat pernyataan;
surat panggilan;
surat perintah penyidikan atau
surat perintah penghentian penyidikan; dan
6. putusan Praperadilan, jika ada.
b. tahap Persidangan di pengadilan
tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat kuasa;
2. nomor perkara;
3. surat dakwaan;

i W
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4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim
untuk pendampingan), jika ada;

5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika
ada;

6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam
persidangan;

7. pledoi;

8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam
persidangan;

9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam
persidangan;

10. jadwal sidang; dan

11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

tahap persidangan di pengadilan tingkat banding,

dengan melampirkan paling sedikit:

1. akta banding;

2. memori banding atau kontra memori banding,
dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding;
dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat banding.

. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi,

dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam
hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat kasasi.
tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan
paling sedikit:
1. surat permintaan/permohonan  peninjauan
kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali (PK), dalam hal
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4,

perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar
biasa; dan

salinan putusan atau petikan putusan peninjauan
kembali (PK).

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi dalam
perkara perdata meliputi:

a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:

1.

i wN

6.

surat permohonan;

surat kuasa;

surat pernyataan;

surat gugatan/jawaban gugatan

registrasi perkara dengan nomor register; dan/
atau

surat panggilan;

b. tahap putusan pengadilan tingkat
pertama, dengan melampirkan paling sedikit:

1.

N

8.

o Ul Wi

jadwal sidang;

surat kuasa;

somasi;

dihapus

tawaran mediasi atau jawaban;

akta perdamaian atau melanjutkan
perkara.

eksepsi atau replik;

kesimpulan; dan/atau

9. salinan putusan atau  petikan
putusan pengadilan.
c. tahap putusan pengadilan tingkat
banding, dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding,

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum biasa; dan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan
melampirkan paling sedikit:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam
hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum
biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan
paling sedikit:

1. surat permintaan/permohonan  peninjauan
kembali kepada pengadilan tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori
peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan
ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan
kembali.

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi di bidang
hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan
melampirkan:

permohonan;

surat kuasa;

surat pernyataan;

surat gugatan;

registrasi perkara dengan nomor register;

surat panggilan;

surat penetapan pengadilan pada rapat

permusyawaratan/dismissal process; dan

No ks wN e
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8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan
dari pejabat tata usaha negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan

melampirkan:

jadwal sidang;

surat kuasa;

somasi;

jawaban gugatan;

tawaran mediasi atau jawaban;
eksepsi atau replik; dan
kesimpulan;

8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan
melampirkan:

1. akta banding;

2. memori banding atau kontra memori banding,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat banding.

tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan
melampirkan:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam
hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum
biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan
tingkat kasasi.

tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permintaan/permohonan  peninjauan
kembali kepada pengadilan tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori

Nk wn e

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan
ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan
kembali.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

Menteri melalui kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan
anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap
pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

(1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi tidak
dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum
litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan
perkara yang sama.

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi
kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan anggaran
Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan
Hukum litigasi.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima
pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi,
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan
permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi
untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara
yang sama.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima
pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi maka
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biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan
diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk
pembayaran Bantuan Hukum litigasi.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Bantuan Hukum
nonlitigasi dalam bentuk:

a. pendampingan diluar pengadilan terhadap saksi yang
ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf g;
dan

b. investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13.

(6) Untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), biaya Bantuan Hukum dapat
dibayarkan baik wuntuk kegiatan Bantuan Hukum
nonlitigasi maupun Bantuan Hukum litigasi.

31. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan
oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum.

32. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
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Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2130
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

A. Formulir Penyuluhan Hukum

Nomor

Perihal Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,
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Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

Pemohon
Ttd
(Nama)
B. Laporan Penyuluhan Hukum
Pada hari ini tanggal bulan
TANUN oo , (nama pemberi bantuan hukum) yang
berkedudukan di

telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa

a  Jenis kegiatan
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b Jumlah peserta

¢ Jangka waktu pelaksanaan

d  Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

e Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

Perwakilan Peserta, Nama ~ Pemberi  Bantuan
Hukum,
Ttd ttd,
(stempel) (stempel)

C. Formulir Konsultasi Hukum

.. 20..

Nomor

Perihal B Konsultasi Hukum

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat
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Dengan hormat,
Data Pemohon/Klien
1. Nama

4. Tempat tinggal (Alamat)

Kelurahan/Desa

IIL.

Pemohon

Ttd

(Nama)
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D. Laporan Konsultasi Hukum

164

Data Pemohon /Klien
1. Nama

Kabupaten/Kota

Jus

VI

5. Pendidikan

Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum
pemohon
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Nama

VII. Pemohon/Klien

Tanda tangan

Nama

VIIIL. Konsultan Hukum

Tanda tangan

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur

20...

E. Formulir Investigasi Kasus

Nomor
Perihal

Kepada Yth :

Investigasi Kasus

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Data Pemohon /Klien

1. Nama

2. Tempat / tanggal lahir

3. Jenis Kelamin

4. Tempat tinggal (Alamat)

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

Ttd

(Nama)
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E. Laporan Investigasi Kasus

1.  Data Pemohon/Klien
1. Nama L e
2. Tempat / tanggal lahir

3. Jenis Kelamin 1 L

4. Tempat tinggal (Alamat)

6. Golongan Darah

7. Agama

8. Pekerjaan

II.  Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun) .

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

VII. Pemohon/Klien

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Nama

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur

G. Proposal Penelitian Hukum

168

1. Latar belakang
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1I.

III.

VI

1I.

TII.

Permasalahan/Ruang lingkup

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Jangka Waktu Penelitian
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Mengetahui,

..................... 5 eeseererereeneeneneaenans

........ 20...

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)

Direktur

H. Laporan Penelitian Hukum

BAB I Pendahuluan

Latar belakang
Permasalahan/Ruang lingkup
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Metode Penelitian

Tinjauan Teoritis /Konsepsional

Tempat Penelitian

© 3 ®H 00w

Jangka Waktu Penelitian
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BABII

BAB III

BAB IV

BABV

H. Susunan Organisasi Tim Penelitian

Tinjauan/Data Kepustakaan

A L

B. ...

Analisis

A L

B. ...
Penutup

A. Kesimpulan
B. Saran

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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172

Formulir Mediasi

........................... pevrrineeeeeeriieenn, 200

Nomor PN

Perihal : Mediasi

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Data Pemohon/Klien

1. Nama

2. Tempat / tanggal lahir

Kelurahan/Desa
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1I.

1I1.

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Pendidikan

Golongan Darah

Agama

Pekerjaan

Ttd

(Nama)

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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J.

174

Berita Acara Mediasi

Pada hari ini ........c........ tanggal ........ccooeeeens bulan ....c.cccceeveinnieinnns
tahun .o s telah  dilaksanakan mediasi
.............................................. antara.........ocoeeeeiiiiiiinii
yang beralamat di .........c.ooeiiiiiiiiiiiiii yang
selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan ...............cccveeviiiiinnnnnnnnn.
...................................... yang beralamat di ............. yang selanjutnya
disebut PIHAK 11, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah

sebagai berikut :
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PIHAK PERTAMA PIHAK
KEDUA

Ttd ttd,

MEDIATOR

ttd
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K. Formulir Negosiasi

176

Nomor
Perihal

Negosiasi

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Data Pemohon/Klien

1.

Nama

Tempat / tanggal lahir

Jenis Kelamin

Tempat tinggal (Alamat)

........................... PP 210 I8
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8. Pekerjaan

II. Pelaksanaan negosiasi (tanggal/bulan/tahun) .

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

Ttd

(Nama)
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L. Berita Acara Negosiasi

178

Pada hari ini .......cceeeenes tanggal ......cccoeeeennt bulan ........coeeeviiniennn.

tahun telah  dilaksanakan negosiasi

........................ . antara..

yang beralamat di ...

selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan
...................................... yang beralamat di ............. yang selanjutnya

disebut PIHAK 1I, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah

sebagai berikut :
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PIHAK PERTAMA PIHAK
KEDUA

Ttd ttd

NEGOSIATOR

Ttd

M. Formulir Pemberdayaan Masyarakat

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA reeeeerereeerenenens 200

Nomor PN

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth :

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
Di

Tempat

Dengan hormat,
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Pemohon

Ttd
(Nama)
N. Laporan Pemberdayaan Masyarakat
Pada hari ini ................. tanggal .................. bulan ..........ccoeeeiiiinnl
tahun ....oooeeiiiinni , (nama pemberi bantuan hukum) yang
berkedudukan di

telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa

a Jenis kegiatan
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b Jumlah peserta

c Jangka waktu pelaksanaan

d  Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

Perwakilan Peserta, Nama Pemberi Bantuan
Hukum,
Ttd ttd,
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(stempel) (stempel)

Nomor P

Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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1. Nama
2. Tempat / tanggal lahir

4. Tempat tinggal (Alamat)
Kelurahan/Desa
5. Pendidikan

6. Golongan Darah

luar pengadilan berupa :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)
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P. Formulir Drafting Dokumen Hukum

Nomor

Perihal : Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama T

2. Tempat / tanggal lahir

4. Tempat tinggal (Alamat)
Kelurahan/Desa
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5. Pendidikan PN
6. Golongan Darah

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan

drafting dokumen hukum berupa :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)

Q. Formulir Proposal Pengajuan Bantuan Hukum

186

Nama Organisasi Bantuan Hukum
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Tujuan Program

Deskripsi Program

Jadwal Pelaksanaan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Nama Pemberi Bantuan Hukum

Stempel basah

Direktur/Ketua

R. Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum.

TA. 2016
Pagu Anggaran Awal Realisasi
. Jumlah Jumla h
Akun Uraian Anggar- | Kasus/ Kasus | %-
an (Rp) | Kegiat- |  %- Anggar | /Kegi | tase.
an tase | an(Rp) | atan
4 PENERIMA-
AN
41 Penerima- | 100,00 1 100 50,000, 1 80
an 0,000 % 000 %
dari APBN
42 Penerima- | 50,000 1 100 | 20,000, 1 100
an ,000 % 000 %
dari APBD
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43 Penerima- | 40,000 3 150 | 30,000, 3 150

an ,000 % 000 %
dari Hibah

Jml 190,00 - 117 100,00 105

Penerima- | 0,000 % 0,000 %
an
5
PENGELUA-
RAN

51 Litigasi 100,00 19 95% | 50,000, 10 100
0,000 000 %

511 Perkara 50,000 9 90% | 25,000, 5 100
Pidana ,000 000 %

512 Perkara 20,000 4 100 | 10,000, 2 100
Perdata ,000 % 000 %

Perkara 10,000 100 | 5,000,0 100
513 Tata ,000 2 % 00 1 %

Usaha
Negara

52 Non Litigasi| 50,000 9 100 | 20,000, 9 100
,000 % 000 %

521 Penyuluhan| 10,000 1 100 | 4,000,0 1 100
,000 % 00 %

522 Konsultasi | 5,000, 1 100 | 2,000,0 1 100
000 % 00 %
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523 Investigasi 5,000, 100 |2,000,0 100
000 % 00 %
524 Penelitian 5,000, 100 [2,000,0 100
000 % 00 %
525 Mediasi 5,000, 100 |2,000,0 100
000 % 00 %
526 Negosiasi 5,000, 100 |2,000,0 100
000 % 00 %
Pemberdayal 5,000, 100 |2,000,0 100
527 an Masya- 000 % 00 %
rakat
528 Pendam- 5,000, 100 |2,000,0 100
pingan 000 % 00 %
Drafting 5,000, 100 |2,000,0 100
529 dokumen 000 % 00 %
hukum
53 Adminis- 50,000 100 |45,000, 64
trasi ,000 % 000 %
Umum
Jml 200,00 115,00 86
Pengelu- 0,000 0,000 %
aran
Surplus/ (10,00 (15,000
(Defisit 0,000) ,000)
)
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6 PEMBIA-
YAAN
Pendapatan| 10,000 100
61 Diterima ,000 1 % - -
Dimuka
Hutang 10,000 100 [5,000,0 N/A
62 kepada ,000 1 % 00 -
Pihak Ketiga
SiLPA/ 10,000 (10,000 -
(SiKPA) ,000 ,000)
Direktur/Ketua
(nama organisasi bantuan hukum)
Ttd
(nama)
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
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REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2021 KEMENKUMHAM. Pemberian Bantuan Hukum.
Paralegal.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum, termasuk orang yang tidak
mampu, untuk mendapatkan akses terhadap
keadilan agar hak mereka diakui, terjamin,
dan dilindungi secara adil;
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2021, No.96

Mengingat

194

bahwa pemberian bantuan hukum saat ini
belum menjangkau seluruh masyarakat
Indonesia karena adanya Kketerbatasan
pelaksana  bantuan  hukum  sehingga
diperlukan peran paralegal untuk
meningkatkan jangkauan pemberian bantuan
hukum;

bahwa Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan
Hukum sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan
Hukum;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-UndangNomor16Tahun2011tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
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4.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

5.  Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir =~ dengan  Peraturan  Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia ~ Nomor 29  Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA  TENTANG  PARALEGAL DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.
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BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma Kkepada
Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan
Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya
terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari
komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum
yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi
Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang
telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian
Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai
Paralegal yang telah memiliki kompetensi.

Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan
Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat
terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan
Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan

Paralegal.
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8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya
disingkat BPHN adalah unit utama yang menjalankan
tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum
nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

10. Kepala Badan adalah Kepala BPHN Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi
Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT

Pasal 3

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan
pemberian Bantuan Hukum; dan

b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum,
keamanan dan keselamatan dalam menjalankan
pemberian Bantuan Hukum.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib
melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum
berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
dan standar layanan bantuan hukum.
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Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;

d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi
Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan

e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi
Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 5

(1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus
memiliki kompetensi yang meliputi:

a. kemampuanmemahamihukum dasar, kondisiwilayah,
dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat
dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak
lain yang dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa
pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

(2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan
Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan
Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:
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a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan

b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan
dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang
ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/
direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan
Hukum dan dapat bekerja sama dengan:

a. perguruan tinggi;

b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
dan/atau

c. lembaga nonpemerintah.

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan
yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah
mendapatkan persetujuan dari BPHN.

(4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan
kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan.

Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai
dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan.
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(2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan
oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di
wilayah tersebut.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan
Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat
mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam
sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung
kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja
Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan
dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat
berkonsultasi dengan BPHN.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian
Bantuan Hukum.

Pasal 10

Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan
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Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan

pelayanan hukum berupa:

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/
kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

c. bekerjasama dengan penyuluh hukum untuk membentuk
dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Pasal 11

(1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan
kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas.

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku palinglama 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang
atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang
diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BABV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan
evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan
Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan
atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal
kepada BPHN.
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(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
jika diperlukan.

BAB VI
REKOGNISI

Pasal 13

(1) BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan
Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:

a. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan
Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan Paralegal; atau

b. belum terdaftar di Sistem Informasi Database
Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan Paralegal.

(2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat
persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
dari BPHN.

(3) Pengajuan Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN
dengan melampirkan:

a. profil Paralegal yang meliputi:

1. nama lengkap disertai fotokopi kartu tanda
penduduk;

2. daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum;
dan
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3. latar belakang pendidikan dengan melampirkan
ijazah, dan
b. surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan

Menteri ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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No.97, 2021 KEMENKUMHAM. Standar Layanan. Bantuan
Hukum.

PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa negara menjamin hak konstitusional
setiap orang untuk mendapatkan bantuan
hukum dan bertanggung jawab terhadap
pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan
dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan
kedudukan dalam hukum, keterbukaan,
efisiensi, efektifitas dan  akuntabilitas;
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Mengingat:

206

bahwa untuk menjamin pemberian bantuan
hukum dilaksanakan secara berkualitas dan
memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menyusun standar layanan
bantuan hukum yang dituangkan dalam
sebuah peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-UndangNomor16Tahun2011tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
DanaBantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1473) sebagaimanatelahbeberapakalidiubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun
2018tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN
HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum.

2. StandarLayananBantuan Hukumyangselanjutnyadisebut
Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan
Hukum.

3. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan
Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah
pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh
pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar
layanan bantuan hukum.

4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal,
Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang
terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

6. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan
Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum
dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait
dengan pemberian bantuan hukum.

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.
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8. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di
bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang
memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di
daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1) Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan
hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.

(2) Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Starla Bankum litigasi; dan
b. Starla Bankum nonlitigasi.

(3) Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan
melakukan pembinaan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi

Bantuan Hukum berhak:

a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen
untuk kepentingan penanganan perkara baik dari
Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari
Instansi lainnya;

b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan
domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari
Penerima Bantuan Hukum;
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c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan
selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi
oleh Penerima Bantuan Hukum;

d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan
perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam
proses pembuktian ataupun memperjelas informasi
yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan

e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang
bersumber dari :

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat,
dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi

Bantuan Hukum berkewajiban:

a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada
Pelaksana Bantuan Hukum;

b. assessmentkondisi kerentanan dan kebutuhan hukum
Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang
dihadapi;

c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum
yang mudah diakses;

e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima
Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan
Bantuan Hukum;

f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi
integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
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g. membuat sarana penunjang penerapan Starla
Bankum yang meliputi:
1. Stopela Bankum; dan
2. informasilayanan Bantuan Hukum (poster, banner,
infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan
h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan
hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan
hukum.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima

Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan
maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan
hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi,
perkembangan perkara, hak sebagai Penerima
Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur
layanan yang diterima;

b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak
permohonannya diterima hingga perkara selesai
dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla
Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana
Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang
tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan
Hukum;

c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan
kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan
yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum
berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya
atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap
proses perkara yang dihadapi;
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e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum
yang diterima; dan

f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan
Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan
Hukum.

(2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima

Bantuan Hukum berkewajiban:

a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam
membantu penanganan perkara;

b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan
oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan

c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan
dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait
dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian
terhadap penerapan Starla Bankum.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan
Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan
haknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima
Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap
layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana
Bantuan Hukum.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan.
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(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan kepada:

a. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada
Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan
Hukum; atau

b. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia
Pengawas Daerah.

(4) Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia
Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum
itu sendiri.

(5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti
pengaduan tersebut.

(6) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil
penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan
Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara
Bantuan Hukum.

(7) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil
penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan
kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran
atas penerapan Starla Bankum.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
a. sanksi ringan;
b. sanksi sedang; atau
c. sanksiberat.
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(3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diberikan dalam bentuk:
a. teguran lisan; atau
b. peringatan tertulis.
(4) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum; dan/atau
b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan
Hukum.
(5) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberikan secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum, dalam bentuk:
1. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan
Hukum;
2. penghentian pemberian anggaran Bantuan
Hukum tahun berjalan; atau
3. penghentian pemberian anggaran Bantuan
Hukum tahun berikutnya; dan/atau
b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana
Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian
atau pencabutan sementara kartu identitas, surat
penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai
keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.
(6) Sanksi berat dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan
secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum, dalam bentuk:
1. pencabutan status akreditasi; atau
2. penurunan status akreditasi; dan/atau
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b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan
Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan
Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Kepala Badan menetapkan pedoman tentang Starla
Bankum.

(2) Pedoman tentang Starla Bankum memuat:
a. Starla Bankum litigasi;
b. Starla Bankum nonlitigasi; dan
c. pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

Pasal 9

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan
Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum
yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang
Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela
Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup
kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Menteri melalui Kepala Badan melakukan:
a. asistensi penyusunan Stopela Bankum; dan
b. peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman
Kepala Badan tentang Starla Bankum.

(2) Menteri dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela
Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman
Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan
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lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia
Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap penerapan Starla Bankum.

(2) Panita Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas
hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan
Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
jika diperlukan.

Pasal 12

Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan pada saat Peraturan
Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM

YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI
BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022-2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

Menimbang:

d.

INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi
dan akreditasi bagi lembaga/organisasi
bantuan hukum yang layak untuk
menjadi pemberi bantuan hukum dan
dapat mengakses anggaran dari pemerintah
pusat dan daerah;

225



Mengingat:

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

bahwa setelah dilakukan verifikasi baik
secara administratif maupun faktual dan
dinyatakan lulus sebagai pemberi bantuan
hukum, maka terhadap lembaga/organisasi
bantuan hukum tersebut perlu diberikan
status akreditasi;

bahwa terhadap lembaga/organisasi bantuan
hukum yang telah memiliki status akreditasi
periode Tahun 2019-2021 dilakukan pula
perpanjangan sertifikasi untuk mendapatkan
status akreditasi yang baru;

bahwa  pemberian  status  akreditasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5248);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
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4,

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 816), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukumdan Penyaluran DanaBantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2130);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG
LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI
PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN
2022-2024.

Menyatakan:

a. Lembaga/organisasi bantuan hukum yang
mengajukan verifikasi dan akreditasi;

b. Lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum

periode akreditasi Tahun 2019-2021 yang
mengajukan perpanjangan sertifikasi.
Lulus sebagai organisasi pemberi bantuan hukum
periode Tahun 2022-2024 dan diberikan status
akreditasinya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia ini.
Terhadap organisasi pemberi bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
diberikan sertifikat akreditasi pemberi bantuan
hukum.
Organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan
pemberian bantuan hukum kepada orang miskin
atau kelompok orang miskin di wilayah
hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Program bantuan hukum diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional
dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

Anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum
dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum
Nasional melalui Petikan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementeiran
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/
Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasidan
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
Tahun 2019-2021.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku selama periode Tahun 2022-2024.

Ditetapkan di Jakarta

pqqa tanggal 29 Desemb
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FiRGATD AN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL
NOMOR : PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting
dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal
pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum
bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan
kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum
yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum
disahkan. Di sisi lain, fakta adanya kelaterbatasan jumlah advokat,
terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan
hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan
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bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai
latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan
sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari
masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman
hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses
terhadap keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk
meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan
tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal
dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi
kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian
Bantuan Hukum, yaitu :

a. kemampuan memahamikondisi wilayah dan kelompok-kelompok
kepentingan dalam masyarakat;

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam
memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang
dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan
dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga

diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan
sampai dengan tingkat provinsi;

b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau
pemerintah desa; dan/atau

c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/
atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

Untuk itu mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, maka
dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal perlu
dibentuk Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN).

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyeleng-
garaan pendidikandan pelatihan Paralegal yangdilakukanoleh
Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar
Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat,
Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender,
Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam
Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi
Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan
dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal.

b. Tujuan

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menetapkan standar etika,
nilai-nilai dan ideologi seorang Paralegal serta meningkatkan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi
Paralegal, dimanaParalegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum
harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pemberian
bantuan hukum, serta Paralegal yang telah mendapatkan
pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melaksanakan
peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pela-
tihan Paralegal ini meliputi :

a. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan

b. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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BABII
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta
diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai Paralegal
yang berkualitas.

2. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta
diharapkan mampu:

a. Menjelaskan tentang pengantar hukum dan demokrasi;

b. Menjelaskan tentang keparalegalan;

c. Menjelaskan tentang struktur dan kondisi sosial masyarakat;

d. Menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi;

e. Menjelaskan tentang hak asasi manusia;

f. Menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok

rentan;
g. Menerapkan tentang teknik komunikasi bagi paralegal;

h. Menjelaskan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di
indonesia;

i. Melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam
bentuk dokumen tertulis; dan

j.  Mengaktualisasikan peran paralegal dalam bentuk praktik
memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.
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3. Struktur Kurikulum

Guna mencapai kompetensi sebagai Paralegal, maka struktur
kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal terbagi menjadi 3
(tiga), yang terdiri dari mata pelajaran sebagai berikut :

a. Pengetahuan dasar
1) Pengantar hukum dan demokrasi;
2) Keparalegalan;
3) Struktur masyarakat;
4) Bantuan hukum dan advokasi;
5) Hak asasi manusia;
6) Gender, minoritas dan kelompok rentan;

7) Prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia.
b. Pengetahuan teknis

1) Teknik komunikasi bagi paralegal;

2) Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan
kronologis.

c. Aktualisasi peran paralegal
1) Peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum;

2) Peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.

4. Waktu
Waktu Pendidikan dan pelatihan Paralegal:
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a. Kegiatan di dalam kelas (on class)

Dilaksanakan selama paling singkat 3 (tiga) hari untuk
18 (delapan belas) jam pelajaran dengan durasi 1 (satu)
jam pelajaran @60 (enam puluh) menit. Kelas dapat
diselenggarakan secara klasikal dan/atau daring.

b. Kegiatan Aktualisasi di luar Kkelas (off class)

Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal terdiri dari 10 (sepuluh)
mata pelajaran dengan alokasi waktu pembelajaran sebegai berikut :

No. Mata Pelajaran J am
Pelajaran
1 | Pengantar Hukum dan Demokrasi 2 Jam
2 | Keparalegalan 2 Jam
3 | Struktur Masyarakat 2 Jam
4 Bantuan Hukum dan Advokasi 2 Jam
5 Hak Asasi Manusia 1,5 Jam
6 | Gender, Minoritas dan kelompok Rentan 1,5 Jam
7 | Teknik Komunikasi Bagi Paralegal 3 Jam
8 Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan 2 Jam
di Indonesia
9 | Teknik penyusunan dokumen laporan, 2 Jam
pengaduan, dan kronologis
10 | Aktualisasi peran paralegal 3 bulan off
class
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6. Ringkasan Mata pelajaran

Untuk dapat memberi gambaran masing-masing mata pelajaran
dalam Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, berikut adalah ringkasan
materi dari masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :

a. Pengantar Hukum dan Demokrasi

1) Deskripsi singkat
Mata Pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang
prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-
prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia,
hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas
Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan lembaga-
lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif,
eksekutif dan yudikatif), sehingga setelah mengikuti
mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan
prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-
prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia,
hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas
Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), lembaga-lembaga
Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan
yudikatif).

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang Pengantar Hukum dan
Demokrasi.
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3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan
kepancasilaan;

b) Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi;
c) Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia;

d) Menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-
undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya;

e) Menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang
baik;

f) Menjelaskan  keberadaan lembaga-lembaga
negara dan fungsinya.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;

b) Prinsip-prinsip demokrasi;

c) Pluralisme hukum di indonesia;

d) Hierarkhi peraturan perundang-undangan;

e) Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

f) Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif).

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



% 324  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

materi Pengantar Hukum dan Demokrasi, melakukan
brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi
dengan pengajar maupun sesama peserta mengenai
materi pokok.

6) Waktu
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Pengantar Hukum
dan Demokrasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

b. Keparalegalan

1) Deskripsi singkat
Mata pelajaran Keparalegalan adalah mata pelajaran
paralegal yang mempelajari tentang definisi, sejarah,
kriteria, peran, dan nilai personal paralegal, sehingga
setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta
dapat menjelaskan definisi paralegal, menceritakan
sejarah paralegal, menjelaskan kriteria, peran, dan
menerapkan nilai-nilai personal paralegal.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang Keparalegalan.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menyebutkan definisi paralegal;
b) Menjelaskan sejarah paralegal;
c) Menjelaskan kriteria paralegal;

d) Menjelaskan peran paralegal;
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e) Menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal
paralegal.

4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
a) Definisi paralegal;
b) Sejarah paralegal;
c) Kriteria paralegal;
d) Peran paralegal;
e) Nilai-nilai personal paralegal.
5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca
materi tentang Keparalegalan, melakukan brainstorming,
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar
maupun sesama peserta, melakukan simulasi dan

menonton film/video yang relevan dengan materi pokok.

6) Waktu
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Keparalegalan adalah
2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

c. Struktur Masyarakat

1) Deskripsi singkat
Mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah mata pelajaran
paralegal yang mempelajari tentang sosiologi masyarakat,

relasi-relasi pokok dalam masyarakat, relasi masyarakat
pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender,
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relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan
sosial sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini
diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang sosiologi
masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat,
mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan, relasi
masyarakat perkotaan, relasi gender, relasi antar generasi,
relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang Struktur dan Kondisi Sosial
Masyarakat.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menjelaskan tentang sosiologi masyarakat;
b) Menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
c) Mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan;
d) Mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan;
e) Mengilustrasikan relasi gender;
f) Mengilustrasikan relasi antar generasi;
g) Mengilustrasikan relasi dalam kerja; dan
h) Mengilustrasikan relasi alam dan sosial.
4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
a) Sosiologi masyarakat;

b) Relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
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c) Relasi masyarakat pedesaan;
d) Relasi masyarakat perkotaan;
e) Relasi gender;
f) Relasi antar generasi;
g) Relasi dalam kerja; dan
h) Relasi alam dan sosial.
5) Pengalaman Belajar
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi
tentang Struktur Masyarakat, melakukan brainstorming,
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar
maupun sesama peserta, dan bermain peran (role play).
6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Struktur Masyarakat
adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

d. Bantuan Hukum dan Advokasi
1) Deskripsi singkat
Mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang
sejarah perkembangan bantuan hukum, definisi, asas-
asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat
dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar
layanan bantuan hukum, model-model bantuan hukum,
bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata
cara dan teknik melakukan advokasi dan Alternative
Dispute Resolution (ADR) sehingga setelah mengikuti

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



% 328 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

2)

3)

mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan
tentang defenisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan
hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan
hukum, dan standar layanan bantuan hukum, serta dapat
menjelaskan model-model bantuan hukum, bantuan
hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara
dan teknik melakukan advokasi dan Alternative Dispute
Resolution (ADR).

Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan dan menerapkan tentang Bantuan
Hukum dan Advokasi.

Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum;
b) Menyebutkan definisi bantuan hukum:

c) Menjelaskan asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
d) Menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum;

e) Menjelaskan syarat dan tata cara pemberian bantuan
hukum serta standar layanan bantuan hukum;

f) Menjelaskan model-model bantuan hukum;

g) Menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan
masyarakat;

h) Menceritakan tata cara advokasi dan Alternative
Dispute Resolution (ADR).
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4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
a) Sejarah perkembangan bantuan hukum;
b) Definisi bantuan hukum:
c) Asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
d) Ruang lingkup bantuan hukum;

e) Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta
standar layanan bantuan hukum;
f) Model-model bantuan hukum;
g) Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;
h) Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan
Alternative Dispute Resolution (ADR).
5) Pengalaman Belajar
Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca
materi tentang Bantuan Hukum dan Advokasi, melakukan
brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik
dengan pengajar maupun sesama peserta, dan melakukan
simulasi.
6) Waktu
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Bantuan Hukum dan
Advokasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



% 330 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

e. Hak Asasi Manusia (HAM)
1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah mata pelajaran
paralegal yang mempelajari tentang sejarah, definisi,
prinsip dan konsep HAM, perbedaan hak sipil politik,
hak ekonomi, sosial dan budaya, identifikasi pelanggaran
HAM, dan realitas pemenuhan HAM sehingga setelah
mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat
menjelaskan sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM,
dapat membedakan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial
dan budaya, dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM,
dan menceritakan realitas pemenuhan HAM.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menjelaskan sejarah HAM;
b) Menjelaskan definisi HAM;
c) Menjelaskan prinsip dan konsep HAM;

d) Membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial
dan budaya;

e) Mengidentifikasi pelanggaran HAM;

f) Menceritakan realitas pemenuhan HAM.
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4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
1) Sejarah HAM;
2) Definisi HAM;
3) Prinsip dan konsep HAM;
4) Hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;
5) Jenis-jenis pelanggaran HAM;
6) Realitas pemenuhan HAM.
5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai darimembaca materi
tentang Hak Asasi Manusia, mendengarkan ceramah,
berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta,
membahas kasus yang relevan dengan materi pokok dan
bermain peran (role play).

6) Waktu
Alokasi waktu untuk mata pelajaran Hak Asasi Manusia
adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran (90
menit).

f. Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan

1) Deskripsi singkat
Mata pelajaran Gender, minoritas, dan kelompok rentan
adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari
tentang definisi gender, minoritas, dan kelompok rentan,
konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai
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bagian dari HAM, dan isu-isu terkait gender, minoritas,
dan kelompok rentan, sehingga setelah mengikuti mata
pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan
definisi, konsep, serta menggali isu-isu terkait gender,
minoritas dan kelompok rentan.
2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang konsep gender, minoritas
dan kelompok rentan.
3) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapa t:
a) Menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok
rentan;
b) Menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok
rentan sebagai bagian dari HAM;
c) Menggali isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan
kelompok rentan.

4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
a) Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;

b) Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan
sebagai bagian dari HAM;

c) Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok
rentan.
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5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca
materi tentang Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan,
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar
maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang
relevan dengan materi pokok.

6) Waktu

Alokasi waktu mata pelajaran untuk Gender, minoritas
dan kelompok rentan adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh
menit) pelajaran ( 90 menit).

g. Teknik Komunikasi bagi Paralegal
1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Teknik Komunikasi bagi Paralegal adalah
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang
konsep dasar komunikasi, komunikasi yang meyakinkan
pihaklain, komunikasiyang responsif, dan kesimpulan dari
komunikasi yang dilakukan, sehingga setelah mengikuti
mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan
konsep dasar komunikasi, dapat melakukan komunikasi
yang meyakinkan pihak lain, melakukan komunikasi yang
responsif, dan dapat menarik kesimpulan dari komunikasi
yang dilakukan.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menerapkan Teknik Komunikasi Bagi Paralegal.
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3) Indikator Hasil Belajar

4)

5)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan

dapat:

a) Menjelaskan konsep dasar komunikasi;

b) Melakukan komunikasi persuasif yang mampu
meyakinkan orang lain;

c) Teknik komunikasi responsif;

d) Menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.

Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)

h)

Konsep dasar komunikasi;

Teknik komunikasi persuasif;

Teknik komunikasi responsif;

Kemampuan mendengarkan;

Kemampuan bertanya;

Kemampuan mengenali bahasa tubuh;

Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomuni-
kasi;

Kemampuan menarik kesimpulan.

Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui

serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca

materi tentang Teknik komunikasi Bagi Paralegal,

mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar

maupun sesama peserta, dan bermain peran (role play).
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6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik komunikasi
bagi paralegal adalah 3 (tiga) jam pelajaran (180 menit).

h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia
1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan
di Indonesia adalah mata pelajaran paralegal yang
mempelajari tentang sistem dan prosedur peradilan
pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara,
peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,
dan sekilas tentang peradilan militer, sehingga setelah
mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat
menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana,
peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat
menjelaskan sekilas sistem peradilan militer.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan tentang Prosedur Hukum dalam
Sistem Peradilan di Indonesia.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana;

b) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata
(umum dan agama);
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c) Menjelaskan sistem peradilan tata usaha negara;

d) Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung; dan

e) Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer.

Materi PokokMateri pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Sistem peradilan pidana;

b) Sistem peradilan perdata (umum dan agama);

c) Sistem peradilan tata usaha negara;

d) Sistem peradilan mahkamah konstitusi dan mahkamah
agung; dan

e) Overview/sekilas tentang peradilan militer.

Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca
materi tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan
di Indonesia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik
dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas
kasus yang relevan dengan materi pokok.

Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Prosedur Hukum
dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah 2 (dua) jam
pelajaran (120 menit).
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i. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan

Kronologis

1) Deskripsi singkat
Mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan,
Pengaduan, dan Kronologis adalah mata pelajaran
paralegal yang mempelajari tentang penyusunan
laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu
peristiwa sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini
diharapkan peserta dapat menyusun dokumen laporan,
korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan dan
kronologis dalam bentuk dokumen tertulis.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
dapat:

a) Menyusun laporan;

b) Menyusun korespondensi;

c) Menyusun kronologis atas suatu peristiwa;

d) Melakukan penelusuran data dan informasi;

e) Melakukan metode pemilahan data dan informasi.
4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Teknik penyusunan laporan;

b) Teknik korespondensi;
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c) Teknik penyusunan kronologis;

d) Teknik penelusuran data dan informasi;

e) Metode pemilahan data dan informasi.
5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca
materi tentang Teknik Penyusunan Dokumen Laporan,
Pengaduan dan Kronologis, mendengarkan ceramah,
berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta,
dan praktik penyusunan.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik Penyusunan
Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis adalah 2
(dua) jam pelajaran (120 menit).

j. Aktualisasi Peran Paralegal
1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Aktualisasi Peran Paralegal adalah mata
pelajaran paralegal yang merupakan praktik pemberian
bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada
penerima manfaat bantuan hukum, dengan bimbingan
dan pengawasan (mentoring) dari Advokat pada Pemberi
Bantuan Hukum, sehingga setelah mengikuti mata
pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjalankan
peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum
lainnya oleh Paralegal.
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2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjalankan peran dalam kegiatan bantuan
hukum dan layanan hukum lainnya.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan

dapat:

a) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Litigasi
yang didampingi oleh Advokat pada Pemberi Bantuan
Hukum paling sedikit 1 (satu) rangkaian proses hukum
acara, misalnya :

i. Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan,
Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk
kegiatan litigasi Pidana;

ii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan,
Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan
atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau

iii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan,
Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan
atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha
Negara.

b) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan
Nonlitigasi, yaitu :

i. Penyuluhan hukum;
ii. Konsultasi hukum;

iii. Investigasi kasus;
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iv. Penelitian Hukum;

v. Mediasi;

vi. Negosiasi;

vii. Pemberdayaan Masyarakat;
viii.Pendampingan di luar pengadilan;
ix. Drafting dokumen.

Dengan paling sedikit melaksanakan 4 (empat)
dari 9 (sembilan) kegiatan nonlitigasi, dengan
kewajiban menjalankan 2 (dua) kegiatan nonlitigasi,
yaitu kegiatan Penyuluhan Hukum dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan terhadap
Komunitas atau Masyarakat.

c) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan
Layanan Hukum Lainnya, yaitu :

i. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat
desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

ii. pendampingan program atau kegiatan yang
dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah  daerah  kabupaten/kota, atau
pemerintah desa; dan/atau

iii. membentuk dan/atau membina Kelompok
Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja
sama dengan Penyuluh Hukum.

Dengan wajib melaksanakan kegiatan pembentukan
dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum bersama
Penyuluh Hukum.
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4) Materi Pokok
Materi pokok mata pelajaran ini adalah:

a) Teknik melaksanakan kegiatan litigasi baik Pidana,
Perdata maupun Tata Usaha Negara;

b) Teknik melaksanakan kegiatan nonlitigasi, baik
penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi
kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik,
penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan
masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/
atau drafting dokumen hukum; dan

c) Teknik melaksanakan Kkegiatan layanan hukum
lainnya baik advokasi kebijakan perangkat daerah,
pendampingan program pemerintah, maupun
pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok
Kadarkum.

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh

melalui serangkaian pengalaman, yaitu dari praktik

melaksanakan kegiatan bantuan hukum, baik sebagian
maupun keseluruhan rangkaian proses kegiatan, dengan
bimbingan dan pengawasan (mentoring) langsung dari

Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk Aktualisasi Peran Paralegal dengan
metode mentoring adalah 3 (tiga) bulan.
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7. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, proses
belajar mengajar dilakukan dengan metode yang sesuai dengan
pembelajaran orang dewasa, antara lain melalui :

a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, dan
latihan;

b. Pendalaman materi;
Peserta diberikan latihan untuk saling bekerjasama dan
berkomunikasi secara aktif mengidentifikasi, membahas dan
memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan dan studi
kasus.

c. Sharing experience di antara peserta, apresiasi terhadap
pengalaman- pengalaman yang direalisasikan dalam metode,
antara lain:

1) Demonstrasi (unjuk kerja);
2) Simulasi;

3) Bermain peran;

4) Presentasi; atau

5) Observasi lapangan.

d. Metode pembelajaran dilakukan melalui blended learning yaitu
pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran
atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya
dalam pembelajaran. Metode yang digunakan melalui metode
pembelajaran dikelas (classroomlesson) secaraklasikal dan/atau
daring, serta menggunakan pula metode self-directed learning
(mandiri). Proses pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta
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pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang optimal
melalui kegiatan membaca dan mendalami setiap pokok bahasan
atau modul pembelajaran sebelum masuk dalam pembelajaran
di dalam kelas dengan pemberian modul oleh penyelenggara
pendidikan dan pelatihan.

e. Mentoring untuk aktualisasi peran paralegal, dimana peserta
pendidikan dan pelatihan akan didampingi oleh seorang
Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor dalam
melaksanakan perannya sebagai paralegal pada kegiatan bantuan
hukum selama 3 (tiga) bulan masa pendidikan dan pelatihan.

8. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan bacaan;

ISHE

Bahan tayang;
c. Film/Video;

&

Studi kasus; dan

e. Bahan-bahan lain yang diperlukan dan relevan.
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BAB III
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Paralegal meliputi :

a. perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal
yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan, peserta, tenaga
pengajar, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari lembaga
penyelenggara, waktu pelaksanaan, evaluasi, dan sertifikat
pendidikan dan pelatihan; dan

c. pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari laporan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

2. Perencanaan

a. Persiapan dan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan

1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk
panitia yang ditetapkan oleh pimpinan Pemberi Bantuan
Hukum. Kepanitiaan terdiri dari Tim Akademik dan Tim
Teknis, yang bertugas :

a) Timakademikdibentuk untuk memastikan kesuksesan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal,
dimana tim ini bersifat tetap dan senantiasa
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melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait
materi, peserta, fasilitator dan tenaga pengajar, serta
menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan.

b). Tim  Teknis  dibentuk  untuk  mendukung
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Paralegal
dari sisi teknis, yang berfungsi untuk :

i. Membantu penanggung jawab dan fasilitator
dengan merancang dan mengelola acara;

ii. Mengkoordinir kepesertaan terkait dengan seleksi
peserta, pengumuman dan undangan peserta;

iii. Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan, tugas kesekretariat
seperti pengurusan administrasi, akomodasi,
transportasi serta memastikan lokasi pendidikan
dan pelatihan; dan

iv.. membuat dokumentasi kegiatan.

2) Penyelenggaramengajukan permohonanpenyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN
dengan melampirkan proposal penyelenggaraan, yang
memuat :

a) latar belakang;

b) tujuan dan sasaran;
c) kurikulum;

d) jadwal pelaksanaan;

e) metode pelaksanaan (klasikal atau daring);
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f) sumber Pendanaan;

g) keterlibatan/kerjasama dengan organisasi/instansi
lain dalam kegiatan;

h) nama dan kualifikasi tenaga pengajar;
i) jumlah peserta;

j) proses seleksi pemilihan peserta, serta latar belakang
pendidikan dan pengalaman peserta;

k) Kkriteria/indikator peserta yang dipersyaratkan;

1) nama dan kualifikasi advokat sebagai mentor
Aktualisasi peran Paralegal

m) sarana dan prasarana, serta alat bantu yang tersedia;
dan

n) susunan kepanitiaan.

3) Permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada angka 2) diajukan melalui
Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal). Dalam hal Apregal
belum dapat diterapkan, permohonan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan dapat diajukan melalui media
elektronik lainnya atau secara non-elektronik.

4) Kepala BPHN c.q. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan
Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, lalu memberikan
tanggapan yang berisi hasil pemeriksaan tersebut dan
disertai dengan rekomendasi kepada Penyelenggara
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
pengajuan permohonan diterima. Apabila dalam waktu
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14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dapat
diproses, karena alasan tertentu untuk dapat diterima,
maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut
dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja,
dengan menyampaikan pemberitahuan kepada panitia
penyelenggara dan apabila setelah melewati dari masa
perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak ada
tanggapan, maka permohonan dianggap diterima.

b. Peserta Pendidikan dan Pelatihan

1) Latar Belakang Peserta

Peserta pendidikan dan pelatihan Paralegal Dalam
Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal pada
Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau Paralegal pada
Instansi/Masyarakat/Komunitas tertentu, yang nantinya
setelah diberikan pendidikan dan pelatihan akan direkrut
sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada
Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

2) Kriteria/indikator peserta, harus memenuhi syarat
berikut:

a) warga negara Indonesia;

b) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c) memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d) memiliki kemauan belajar yang kuat;

e) memiliki semangat memperjuangkan demokrasi dan
Hak Asasi Manusia;

f) bukan anggota TNI, POLRI, atau ASN yang secara
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peraturan perundang-undangan berpotensi memiliki
konflik kepentingan; dan

g) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi
Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan.

3) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan paling sedikit
10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh)
orang dalam satu kelas dengan mempertimbangkan
keseimbangan gender secara proporsional. Dalam hal
peserta lebih dari 20 orang, maka Penyelenggara dapat
mengajukan permohonan pendidikan dan pelatihan
baru serta setelah Aktualisasi Peran Paralegal dari 20
orang peserta sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan
mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kompetensi.

c. Tenaga Pengajar

1) Sumber Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal
berasal dari :

a) Kementerian Hukum dan HAM RI;
b) Dosen/Akademisi;
c) Praktisi; dan
d) Pakar/Ahli/Profesional.
2) Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar

Kriteria untuk menjadi pengajar pada Pendidikan dan
Pelatihan Paralegal adalah :

a) menguasai materi yang diajarkan;
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b) mampu menggunakan pendekatan belajar orang
dewasa (andragogi);

c) mampu menggunakan metode dengan media yang
relevan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diberikan;

d) berperilaku baik dan komunikatif; dan

e) memiliki latar belakang pengalaman kerja yang sesuai
dengan materi yang diajarkan.

d. Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

1)

2)

Sarana

Sarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :

a) Modul;

b) Hand out;

c) White board;

d) Spidol;

e) Flipchart;

f) Sound system;

g) Laptop;

h) Projector; dan

i) Sarana pendukung lainnya.
Prasarana

Prasarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :
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a) Ruang kelas, media, dan jaringan yang memadai; dan

b) Ruang sekretariat.

3. Pelaksanaan

a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
1) Diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
2) Dapat bekerja sama dengan :
a) Perguruan Tinggi;
b) Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
dan

c) Lembaga Non Pemerintah.

b. Waktu Penyelenggaraan

1) Jumlah jam pelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan
dan pelatihan Paralegal ini paling singkat 18 (delapan
belas) jam sesuai dengan urutan mata pelajaran yang
telah ditentukan dalam kurikulum, 1 (satu) jam pelajaran
memerlukan waktu 60 (enam puluh) menit. Dalam
penyelenggaraannya materi pendidikan dan pelatihan
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara.

2) Aktualisasi Peran Paralegal dilakukan di lapangan atau
praktik secara langsung dan dilaksanakan dengan metode
mentoring oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum
yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
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c. PolaJadwal

On Class (klasikal /daring) Off class On Class
Hari Pertama | Hari Kedua | Hari Ketiga 3 bulan 1 hari
1. Pre-Test; 1. Bantuan 1. Prosedur Aktualisasi Evaluasi
2. Pengantar Hukum Hukum peran Aktualisasi
Hukum dan dan dalam Sistem paralegal
Demokrasi; advokasi; Peradilan di
3. Keparalegalan; | 2. Hak Asasi Indonesia; a. Peran
4.  Struktur Manusia; | 2. Teknik dalam
Masyarakat; 3. Gender, Komunikasi kegiatan
minoritas Bagi Bantuan
dan Paralegal; Hukum;
kelompok | 3. Teknik b. Peran
rentan; penyusunan dalam
dokumen kegiatan
laporan, Layanan
pengaduan, Hukum
dan Lainnya;
kronologis;
4. Evaluasi
substansi
(Post- Test);

e Pretestdan Posttest merupakan soal yang dibuatdari 9 (sembilan)
materi pelatihan, dengan masing-masing materi terdiri dari 5
(lima) soal;

e Soal dalam Pre-test dan Post Test harus berbeda dan disiapkan
oleh penyelenggara.

d. Evaluasi
1) Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan pelatihan
Paralegal meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a) Kedisiplinan Peserta

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap
ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan
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Pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran
dan kepatuhan terhadap tata tertib di kelas. Peserta
wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan
Pendidikan dan pelatihan, bagi peserta yang terlambat
lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak hadir
selama 1 (satu) jam pelajaran. Peserta Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal wajib menghadiri minimal
95% (sembilan puluh lima persen) dari keseluruhan
Jam Pelajaran. Apabila kehadiran peserta kurang
dari 95% (sembilan puluh lima persen) dinyatakan
gugur. Penilaian terhadap aspek kedisiplinan peserta
dilakukan oleh panitia penyelenggara pendidikan dan
pelatihan.

b) Evaluasi substansi

Evaluasi substansi dilaksanakan untuk menunjukkan
penguasaan dasar dan teknis dari 9 (sembilan)
mata pelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui ujian
terhadap muatan dalam 9 (sembilan) mata pelatihan
yang dilakukan melalui pengujian terstruktur yang
dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam
jaringan (online). Evaluasi substansi dilakukan berupa
Post test, yang dilaksanakan setelah peserta selesai

menerima 9 (sembilan) materi pelatihan.
c) Evaluasi Aktualisasi

Evaluasi Aktualisasi dilakukan terhadap laporan
kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran Paralegal
dalam kegiatan Bantuan Hukum, dengan didampingi
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oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai
mentor selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, berupa
laporan mentoring yang berisi rencana, pelaksanaan,
dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal dan
ditandatangani Advokat sebagai mentor dan Ketua/
Direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran
dalam kegiatan Bantuan Hukum, yang memuat :

i. Lembar Identitas Paralegal

ii. Rencana aktualisasi peran Paralegal yang akan
dijalankan;

iii. Kegiatan bantuan hukum litigasi baik Pidana,
Perdata, maupun Tata Usaha Negara yang
didampingi oleh Advokat sebagai mentor, yang
mencakup :

- Kasus posisi perkara dan/atau permasalahan
hukum yang ditangani;

- Peran yang dijalankan paralegal;

- Durasi waktu menjalankan peran; dan

- Output akhir dari peran yang dijalankan
paralegal berupa dokumen sebagai data
dukung.

iv. Kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi dan Layanan
Hukum Lainnya yang dijalankan, yang mencakup :

- Permasalahan hukum yang ditangani;

- Peran yang dijalankan paralegal;
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- Durasi waktu menjalankan peran; dan

- Output akhir dari peran yang dijalankan
paralegal berupa dokumen sebagai data
dukung.

v. Lembar verifikasi output akhir oleh Advokat yang
membimbing dan mengawasi;

vi. Lembar persetujuan laporan oleh Advokat yang
membimbing dan mengawasi serta diketahui oleh
Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan Aktualisasi dilakukan penilaian oleh Advokat
pendamping (mentor) terhadap peserta dan disetujui
oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

2) Kelulusan Pendidikan dan pelatihan

Kelulusan Pendidikan dan pelatihan ditentukan
berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta, yaitu akumulasi
hasil dari evaluasi aspek kedisplinan, evaluasi substansi
9 (sembilan) mata pelajaran, dan evaluasi aktualisasi
peran paralegal, dengan pembagian kriteria pembobotan
sebagai berikut:

No Aspek Bobot
Evaluasi Kedisiplinan 10%
Evaluasi Substansi 40%
Evaluasi Aktualisasi 50%

Total 100%
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Nilai minimal Kkelulusan peserta dalam Pendidikan
dan pelatihan Paralegal adalah 70 (tujuh puluh) yang
diakumulasikan dari ketiga aspek diatas, dengan
pembagian kualifikasi sebagai berikut:

Skor Kualifikasi Lulus/Tidak Lulus
90-100 Sangat Memuaskan
80 - 89 Memuaskan Lulus
70-79 Cukup Memuaskan

<70 Kurang Memuaskan Tidak Lulus

Bagi peserta yang tidak memenuhi kualifikasi kelulusan
diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali
Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.

3) Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta
untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal :

a) Kehadiran dan Kketepatan waktu (durasi) sesuai
dengan jadwal;

b) Sistematika penyajian;

c) Penguasaan materi atau substansi;

d) Kemampuan penyampaian materi;

e) Kemudahan materi untuk dipahami;

f) Kesesuaian antara materi dengan Materi Pokok;
g) Penggunaan metode dan media pembelajaran;

h) Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab
pertanyaan;
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i) Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi
dalam proses belajar;
j) Pencapaian hasil belajar;dan
k) Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap
peserta.

Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk
mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam
sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi
yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap tenaga
pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga
pengajar untuk memperbaiki prestasi mengajarnya.
Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan setiap
selesai mata pelajaran yang diberikan oleh peserta kepada
tenaga pengajar.

4) Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan paralegal dilakukan oleh peserta untuk
mengetahui persepsi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang meliputi :
a) Metode Penyelenggaraan;
b) hubungan peserta dengan pelaksana;
c) pelayanan sekretariat terhadap peserta;
d) pelayanan akomodasi;

e) pelayanan konsumsi; dan

f) pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.
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e. Sertifikat Pengakuan Kompetensi

Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan
seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan
Sertifikat dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
paralegal, dengan terlebih dahulu disampaikan kepada
kepala BPHN untuk mendapatkan Pengakuan Kompetensi
disertai Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Sertifikat sebagaimana dimaksud berisi hasil nilai kualifikasi
dari 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu evaluasi kedisplinan,
evaluasi substansi, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal
dengan format sertifikat terlampir. Laporan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan tersebut harus dibuat selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendidikan dan pelatihan
berakhir, yang berisi :”

1) Daftar peserta pendidikan dan pelatihan yang lulus dan

tidak lulus;

2) Daftar Tenaga Pengajar;

3) Tempat dan waktu kegiatan;

4) Dokumentasi kegiatan;

5) SK Penyelenggaraan;

6) Materi pendidikan dan pelatihan;

7) Laporan mentoring/laporan aktualisasi;

8) Laporan Evaluasi terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, dan
Penyelenggaraan; dan

9) Bukti dokumen lainnya yang relevan dengan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
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4. Pengawasan dan Pengendalian

a. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh BPHN sebagai
bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan
Hukum itu sendiri maupun dikerjasamakan dengan Instansi/
Masyarakat/Komunitas;

b. BPHN berhak memastikan Paralegal yang telah terdidik dan
terlatih melalui pendidikan dan pelatihan Paralegal menjadi
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang berasal
dari PBH maupun dari Instansi/Masyarakat/ Komunitas
tertentu direkrut dan terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan
Hukum oleh PBH;

c. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh BPHN
berdasarkan dari laporan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, pengaduan atau pelaporan dari pihak terkait
kepada BPHN, dan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM
sebagai salah satu Tenaga Pengajar yang sekaligus melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan;

d. BPHN berwenang melakukan cross-checking kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan; dan

e. Hasil pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari
Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara berkala
setiap tahun oleh BPHN selaku Penyelenggara Program
Bantuan Hukum.
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal. Hal-hal yang
belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021

‘Eil‘luﬂmﬂﬁlﬂ

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Widodo Ekatjahjana
NIP 197105011993031001
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Lampiran 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal

Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PESERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(.......nama PBH.......) yang bekerja sama dengan

(Tempat dan tanggal pelaksanan)
Nama Peserta

NIK

POINT PENILAIAN ‘ NILAI

EVALUASI KEDISIPLINAN

1. Ketepatan Waktu

2. Kehadiran

3. Kepatuhan terhadap tata tertib

NILAI = ¥ point/3*10%

EVALUASI SUBSTANSI

1. Materi Pokok

a. Pengantar Hukum dan Demokrasi

b. Keparalegalan

c.  Struktur Masyarakat

d. Bantuan Hukum dan Advokasi Hasil nilai post
e. Hak Asasi Manusia test

f.  Gender, Minoritas dan kelompok Rentan

g. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal

h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

—-

Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan
kronologis
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2. Materi Khusus
a Hasil nilai post
© test
b, e
c. dst
NILAI = ¥’ point/2*40%
EVALUASI AKTUALISASI
a. Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya
yang dijalankan
b. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi yang dijalankan berupa
mendampingi/membantu advokat dalam kegiatan Litigasi
NILAI = Y} point/2 *50%
TOTAL NILAI (Kedisiplinan+Substansi+Aktualisasi)
Lulus/Tidak
Keterangan Lulus
Kualifikasi
Catatan:
1. Nilai setiap evaluasi diberikan menggunakan rentang nilai 1-100

2. Nilai minimal kelulusan peserta adalah 70 (tujuh puluh) yang
diakumulasikan dari ketiga aspek evaluasi
3. Kualifikasi penilaian sebagai berikut
Skor Nilai Kualifikasi Lulus/Tidak Lulus

90-100 Sangat Memuaskan

80-89 Memuaskan Lulus

70-79 Cukup Memuaskan

<70 Kurang Memuaskan Tidak Lulus

Ketua Penyelenggara,

TTD
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Lampiran 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal

Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL

..nama PBH

) yang bekerja sama dengan

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Butir Penilaian
No Materi Nama Pe;(‘;ar;y&zan .
Pelatihan | Pengajar P p Tidak | Kurang | o ., | Sangat
eserta Baik Baik Baik
Pelatihan

1 | Pengantar Kemampuan
Hukum dan Pengajar dalam
Demokrasi memberikan

bimbingan

2 | Keparalegalan kepada peserta

3 | Struktur pelatihan?

M kat
asyaraxa Dilihat dari

4 | Bantuan aspek:
Hukum dan Kehadiran
Advokasi dan ketepatan

. waktu,

5 | HakAsasi Sistematika
Manusia penyajian dan

6 | Gender, Penguasaan
Minoritas dan mater,
kelompok Kemampuan
Rentan penyampaian

materi,

7 | Teknik Kemudahan
Komunikasi dan Kesesuaian
Bagi Paralegal materi,

P

8 | Prosedur nfent%%lén(f:;l
Hukum media
dalam Sistem
Peradilan di
Indonesia
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9 | Teknik
penyusunan
dokumen
laporan,
pengaduan, dan
kronologis

SARAN DAN MASUKAN:

Catatan:

*  Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist
kolom penilaian.
Pengolahan Data:

1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
c. Baik, diberi nilai 3;
d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
2. Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik 1-2,5996
Kurang baik 2,60 - 3,064
Baik 3,0664 - 3,532
Sangat Baik 3,5324 - 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi
berdasarkan ketegori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya
ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan
dengan rumus :

Nilai rata-rata = Total nilai persepsi
Total unsur yang terisi

Contoh :
Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian
peserta pelatihan terhadap Tenaga Pengajar untuk Materi Pengantar
Hukum dan Demokrasi dengan rincian : 5 orang menilai “Kurang Baik”,
15 orang menilai “Baik” dan 8 orang menilai “Sangat Baik” serta 2 orang
tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :
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- Total Penilain Nilai .
Penilaian Jumlah . . Hasil
(jmlh jawaban x| rata-rata o
Peserta Jawaban . . . Penilaian
nilai persepsi penilaian
Kurang Baik 5 5x2=10
Baik 15 15x3 =45
87:28=3,107 Baik
Sangat Baik 8 8x4=32
Total 28 87

untuk menghasilkan Hasil Penilaian
5. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 3 untuk

dilaporkan ke BPHN.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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Lampiran 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal

Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

REKAP EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(......nama PBH......

.) yang bekerja sama dengan

((errermeerseesseeesseeessess s s e )
(Tempat dan tanggal pelaksanan)
Per]:;:lgan Saran dan
Materi Nama y: Hasil Masukan
No . . Kepada o .
Pelatihan Pengajar Penilaian | Peserta
Peserta Pelatihan
Pelatihan
1 | Pengantar
Hukum dan
Demokrasi
2 | Keparalegalan
3 | Struktur Kemarppuan
Masyarakat Pengajar
y dalam
4 | Bantuan memberikan
Advokasi kepada
5 | Hak Asasi peserta
Manusia pelatihan?
6 | Gender,
Minoritas dan
kelompok
Rentan

Himpunan Per:
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7 | Teknik
Komunikasi
Bagi Paralegal

8 | Prosedur
Hukum
dalam Sistem
Peradilan di
Indonesia

9 | Teknik
penyusunan
dokumen
laporan,
pengaduan,
dan kronologis

Catatan:

*  Form ini merupakan hasil rekap dari Form Evaluasi Tenaga
Pengajar dari Seluruh Peserta Pelatihan.

Ketua Penyelenggara,

TTD
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Lampiran 4

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal

Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(.......nama PBH.......) yang bekerja sama dengan

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Penilaian
Butir Pertanyaan Tidak Kurang | Baik | Sangat
Baik Baik Baik

Kemampuan Penyelenggara
dalam menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan?

Dilihat dari aspek:

Metode Penyelenggaraan,
hubungan peserta dengan
pelaksana, pelayanan
sekretariat terhadap peserta,
pelayanan akomodasi,
pelayanan konsumsi atau
bentuk lainnya, dan pelayanan
sarana prasarana pendidikan
dan pelatihan.

SARAN DAN MASUKAN :
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Catatan:

*  Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist
kolom penilaian
Pengolahan Data:

1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
c. Baik, diberi nilai 3;
d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
2. Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik 1-2,5996
Kurang baik 2,60 - 3,064
Baik 3,0664 - 3,532
Sangat Baik 3,5324 - 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi
berdasarkan ketegori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya
ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan
dengan rumus :

Nilai rata-rata = Total nilai persepsi
Total unsur yang terisi

Contoh :
Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian
peserta pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
dengan rincian : 3 orang menilai “Kurang Baik”, 18 orang menilai “Baik”
dan 5 orang menilai “Sangat Baik” serta 6 orang tidak mengisi penilaian.
Penghitungannya sebagai berikut:

Penilaian Jumlah Total Penilain Nilai Hasil
Peserta Jawaban | (jmlh jawaban x | rata-rata | Penilaian
nilai persepsi | Penilaian
Kurang Baik 3 3x2=6
Baik 18 18x3 =54 .97 =
Sangat Baik 6 6x4=24 8L.'>%,12171 Baik
Total 27 84

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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4. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 5 untuk
dilaporkan ke BPHN.

5. Lampiran 5Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
ParalegalNomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021Tanggal : 30 Juni 2021
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Lampiran 5

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Paralegal

Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(.......nama PBH.......) yang bekerja sama dengan

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Pertanyaan Hasil Saran dan Masukan
Penilaian

Kemampuan Penyelenggara
dalam menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan?

Dilihat dari aspek:

Metode Penyelenggaraan,
hubungan peserta dengan
pelaksana, pelayanan
sekretariat terhadap peserta,
pelayanan akomodasi,
pelayanan konsumsi atau
bentuk lainnya, dan pelayanan
sarana prasarana pendidikan
dan pelatihan.

Ketua Penyelenggara,

TTD

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum
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PEMGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM
NOMOR : PHN-55.HN.04.03 TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Standar Layanan
Bantuan Hukum, maka perlu dibentuk Pedoman Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum (Starla Bankum) yang berasaskan aksesibilitas,
inklusivitas, berkelanjutan, integritas, pemberdayaan, dan non-
diskriminasi.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud

Pedoman ini memiliki maksud guna menjadi dasar bagi seluruh
Pemberi Bantuan Hukum untuk membentuk Standar Operasional
Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum);

377
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Tujuan

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh
Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian
bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi yang berkualitas dan
mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

Hak dan Kewajiban;

Standar layanan bantuan hukum litigasi;
Standar layanan bantuan hukum nonlitigasi;
Pembinaan;

Penilaian; dan

Pengaduan.

Pengertian

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin
atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen,
dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam
Pemberi Bantuan Hukum.

Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah
koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah
koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang
memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



e. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat
BPHN adalah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM selaku
Penyelenggara Bantuan Hukum.

f. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya
disingkat Sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk
proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan
pencairan anggaran bantuan hukum.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Pemberi Bantuan Hukum
a. Pemberi Bantuan Hukum berhak :

1) Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk
kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan
Hukum , Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

2) Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan
surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan
Hukum ;

3) Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan
selengkap- lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh
Penerima Bantuan Hukum ;

4) Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan
diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian
ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima
Bantuan Hukum ; dan

5) Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber
dari:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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b)
<)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana
Bantuan Hukum;

Assessment kondisi kerentanan, kebutuhan hukum
Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang
dihadapi;

Menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang

mudah diakses;

Tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan
Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan
hukum;

Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas
pemberian layanan bantuan hukum;

Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum
yang meliputi:
a) Stopela Bankum;

b) Informasi layanan bantuan hukum (Poster, banner,
infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya); dan

Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan
hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



2. Penerima Bantuan Hukum
a. Penerima Bantuan Hukum berhak:

1) Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun
tertulis (dokumen) tentang tata cara pemberian bantuan
hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi,
perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan
Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang
diterima;

2) Mendapatkan layanan  bantuan  hukum  sejak
permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/
atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum,
kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum
dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan
asas pemberian bantuan hukum;

3) Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan
data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari
Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang;

4) Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas
setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses
perkara yang dihadapi;

5) Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang

diterima; dan

6) Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum
yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

b. Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

1) Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu
penanganan perkara;
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2) Mengikuti peraturan dan tata tertib ditentukan oleh
pemberi bantuan hukum; dan

3) Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan
dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan
permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB III
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pra Layanan Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan
hukum litigasi terlebih dahulu:

Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum;
Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum;

Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan
oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;

Menyampaikan hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum
dan Pemberi Bantuan Hukum;

Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi
yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi
Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh
dokumen persyaratan yang dimaksud;

Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka
Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan
kelengkapan administrasi lainnya;

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam menyusun strategi
setiap tahapan/proses hukum perkara; dan

i. Dalam hal perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum
mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan
dengan hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum litigasi

a. Bantuan Hukum Litigasi Pidana

1) Penyidikan
a) Tersangka

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum

menjadi tersangka, maka Pemberi Bantuan Hukum :

(1) mengupayakan penerapan keadilan restoratifberdasarkan
ketentuan yang diatur didalam peraturan perundangan;

(2) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;

(3) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan
dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk
diterima oleh tersangka;

(4) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum
terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan
saran perubahan jika diperlukan;

(5) mengupayakan keberatan terhadap penahanan dan/
atau permintaan pra peradilan apabila memenuhi syarat
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(6) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga
yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan
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b)

dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah,
bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan
lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan
Hukum ;

(7) mengupayakan pengumpulan dan/atau pengamanan
serta pengajuan alat bukti yang meringankan selama
proses penyidikan;

(8) melakukan pembelaan terhadap pelanggaran dalam
proses penyidikan;

(9) mengupayakan penghentian penyidikan bilamana bukti-
bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang
tidak cukup;

(10)mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis
penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan;
dan

(11)melakukan pencatatan/ pemantauan untuk memastikan
setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan
hak-hak tersangka;

Korban:

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum

adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum :

(1) mengupayakan diterimanya laporan/pengaduan
Penerima Bantuan Hukum oleh pihak yang berwenang;

(2) membantu korban melakukan pemeriksaan medis untuk
keperluan kelengkapan alat bukti;

(3) mengupayakan diterimanya Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2ZHP) oleh Penerima
Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh pihak yang
berwenang;
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(4) mengupayakan penerapankeadilan restoratifberdasarkan
ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-
undangan;

(5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
(6) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan

dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk
diterima oleh korban;

(7) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum
terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan
saran perubahan jika diperlukan;

(8) melakukankoordinasidenganunit/instansi/lembagayang
berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan
pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan
psikologi, layanan kesehatan dan layanan lainnya;

(9) pengumpulan dan pengamanan alat bukti;

(10)melakukan keberatan terhadap pelanggaran dalam
proses penyidikan;

(11)mengupayakan pengajuan alat bukti yang membantu
proses penyidikan;

(12)mengupayakan pra peradilan bilamana dilakukan
penghentian penyidikan; dan

(13)melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan

setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan
hak-hak korban;

2) Persidangan
a) Terdakwa:

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menjadi terdakwa,
maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi
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Bantuan Hukum :

(1) memastikan salinan berkas perkara diterima oleh
Penerima Bantuan Hukum dari penuntut umum untuk
kepentingan pembelaan;

(2) mengupayakan pengajuan eksepsi secara tertulis apabila
memenuhi syarat;

(3) mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan
terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi
dan signifikansi alat bukti dimaksud;

(4) melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang
diajukan oleh penuntut umum;

(5) menyusun dan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara
tertulis;

(6) menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas
replik jaksa penuntut umum;

(7) membantu Penerima Bantuan Hukum mendapatkan
salinan putusan pengadilan;

(8) memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk
pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi
yang telah disusun dengan mengakomodir kebutuhan
Penerima Bantuan Hukum serta menjelaskan mengenai
hak untuk menerima atau menolak putusan;

(9) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan
dengan mempertimbangkan dan  mengakomodir
kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan
khusus; dan

(10)mengupayakan dilakukannya diskusi pada setiap proses
penanganan perkara, namun apabila Penerima Bantuan
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Hukum berhalangan, maka dapat dilakukan bersama
dengan pihak yang dipercayai oleh Pemberi Bantuan
Hukum baik yang berasal dari keluarga atau kerabat.

b) Korban:

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum merupakan korban,
maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi
Bantuan Hukum :

(1) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum,
relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses
peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

(2) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga
yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan
dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah,
bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan
lainnya;

(3) mengupayakan perlindungan Penerima Bantuan Hukum
melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan
yang meliputi pembatasan gerak pelaku, larangan
memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti,
mengawasi atau mengintimidasi korban;

(4) mengupayakan koordinasi dengan penunutut umum untuk
memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan
terdakwa dalam persidangan;

(5) mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi
intimidasi dan/atau pelanggaran lainnya terhadap hak-

hak korban selama proses persidangan;

(6) mengupayakan restitusi atau ganti kerugian bagi korban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
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3)

(7) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan
mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan
Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus.

Upaya Hukum

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum ingin melakukan upaya
hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

a) Upaya Hukum Biasa

(1) mengupayakan salinan putusan pengadilan baik pertama
dan/atau banding diterima oleh Penerima Bantuan
Hukum untuk kepentingan upaya hukum biasa;

(2) membantu  menjelaskan isi  putusan termasuk
pertimbangan hakim dan memberikan nasihat hukum
untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum;

(3) memastikan agar permohonan upaya hukum biasa
diajukan tidak melewati batas tenggang waktu yang
ditentukan;

(4) menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori
baik banding maupun kasasi bersama-sama serta atas
persetujuan Penerima Bantuan Hukum;

(5) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena
satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat
dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima
Bantuan Hukum;

(6) dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah korban
dan keberatan atas putusan pengadilan, maka Pemberi
Bantuan Hukum mendorong jaksa untuk melakukan
upaya hukum; dan

(7) berkoordinasi dan membantu kejaksaan untuk melengkapi
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alat-alat bukti yang mungkin diperlukan dalam upaya
hukum serta dapat mengajukan alat bukti tambahan
dengan syarat dan tata cara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b) Upaya Hukum Luar Biasa
(1) mengupayakan salinan putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap diterima oleh Penerima Bantuan Hukum
untuk kepentingan upaya hukum peninjauan kembali;

(2) memastikan  terpenuhinya  syarat-syarat sebelum
mengajukan permohonan peninjauan kembali;

(3) menyusun memori atau kontra memori peninjauan
kembali bersama-sama dengan Penerima Bantuan Hukum

(4) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena
satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat
dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima
Bantuan Hukum;

(5) menyampaikan memori atau kontra memori peninjauan
kembali;

(6) melakukan pemeriksaan novum bersama Penerima
Bantuan Hukum; dan

(7) mengupayakan salinan putusan pengadilan tingkat
peninjauan kembali diterima oleh Penerima Bantuan
Hukum.

b. Bantuan Hukum Litigasi Perdata

Layanan minimal pemberian bantuan hukum dalam ranah
litigasi perkara perdata antara lain:

1) Beberapa Hal Umum yang harus diperhatikan oleh
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Pemberi Bantuan Hukum :

a)

b)

d)

Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan kepada
Penerima Bantuan Hukum mengenai syarat dan
prosedur dalam berperkara secara litigasi di ranah
perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami
oleh Penerima Bantuan Hukum ;

Sesuai dengan Kode Etik Advokat, Pemberi Bantuan
Hukum diharapkan mendorong dan berperan aktif
dalam mengupayakan terjadinya perdamaian walau
perkara sudah masuk ke tahap persidangan;

Pemberi Bantuan Hukum memberikan salinan
putusan dan fotokopi dokumen perkara yang dibuat
dan diterima kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan

Walaupun Pemberi Bantuan Hukum sudah menerima
Surat Kuasa Khusus yang memberi kewenangan
bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum
Penerima Bantuan Hukum, seluruh dokumen perkara
(permohonan, gugatan, dan lainnya) yang diajukan
dan kesepakatan yang dibuat dalam perdamaian wajib
mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan
Hukum setelah dijelaskan dengan bahasa dan metode
yang mudah dipahami Penerima Bantuan Hukum .

2) Penyusunan dokumen perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,
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dan lainnya)

a) Untuk menentukan jenis gugatan atau permohonan
(Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lainnya)
Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada kronologis
kasus, permasalahan hukum dan kepentingan dari Penerima
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b)

d)

f)

g)

Bantuan Hukum ;

Untuk menyusun dokumen perkara secara litigasi di ranah
perdata, Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada alat
bukti yang dimiliki dan informasi yang disampaikan oleh

Penerima Bantuan Hukum ;

Pemberi Bantuan Hukum memeriksa harta benda dan/
atau aset dari pihak lawan berperkara untuk dijadikan sita
jaminan, khususnya bila gugatan atau permohonan yang
diajukan berkaitan dengan kewajiban pihak yang berperkara
memberikan sejumlah uang dan/atau menyerahkan suatu
benda kepada Penerima Bantuan Hukum .

Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa
yang mudah dipahami kepada Penerima Bantuan Hukum atas
dokumen perkara yang diterima dan wajib memperhatikan
tanggapan dari pemberi bantuan hukum;

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun draft dokumen
perkara, untuk kemudian diberi penjelasan yang mudah
dipahami, lalu dimintakan tanggapan dari Penerima Bantuan
Hukum atas draft dokumen perkara tersebut;

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan dokumen perkara
setelah mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan
Hukum;

Isi dari dokumen perkara gugatan atau permohonan wajib

memuat, setidak-tidaknya :

(1) persona standi, yakni identitas penggugat/pemohon dan
tergugat/termohon;

(2) posita atau fundamentum petendi, yang merupakan
rangkaian kronologis, permasalahan hukum, dalil dan
fakta didukung dengan alat bukti yang dimiliki serta
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h)

j)

analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (dasar hukum);

(3) petitum yang merupakan hal-hal yang dimintakan kepada
hakim untuk dikabulkan; dan

(4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu gugatan.

Isi dari dokumen perkara Jawaban wajib memuat, setidak-
tidaknya :

(1) identitas tergugat/termohon dan penggugat/pemohon;

(2) tanggapan atas gugatan/permohonan dalam bentuk
keberatan/eksepsi;

(3) jawaban atas pokok gugatan/permohonan sesuai dengan
fakta hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan
Hukum dan disesuaikan dengan alat bukti;

(4) gugatan rekonvensi bila diperlukan; dan

(5) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan
(petitum).

[si dari Gugatan Rekonvensi (bila diperlukan) wajib memuat,
setidak- tidaknya:

(1) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti;

(2) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan
(petitum);

Isi dari dokumen Replik/Duplik (bila diperlukan) wajib

memuat, setidak-tidaknya:

(1) replik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap jawaban dan
penegasan terhadap gugatan/permohonan;
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(2) duplik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap replik dan
penegasan terhadap jawaban;

k) Isi dari dokumen permohonan intervensi wajib memuat,

setidak- tidaknya:

(1) identitas pemohon dan termohon;

(2) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti untuk
mengajukan permohonan intervensi;

(3) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan
(petitum) ; dan

(4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu
permohonan intervensi.

3) Pengajuan Gugatan/Permohonan

a) Gugatan/Permohonan diajukan ke Pengadilan (Negeri,
Agama, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian, domisili para pihak atau obyek sengketa sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

b) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku.

4) Mediasi Dalam Proses Persidangan

a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan manfaat dari upaya
dan hasil perdamaian sebagai alternatif penyelesaian
permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum,
tanpa memaksa Penerima Bantuan Hukum untuk
menerima tawaran perdamaian;

b) Pada proses persidangan mediasi, Pemberi Bantuan
Hukum dapat menghadirkan Penerima Bantuan Hukum;

c) Pemberi Bantuan Hukum membantu menyusun tawaran
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d)

perdamaian sesuai dengan persetujuan dari Penerima
Bantuan Hukum;

Pemberi Bantuan Hukum menyusun hasil kesepakatan
perdamaian dengan pihak lawan berperkara atas
persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum; dan

Kesepakatan perdamaian diserahkan kepada Panitera
dan dilaporkan ke dalam persidangan untuk dibuatkan
penetapan oleh majelis hakim.

5) Pemeriksaan Alat Bukti

394

a)

b)

d)

f)

Pemberi Bantuan Hukum mengumpulkan dan melakukan
seleksi terhadap alat bukti yang tersedia untuk
dipersiapkan dan diajukan dalam proses pembuktian di
persidangan;

Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Penerima
Bantuan Hukum untuk hadir dalam proses pemeriksaan
alat bukti khususnya pemeriksaan Saksi atau Ahli;

Pemberi Bantuan Hukum wajib menjaga seluruh bukti
yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum, dan
dikembalikan segera apabila sudah dinyatakan tidak
diperlukan dalam perkara;

Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan mengajukan
daftar alat bukti surat berdasarkan hasil diskusi dengan

Penerima Bantuan Hukum;

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Kesimpulan dengan
mempertimbangkan dan menganalisis seluruh dokumen
yang diterima dan hasil pemeriksaan bukti selama proses
pembuktian di persidangan; dan

Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan
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bahasa yang mudah dipahami, seluruh informasi yang
diperoleh selama proses pemeriksaan alat bukti kepada
Penerima Bantuan Hukum.

6) Upaya Hukum atas Putusan

a) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan
bahasa yang mudah dipahami atas putusan pengadilan
kepada Penerima Bantuan Hukum dan meminta tanggapan
terkait putusan tersebut dari Penerima Bantuan Hukum ;

b) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan hak
Penerima Bantuan Hukum untuk mengajukan upaya
hukum (Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali) atas
putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

c) Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi jangka waktu
pengajuan upaya hukum atas putusan dan dokumen
hukum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;

d) Untuk upaya hukum Kasasi Pemberi Bantuan Hukum
wajib menyusun memorikasasi atau kontra memori kasasi
dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

e) Untuk upaya Peninjauan Kembali Pemberi Bantuan
Hukum wajib menyusun Memori Peninjauan Kembali
dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7) Eksekusi Putusan

a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat

dan prosedur tentang Eksekusi putusan perdata, sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

b) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan kepada Penerima
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Bantuan Hukum untuk segera melaksanakan hasil putusan
apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap; dan

c) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan
eksekusi apabila pihak lawan berperkara tidak
menjalankan putusan yang membebaninya, secara

sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8) Upaya Perlawanan atas Eksekusi Putusan

1)

396

Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan

prosedur tentang upaya Perlawanan atas Eksekusi putusan

perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bantuan Hukum Litigasi Peradilan Tata Usaha Negara

Penggugat

Dalam memberikan layanan bantuan hukum secara litigasi di

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat

PTUN), Pemberi Bantuan Hukum yang mewakili Penggugat

atau Penggugat Intervensi, melakukan hal-hal minimal sebagai
berikut:

a)

b)

Memastikan bahwa objek sengketa tata usaha negara,
memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam
peraturan perundang- undangan terkait PTUN;

Menyusun berkas gugatan TUN yang meliputi identitas
pihak Penggugat dan pihak Tergugat (persona standi), dasar
hukum menggugat (legal standing), alasan-alasan menggugat
(posita) yang terdiri dari posisi kasus dan dalil hukum, serta
tuntutan (petitum);

Dalam hal terdapat keadaan yang mendesak yang
menyebabkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum sangat
dirugikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, yang dimuat
bersamaan dalam berkas gugatan dengan permintaan diputus
terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Memastikan seluruh berkas gugatan dan bukti-bukti yang
diperlukan, baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya,
telah dilengkapi;

Mengupayakan dukungan-dukungan yang diperlukan
Penerima Bantuan Hukum, baik berupa dukungan psiko-
sosial, penerjemahan bahasa, perlindungan, dukungan
bagi Penerima Bantuan Hukum yang memiliki kerentanan,
termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia,
migran, atau kelompok rentan lainnya;

Melakukan pendaftaran gugatan sesuai batas waktu yang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Memastikan kepada pihak Pengadilan TUN atas tindak lanjut
pendaftaran gugatan sesuai kepatutan waktu;

Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima
Bantuan Hukum dalam Rapat Permusyawaratan (dismissal
process), khususnya mengupayakan agar PTUN yang
bersangkutan berwenang untuk mengadili gugatan yang
didaftarkan;

Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima
Bantuan Hukum dalam Rapat Persiapan, serta melakukan
penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan yang dianggap
perly, sesuai petunjuk majelis hakim pemeriksa;

Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima
Bantuan Hukum pada sidang pertama, dengan sedapat
mungkin membacakan gugatan di muka persidangan;

Dalam hal terdapat keberatan (eksepsi) atas gugatan dari
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D

pihak Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan
Hukum wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas
keberatan tersebut untuk mempertahankan kepentingan
Penerima Bantuan Hukum;

Atas jawaban Tergugat dan/atau pihak Kketiga, Pemberi
Bantuan Hukum dapat memberikan tanggapan (replik) untuk
memperkuat dalil gugatan serta menyanggah dalil pihak
tergugat dan/atau pihak ketiga yang merugikan kepentingan
Penerima Bantuan Hukum;

m) Pemberi Bantuan Hukum memastikan kelengkapan

0)

pembuktian sesuai ketentuan pembuktian dalam lingkungan
PTUN untuk mendukung kepentingan Penerima Bantuan
Hukum , baik berupa menghadirkan bukti-bukti tertulis,
saksi-saksi, maupun keterangan ahli, ke muka persidangan;

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun dan menyampaikan
kesimpulan secara tertulis, yang minimal terdiri dari:
kesimpulan terhadap seluruh dalil-dalil, alat bukti, instrumen
hukum, serta seluruh fakta yang dihadirkan di muka
persidangan untuk mempertahankan kepentingan Penerima
Bantuan Hukum; dan

Memastikan kepada pihak pengadilan untuk memberikan
putusan dalam jangka waktu yang patut.

Upaya Hukum

Dalam hal putusan PTUN tidak mengabulkan atau tidak

menguntungkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum , atau

bilamana Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi

Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

a)

Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak
untuk melakukan upaya hukum, baik pada tingkat banding
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3)

maupun kasasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b) Dalam menjelaskan hak untuk melakukan upaya hukum,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dasar hukumnya,
baik secara formal prosedural maupun secara materil
substansial;

¢) Bilamana Penerima Bantuan Hukum menyetujui menempuh
upaya hukum atau Pihak Tergugat melakukan upaya hukum,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun berkas memori
atau Kontra Memori, yang minimal berisi identitas pihak-
pihak (persona standi), dasar upaya hukum (legal standing),
alasan banding atau kasasi (posita) yang terdiri dari ringkasan
pokok perkara dan dalil hukumnya;

d) Mendaftarkan permohonan banding atau kasasi, atau
menyampaikan kontra memori banding atau kasasi, sesuai
syarat-syarat prosedural dan materil, serta sesuai batas waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan

e) Memastikan kepada pihak pengadilan tinggi atau Mahkamah
Agung untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang
patut;

Upaya Hukum Luar Biasa

Dalam hal putusan di tingkat pertama, banding, maupun kasasi
tidak mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum , dan
putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemberi
Bantuan Hukum melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:

a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak
untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalu mekanisme
peninjauan kembali sesuai syarat prosedural dan materil
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;
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b)

d)

f)

g)

h)

Memastikan keberadaan keadaan baru (novum) sebagai
syarat utama mengajukan permohonan peninjauan kembali;

Menyusun berkas permohonan peninjauan kembali yang
meliputi: identitas pihak-pihak, dasar hukum peninjauan
kembali, alasan- alasan peninjauan kembali, serta tuntutan;

Mendaftarkan permohonan peninjauan kembali melalui
PTUN yang berwenang sesuai syarat dan batasan waktu yang
ditentukan peraturan perundang-undangan;

Memastikan kepada PTUN mengenaitindaklanjutpendaftaran
permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;

Menghadiri, memberikan penjelasan, serta mempertahankan
kepentingan Penerima Bantuan Hukum , dalam pemeriksaan
keadaan baru (novum) dalam permohonan peninjauan
kembali di PTUN yang berwenang;

Sedapat mungkin memantau perkembangan pemeriksaan
permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung; dan

Memastikan diterbitkannya putusan atas permohonan
peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;

Eksekusi Putusan PTUN

Dalam hal putusan yang mengabulkan gugatan telah memiliki

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Pemberi Bantuan

Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

Mengupayakan diterbitkannya salinan putusan melalui
pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu yang patut;

Mendaftarkan permohonan eksekusi putusan PTUN kepada
pengadilan yang berwenang. Yang pada intinya untuk
memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan
yang mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum , baik
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berupa pencabutan keputusan yang digugat, penerbitan
keputusan baru, yang dengan disertai permohonan ganti-
rugi;

c) Memastikan Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang
diperintahkan oleh pengadilan yang berwenang;

d) Memastikan pengadilan yang berwenang untuk mengajukan
kepada atasan Tergugat, dalam hal Tergugat tidak
menghiraukan perintah pengadilan kepada pihak tergugat
untuk melaksanakan isi putusan; dan

e) Mengupayakan pengadilan yang berwenang mengajukan
kepada Presiden, dalam hal atasan Tergugat tidak
menghiraukan permintaan pengadilan yang berwenang
dalam rangka pelaksanaan isi putusan;

. Pasca Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Pada tahap pasca, Pemberi Bantuan Hukum melakukan
monitoring dan evaluasi dengan:

1) Memberi review atas seluruh tahapan/proses dan substansi
(strategi, taktik) perkara kepada Penerima Bantuan Hukum;

2) Dalam keseluruhan tahapan penanganan perkara, Pemberi
Bantuan Hukum meninjau kebutuhan khusus penerima;

3) Memberi kesempatan untuk melakukan review terhadap
seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik)

kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

4) Memberi catatan hasil evaluasi atas penanganan perkara

Penerima Bantuan Hukum.
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BAB IV
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

1. PraLayanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

402

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan

hukum nonlitigasi terlebih dahulu dapat melakukan hal-hal

sebagai berikut :

a.

Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum
nonlitigasi;

Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum
nonlitigasi;

Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang
disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan
HAM;

Menyampaikan hak dan kewajiban baik Penerima Bantuan
Hukum maupun Pemberi Bantuan Hukum;

Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi
yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas,
SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi
Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh
dokumen persyaratan yang dimaksud;

Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus,
maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir
dan kelengkapan administrasi lainnya;

Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam melaksanakan
kegiatan bantuan hukum nonlitigasi;
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i. Mengupayakan ketersediaan ruangan atau fasilitas Penerima
Bantuan Hukum berkebutuhan khusus; dan/atau

j- Untuk kegiatan nonlitigasi berupa konsultasi hukum,
investigasi kasus dan pendampingan di luar pengadilan tetap
dapat didampingi sekalipun berlanjut ke litigasi.

. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Penyuluhan Hukum
1) Persiapan
a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat

berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari
kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;

b) Dalam hal penyuluhan hukum dilakukan tanpa
permohonan dari kelompok masyarakat Penerima
Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan
penyuluhan hukum berdasarkan hasil koordiasi dengan
disertai :

(1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah
terkait; dan/atau

(2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok
masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud
merupakan kelompok orang miskin.

¢) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari
unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling
sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; Ketua, sekretaris/
moderator, dan anggota;

d) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
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2)

e)

f)

Menyusun materi penyuluhan hukum yang akan
disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk
lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi
penyuluhan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan
hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau
kebijakan hukum nasional); dan

Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat,
dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan
hukum seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi)
dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima
Bantuan Hukum nonlitigasi.

Pelaksanaan

a)

b)

Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif
paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30
(tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir
serta mempertimbangkan kesetaraan gender;

Menyampaikan materi penyuluhan hukum dengan
metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta
penyuluhan hukum;

Melaksanakan penyuluhan hukum untuk masa waktu
yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;

Memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan

hukum untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas
materi yang disampaikan secara partisipatif; dan

Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya
dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada
peserta penyuluhan hukum.
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3) Pasca
a) Mengulas kembali penyuluhan hukum yang telah

dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk
memastikan peserta penyuluhan hukum memahami
materi yang disampaikan;

b) Memberi kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum
untuk mengulas kembali kegiatan penyuluhan hukum
yang telah dilaksanakan;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian penyuluhan
hukum (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang
berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta penyuluhan
hukum; dan

d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan
hukum secara tertulis yang dilengkapi dengan surat
permohonandari pemohonbantuan hukum/rekomendasi,
materi penyuluhan hukum, notula, daftar hadir, dan
dokumentasi foto.

b. Konsultasi Hukum
1) Persiapan
a) Menyediakan sarana konsultasi baik secara langsung atau
tidak langsung;

b) Dapat menerima terlebih dahulu pertanyaan/
permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;

c) Mengklasifikasikan jenis pertanyaan/permasalahan
dari Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Mempersiapkan Konsultan Hukum yang kompeten di
bidangnya.
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2) Pelaksanaan

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Menghubungi Penerima Bantuan Hukum untuk
memberikan konsultasi hukum dari pertanyaan yang
disampaikan disertai permintaan dokumen pendukung
dari Penerima Bantuan Hukum;

Melakukan konsultasi dengan metode 5W + 1H;
Membantu menyusun kronologis;

Memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan perkara, baik
berupa bukti surat (dokumen) atau keterangan saksi,
dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa hukum
yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum untuk
kepentingan pembelaan;

Memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh
Penerima Bantuan Hukum;

Memberikan saran mengenai tindakan atau langkah
hukum yang harus diambil oleh Penerima Bantuan
Hukum disertai dengan penjelasan mengenai keuntungan,
kerugian serta resiko atas langkah hukum yang akan
ditempuh berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum, praktek hukum
yang berlaku serta dalam kerangka hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan;

Menjamin Kkerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan
dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum bagi
kelompok minoritas dan rentan, serta Penerima Bantuan
Hukum berkebutuhan khusus pada seluruh tahapan; dan

Melengkapi formulir konsultasi hukum yang sebelumnya
telah diisi oleh Penerima Bantuan Hukum, meliputi
nasihat hukum, hasil akhir konsultasi, dan kesan konsultan
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atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum Penerima
Bantuan Hukum.
3) Pasca
a) Mengulas kembali hasil konsultasi hukum (kasus posisi,

langkah dan resiko) untuk memastikan Penerima Bantuan
Hukum sudah mengerti;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum
untuk mengulas kembali terhadap hasil konsultasi
(langkah hukum, resiko, strategi);

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian konsultasi hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan

d) Menyerahkan salinan hasil konsultasi hukum kepada
Penerima Bantuan Hukum.

c. Investigasi Kasus
1) Persiapan
a) Melaksanakan pertemuan awal terkait kasus yang
dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

b) Menunjuk Investigator dalam bentuk Surat Keputusan
yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi
Bantuan Hukum; dan

c) Menyiapkan rencana termasuk strategi investigasi kasus
serta melibatkan Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi
atau pihak terkait.

2) Pelaksanaan
a) Melakukan investigasi kasus sesuai kebutuhan Penerima

Bantuan Hukum;

b) Mengumpulkan informasi dan/atau dokumen baik
yang berasal dari sumber-sumber primer yang berupa
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3)

f)

g)

h)

keterangan saksi fakta dan dokumen otentik atau bawah
tangan, maupun dari sumber- sumber sekunder seperti
pemberitaan media massa atau saksi yang mendengar
dari saksi lain;

Melakukan investigasi lapangan untuk memperoleh
informasi dari sumber primer, dan menjadikan informasi
sekunder sebagai petunjuk awal;

Menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen
yang diperoleh;

Menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan atas
fakta hukum dari kasus yang ditangani;

Melakukan dan  menyusun  hasil investigasi
mempertimbangkan kebutuhan khusus Penerima
Bantuan Hukum;

Memberikan penjelasan kepada Penerima Bantuan
Hukum mengenai kebutuhan, perkembangan, dan hasil
investigasi; dan

Menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan sesuai
dengan formulir investigasi.

Pasca

a)

b)

d)

Mengulas kembali hasil investigasi antara kasus posisi
dan fakta lapangan untuk memastikan penerima sudah
mengerti terhadap hasil investigasi;

Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum
untuk mengulas kembali hasil investigasi;

Memberikan lembar evaluasi penilaian investigasi kasus
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

Memberikan formulir hasil investigasi beserta lampiran
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salinan fakta dan bukti yang ditemukan dalam bentuk
laporan investigasi kasus.

d. Penelitian Hukum

1)

2)

Persiapan

a) Melakukan identifikasi awal permasalahan bantuan
hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum
dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan
kondisi wilayah;

b) Membentuk panitia penelitian yang terdiri atas 1 (satu)
orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan

c) Membuat proposal penelitian hukum yang sekurang-
kurangnya memuat latar belakang permasalahan
yang diteliti, metode penelitian secara empiris dan/
atau normatif, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.

Pelaksanaan

a) Menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner,
angket, dan instrumen sejenis lainnya dan/atau peraturan
perundang- undangan, doktrin, dan sumber hukum
normatif lainnya;

b) Melaksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan
metode penelitian hukum empiris dan/atau normatif;

¢) Melakukan tabulasi atau pengolahan data hasil penelitian
lapangan;
d) Menyusun laporan penelitian sementara;

e) Mengadakan pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi
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3)

f)

g)

Terfokus (misalnya Focus Group Discussion) untuk
pengayaan penelitian dengan melibatkan stakeholders
terkait dan masyarakat;

Menyusun laporan penelitian hasil pertemuan ilmiah atau
Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion);
dan

Menyampaikan seluruh perkembangan hasil penelitian
kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

Pasca

a)
b)

d)

f)

g)

Menyusun laporan akhir penelitian hukum;

Memberikan lembar evaluasi penilaian penelitian hukum
kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
dan

Menyampaikan salinan laporan penelitian hukum kepada
pemangku kepentingan terkait dan masyarakat melalui
media online;

Menerima penilaian dan masukan/tanggapan tertulis dari
pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media
online;

Penyaduran terhadap masukan/tanggapan dan hasil
penelitian oleh Tim khusus yang ditunjuk Kepala BPHN;
Penilaian terbaik dapat dimasukan dalam Jurnal [Imiah;
dan

Hasil penelitian hukum yang telah masuk ke dalam Jurnal
[Imiah dapat dijadikan pertimbangan penyusunan arah
kebijakan program pembinaan hukum nasional.

Mediasi

1) Persiapan
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2)

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait sengketa perdata
dan TUN yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum
terkait dengan perkara;

b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan mediasi kepada

Penerima Bantuan Hukum;

c) Menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang
ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan
Hukum;

d) Menghubungi para pihak yang bersengketa untuk
menentukan tujuan mediasi yang musyawarah dan
mufakat;

e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan termasuk
agenda atau materi mediasi; dan

f) memastikan para pihak sepakat dengan mediator yang
telah dipilih.

Pelaksanaan

a) Menggali keinginan atau kepentingan para pihak;

b) Mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat
permasalahan para pihak;

c¢) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang
dialami para pihak;

d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya
untuk mencapai penyelesaian;

e) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
menyampaikan pendapat dan keinginannya;

f) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan

Hukum yang berkebutuhan khusus;

g) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan mediasi
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h)

j)

yang akan ditempuh para pihak dan memastikan
melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri
sengketa;

Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan
mediasi didepan para pihak;

Membuat berita acara pelaksanaan mediasi yang memuat
pihak- pihak yang terlibat dan perkembangan proses
mediasi; dan

Membuat laporan pelaksanaan mediasi secara tertulis
dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan
yang ditandangani oleh mediator dan para pihak.

3) Pasca

a)

b)

<)

d)

Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil
mediasi;

Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengulas
kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil
mediasi;

Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan mediasi kepada
Penerima Bantuan Hukum; dan

Memberikan salinan laporan mediasi kepada Penerima
Bantuan Hukum.

Negosiasi

1) Persiapan

a)

b)

<)

Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

Memberitahu tahapan dan kebutuhan negosiasi kepada
Penerima Bantuan Hukum;

Menunjuk negosiator dalam bentuk Surat Keputusan yang
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2)

ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan
Hukum;

d) MenghubungiPenerimaBantuan Hukumyangbersengketa
untuk menentukan tujuan negosiasi; dan

e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan.
Pelaksanaan

a) Menyampaikan keinginan dan kepentingan Penerima
Bantuan Hukum dan melibatkan Penerima Bantuan
Hukum dalam proses negosiasi;

b) Mencatat dan/atau menerima tanggapan dan jawaban
dari pihak lain;

c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang
dialami Penerima Bantuan Hukum ;

d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya
untuk mencapai penyelesaian;

e) Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk
menyampaikan pendapat dan keinginannya;

f) Berkoordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum terhadap
keputusan atau kesepakatan yang hendak diambil selama
proses negosiasi;

g) Mempersiapkan dan mengajukan tawaran alternatif
penyelesaian yang tidak merugikan Penerima Bantuan
Hukum ;

h) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan
Hukum yang berkebutuhan khusus;

i) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan negosiasi
yang akan ditempuh para pihak dan memastikan
melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri
sengketa;
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j) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan
negosiasi didepan para pihak;

k) Membuat berita acara pelaksanaan negosiasi yang
memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan
proses negosiasi;

1) Membuat laporan pelaksanaan negosiasi secara tertulis
dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan
yang ditandangani oleh negosiator dan para pihak; dan

m) Memastikan Penerima Bantuan Hukum memahami
kesepakatan yang dibuat dan menandatangani
kesepakatan tersebut.

3) Pasca
a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil
negosiasi;
b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum

untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan,
proses dan hasil negosiasi;

c¢) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan negosiasi
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Memberikan salinan laporan negosiasi kepada Penerima
Bantuan Hukum.

g. Pemberdayaan Masyarakat
1) Persiapan
a) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat

berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari
kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;

b) Dalam hal pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa
permohonan dari kelompok masyarakat Penerima
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2)

b)

d)

Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada :

(1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah
terkait; dan/atau

(2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok
masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud
merupakan kelompok orang miskin.

Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari
unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling
sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; ketua, sekretaris/
moderator/fasilitator, dan anggota;

Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;

Menyusun materi pemberdayaan masyarakat yang akan
disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk
lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi
kegiatan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan
hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau
kebijakan hukum nasional); dan

Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat,
dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi)
dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima
Bantuan Hukum nonlitigasi.

Pelaksanaan

<)

Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif
paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20
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3)

d)

f)

g)

(dua puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir
serta mempertimbangkan kesetaraan gender;

Menyampaikan materi/modul pemberdayaan masyarakat
dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh
peserta penyuluhan hukum.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk masa
waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
Memberikan kesempatan kepada peserta pemberdayaan
masyarakat untuk melakukan diskusi dan tanya jawab
atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan

Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya
dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada
peserta pemberdayaan masyarakat.

Pasca

a)

b)

d)

Mengulas kembali pemberdayaan masyarakat yang
telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk
memastikan peserta kegiatan memahami materi yang
disampaikan;

Memberi kesempatan kepada peserta pemberdayaan
masyarakat untuk mengulas kembali kegiatan yang telah
dilaksanakan;

Memberikan lembar evaluasi penilaian pemberdayaan
masyarakat (materi, narasumber, metode, atau lainnya
yang Dberkaitan penyelenggaraan) kepada peserta
pemberdayaan masyarakat; dan

Membuat laporan hasil penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat secara tertulis yang dilengkapi dengan
surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/
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rekomendasi, materi pemberdayaan masyarakat, notula,
daftar hadir, dan dokumentasi foto.

h. Pendampingan di luar pengadilan

1)

2)

Persiapan

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

b) Assessment kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan

c) Pemetaan instansi yang terkait berdasarkan kepentingan
Penerima Bantuan Hukum.

Pelaksanaan

a) Menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat
dilakukan terkait masalah hukum yang dihadapi dengan
pendampingan di luar pengadilan dalam bentuk :

i. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit
pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;

ii. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit
atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum
et repertum atau perawatan kesehatan;

iii. pendampingan saksi dan/atau korban untuk
mendapatkan pelindungan;

iv. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga
konseling; dan/atau

v. pendampingan di luar bantuan hukum lainnya guna
mengakomodir kebutuhan saksi dan/atau korban.

b) Melakukan koordinasi secara lisan dan/atau tertulis
dengan instansi terkait;

c) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan di

setiap instansi;
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i.

418

3)

d)

f)

g)

Memberikan kesempatan kepada Penerima Bantuan
Hukum untuk berdiskusi selama proses pendampingan di
luar pengadilan;

Mencari informasi dan menjelaskan perkembangan
perkara kepada saksi dan/atau korban;

Menghubungkan ke instansi terkait dalam hal Penerima
Bantuan Hukum memiliki kebutuhan khusus untuk
perlindungan dan pemulihan; dan

Mengupayakan agar hak-hak saksi dan/atau korban dapat
terpenubhi.

Pasca

a)

b)

e)

Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil
pendampingan di luar pengadilan;

Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum
untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan,
proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;

Melakukan pemantauan dan pencatatan terkait respon
setiap instansi pelayanan untuk memastikan setiap proses
pemberian layanan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

Memberikan lembar evaluasi penilaian pendampingan di
luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
Memberikan salinan laporan pendampingan di luar
pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum.

Drafting Dokumen Hukum

1) Persiapan

a)

Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum; dan

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



b) Memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah
hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

2) Pelaksanaan

a) Menyusun dokumen hukum berdasarkan materi muatan
yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum berupa :

(1) surat perjanjian;
(2) surat pernyataan;
(3) surat hibah;

(4) kontrak kerja;

(5) wasiat; dan/atau

(6) dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Menjelaskan mengenai isi materi muatan atas dokumen
hukum yang disusun kepada Penerima Bantuan Hukum;

¢) Membuat dokumen hukum mempertimbangkan substansi
kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;

d) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum
untuk melakukan tinjauan ulang dan memberi masukan
atas dokumen hukum yang disusun;

e) Dalam membuat dokumen hukum lainnya yang terkait
masalah hukum dapat menyesuaikan dengan format
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan
Penerima Bantuan Hukum ; dan

f) Memberikan salinan dokumen hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum.

3) Pasca
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a) Mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil
drafting

dokumen hukum;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum
untuk mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan
hasil drafting dokumen hukum;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian drafting dokumen
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Membuat laporan drafting dokumen secara tertulis.

BAB V PEMBINAAN

1. Asistensi

a. Asistensi penyusunan Stopela Bankum

420

1)
2)

3)

4)

5)

Asistensi penyusunan Stopela Bankum dilakukan oleh BPHN;

BPHN menunjuk tenaga asistensi yang memiliki kualifikasi
dalam penyusunan standar layanan bantuan hukum melalui
surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;

BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun
media untuk dapat digunakan dalam asistensi, yang memuat
materi muatan langkah-langkah penyusunan Stopela Bankum;

Media asistensi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
a) Paparan Presentasi;

b) Modul; dan/atau

c) Medialain yang relevan.

Asistensi dapat dilakukan secara bertahap dengan tahapan-
tahapansebagai berikut :
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6)

7)

8)

9)

a) Tahap Penyusunan Konsep;
b) Tahap Pembahasan; dan
c) Tahap Finalisasi.
Asistensi dapat dilakukan dalam bentuk:
a) Langsung, seperti:
(1) Sosialisasi
(2) Konsultasi;
(3) Rapat koordinasi;
(4) Bimbingan teknis; dan/atau
(5) Kegiatan tatap muka lainnya.
b) Tidak langsung, seperti:
(1) Saluran telepon;
(2) Surat elektronik; dan/atau
(3) Media interaktif lainnya.

Dalam hal asistensi dalam bentuk langsung terdapat kendala
geografis dapat dilakukan secara tidak langsung;

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum bersifat pasif terhadap
penyusunan Stopela Bankum, maka penyelenggara bantuan
hukum secara aktif dan persuasif melakukan komunikasi
kepada Pemberi Bantuan Hukum;

Stopela Bankum yang telah selesai tahap finalisasi,
wajib disampaikan kepada BPHN sebelum disahkan oleh
Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan bukti-bukti
pelaksanaan asistensi berupa:

a) Laporan pelaksanaan asistensi;

b) Dokumentasi foto; dan

c) Dokumen pendukung asistensi lainnya.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum 421



422

10)BPHN memberikan tanggapan atas Stopela Bankum yang
disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima;

11)Dalam hal Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi
Bantuan Hukum dinilai belum memenuhi muatan-muatan
dalam Starla Bankum, maka BPHN menyampaikan koreksi
dan usulan perubahan atas muatan-muatan tersebut secara
tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;

12)Setelah muatan Stopela Bankum disesuaikan dengan
tanggapan dari BPHN, Pemberi Bantuan Hukum mengesahkan
dan menyampaikan Stopela Bankum tersebut kepada BPHN;

13)Dalam hal Stopela Bankum belum disahkan oleh Pemberi
Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum akan
menggunakan StarlaBankum; dan

14)BPHN selaku Penyelenggara bantuan hukum memastikan
PemberiBantuan Hukum menyusun Stopela Bankum sesuai
dengan pedoman standar layanan bantuan hukum.

Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum

1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum berkewajiban
melakukanpeningkatan kapasitas penerapan Starla Bankum
pada Pemberi Bantuan Hukum;

2) BPHN menunjuk tenaga yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi untuk peningkatan kapasitas dalam penerapan
Starla Bankum melalui surat keputusan atau penunjukkan
oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan
Hukum;

3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun
media untuk dapat digunakan dalam Peningkatan kapasitas;
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4)

5)

6)

Media untuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud
dapat berbentuk :

a) Paparan Presentasi;

b) Modul; dan/atau

c) Media lain yang relevan.

Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum meliputi :
a) Kualitas layanan bantuan hukum;

b) Teknik Penyelesaian Aduan;

c¢) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan sarana
dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Starla
Bankum;

d) Pendokumentasian dan pengelolaan pelaksanaan Stopela
Bankum untuk kepentingan Monitoring, evaluasi dan
pengembangan kelembagaan pemberi bantuan hukum;
dan

e) Small crew management untuk pelaksanaan Starla
Bankum.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:
a) Langsung, seperti:

(1) Sosialisasi

(2) Konsultasi;

(3) Rapat koordinasi;

(4) Bimbingan teknis; dan/atau

(5) Kegiatan lainnya.
b) Tidak langsung, seperti:

(1) Saluran telepon;

(2) Surat elektronik; dan/atau
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C.

(3) Media interaktif lainnya.

Mekanisme Kerjasama Dalam Melakukan Pembinaan

1

2)

3)

BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bidang
Bantuan Hukum dapat mengajukan kerjasama pembinaan
Starla Bankum kepada lembaga pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau pihaklainnya dengan melakukan penjajakan
dan penelaahan terlebih dahulu dengan memperhatikan
aspek legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas,
dukungan sumber daya atau sarana dan prasarana yang
dimiliki, dan kelayakan lainnya yang relevan;

Dalam hal usulan kerjasama terlebih dahulu diajukan oleh
lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak
lainnya, maka BPHN melakukan koordinasi dengan tetap
memperhatikan aspek-aspeksebagaimana dimaksud poin 1;
dan

Tata cara mengenai legalisasi kerjasama, monitoring
kerjasama, dan evaluasi kerjasama, dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian

424

a.

Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kepada Penerima
Bantuan Hukum formulir Penilaian terhadap Starla Bankum
yang telah disediakan oleh BPHNdalam Sidbankum;

Pemberi Bantuan Hukum memastikan Penerima Bantuan
Hukum mengisi formulir Penilaian setelah setiap kegiatan
bantuan hukum baik litigasi ataupunnonlitigasi telah selesai
diberikan;

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum memiliki ruang lingkup
kerja khusus, maka formulir Penilaian dapat dikembangkan,
namun tanpa mengurangi format Penilaian yang telah
disediakan oleh BPHN;
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d. Pemberi Bantuan Hukum diwajibkan mendokumentasikan
dan melaporkan hasil penilaian dari Penerima Bantuan
Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui media
yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum
dalam Sidbankum;

e. Dalam hal Sidbankum belum tersedia formulir penilaian
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelaporan hasil
penilaian sebagaimana dimaksudpada huruf d, maka penilaian
dan pelaporannya dapat dilakukan secara manual;

f. Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf
d dan huruf e menjadi syarat dalam permohonan pencairan
anggaran bantuan hukum.

3. Pengaduan

a. Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Pusat, dan Panitia
Pengawas Daerah menerapkan mekanisme pengaduan
terhadap layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh
Penyelenggara Bantuan Hukum;

b. Mekanisme pengaduan meliputi :

1) Pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung
dengan mengisi formulir pengaduan pada Sidbankum;

2) Pencatatan pengaduan paling sedikit berisi identitas

pengadu, identitas teradu, dan pokok permasalahan;

3) Penelahaan pengaduan paling sedikit berisi penelahaan
bukti dan landasan Starla Bankum;

4) Penyelesaian pengaduan paling sedikit berisi tata
cara pembuktian, pembelaan, personil penyelesaian
pengaduan, dan kesimpulan yang disertai Kklarifikasi
dengan pihak terkait;
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5) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya pengaduan;

6) Informasi perkembangan penyelesaian pengaduan
disampaikan kepada Pengadu; dan

7) Pendokumentasian pengaduan paling sedikit memuat
dokumen penerimaan, proses, dan hasil penyelesaian.

Dalam hal formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada

hurufb angka 1belum tersedia dalam Sidbankum, pengaduan
dapat disampaikan secara manual.

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

426

a.

b.

C.

Penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan
Starla Bankumdapat diberikan oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum atas nama Menteri kepada
PemberiBantuan Hukum;

2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan
Hukum.

Sanksi dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
1) Sanksi Ringan;

2) Sanksi Sedang; atau

3) Sanksi Berat.

Sanksi Ringan diberikan secara langsung oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
Hukum berupaTeguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:
a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan
hukum yang mudah diakses;
b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
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2)

3)

c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam
memberikan layanan.

Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis
Pelanggaran:

a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan
layanan bantuan hukum yang mudah diakses;

b) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada
Pelaksana Bantuan Hukum;

c¢) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla
Bankum;

d) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan
hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan
rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang
lainnya;

e) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku
tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan
layanan.

Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan

Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:

a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan
hukum yang mudah diakses;

b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam
memberikan layanan.
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4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan

Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis

Pelanggaran:

a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan

b)

layanan bantuan hukum yang mudah diakses;

Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan
hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan
rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang
lainnya;

Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku
tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan
layanan.

Sanksi Sedang diberikan secara langsung oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi

Bantuan Hukum berupa:

a) Pembatalan perjanjian dalam  bentuk
pemutusan Kkontrak pelaksanaan Bantuan
Hukum terhadap jenis Pelanggaran:

(1) Melakukan penelantaran kepada Penerima
Bantuan Hukum di tengah proses pemberian
layanan bantuan hukum;

(2) Tidak mendampingi sidang pembacaan
putusan pengadilan;

(3) Tidak memenuhi kebutuhan upaya hukum
Penerima Bantuan Hukum;

b) Penghentian pemberian anggaran Bantuan

Hukum tahun berjalan berupa :

(1) Penghentian anggaran dalam 1 (satu) tahun
anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran
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penelantaran kepada Penerima Bantuan
Hukum di tengah proses pemberian layanan
bantuan hukum;

(2) Pengurangan anggaran dalam 1 (satu) tahun
anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran :

(a) lebih dari 3 (tiga) kali melakukan penolakan
pemberian layanan bantuan hukum tanpa
alasan yang jelas dan tidak memberikan
rujukan kepada PBH atau pihak yang
berwenang lainnya; atau

(b) tidak mengakomodir langkah hukum yang
dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum;

(3) Tidak diberikan pencairan anggaran pada
kasus yang tidak sesuai Starla Bankum.

c) Penghentian pemberian anggaran Bantuan
Hukum tahun berikutnya terhadap jenis
Pelanggaran:

(1) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf b) butir i dan butir ii
pada akhir triwulan IV (empat) tahun anggaran
berjalan atau pada saat anggaran telah habis
walaupun masih dalam masa waktu kontrak;

(2) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap
layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh
Pelaksana Bantuan Hukum;

(3) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum
kepada Pelaksana Bantuan Hukum dalam
kurun waktu tertentu;
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(4) Tidak membuat sarana penunjang penerapan
Starla Bankumdalam kurun waktu tertentu.

2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan
Hukum berupa Pencabutan sementara Kkartu
identitas, surat penunjukan atau bentuk surat lainnya
sebagai Pelaksana Bantuan Hukum, terhadap jenis
Pelanggaran:

(a) Tidak  melaksanakan  assessment  kondisi
kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan
Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

(b) Tidak menjalankan layanan bantuan hukum
sesuai Starla Bankum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya;

(c) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

(d) MelakukanpenelantarankepadaPenerimaBantuan
Hukum di tengah proses pemberian layanan
bantuan hukum termasuk tidak mendampingi
sidang pembacaan putusan pengadilan;

(e) Tidak memenuhi kebutuhan langkah hukum dan/
atau upaya hukum Penerima Bantuan Hukum.

e. Sanksi Berat diberikan secara langsung oleh:

3) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum berupa:

a) Penurunan status akreditasi terhadap jenis
Pelanggaran:

(1) Melakukan perbuatan yang mengurangi
integritas pemberianlayanan bantuan hukum;
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(2) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi
Bantuan Hukum yang berkaitan dengan
penerapan Starla Bankum;

(3) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan
penjatuhan Sanksi Sedang.

b) Pencabutan status akreditasi terhadap jenis
Pelanggaran:

(1) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa
uang atau barang atau lainnya yang berkaitan
dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima
Bantuan Hukum;

(2) Manipulasi dokumen pemberian layanan
bantuan hukum;

(3) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a) bagi Pemberi Bantuan
Hukum dengan status akreditasi terendah.

4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan
Hukum berupa Pemberhentian Tetap keanggotaan
sebagai Pelaksana Bantuan Hukum terhadap jenis
Pelanggaran:

a) Melakukan perbuatan yang mengurangi
integritas pemberian layanan bantuan hukum;
b) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi
Bantuan Hukum yang berkaitan dengan

penerapan Starla Bankum;

c) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap
layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh
Pelaksana Bantuan Hukum;
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d) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa
uang atau barang atau lainnya yang berkaitan
dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima
Bantuan Hukum;

e) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan
penjatuhan Sanksi Sedang.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Bantuan
Hukum dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini
akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021
@#KUHHAHH&“‘I

Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional,

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001
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FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Petunjuk Pengisian :
1. Isilah Identitas
2.

Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara

sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah

diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada

Tabel B Nilai Kinerja Pelayanan

Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan

4,

Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM

Al |No.Permohonan Sidbankum

A2 Nama Penerima Bantuan
Hukum

A3 Nama Pemberi Bantuan Hukum

A4 | Tanggal Pelaksanaan

B. NILAI KINERJA PELAYANAN

NILAI PERSEPSI

KINERJA UNIT PELAYANAN

Gagal

Sangat Buruk

Buruk

Cukup dengan catatan

Baik

Gd[WIN (RO

Sangat Baik

C. KUALITAS PROSEDURAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (V)
Sangat Buruk  Sangat Baik
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C1 |Prosedur bantuan hukum dilalui
dengan mudah/tidak berbelit-
belit?

C2 |PBH memberikan kemudahan
dalam menyelesaikan
permasalahan?

C3 |PBH memberikan layanan secara
tuntas/tidak berhenti ditengah
proses

pemberian bantuan hukum?

C4 | PBH melibatkan Anda setiap
langkah yang diambil?
(mendiskusikan, konsultasi dan
sebagainya)

C5 |PBH membantu dalam memenuhi
kebutuhan khusus Anda?
(Kebutuhan khusus seperti

Anda dititipkan di rumah aman,
ditemani psikolog, diberi fasilitas
kesehatan, ditemani juru bahasa
isyarat dan sebagainya)

D. KUALITAS INFORMASI

Isi sesuai kode jawaban (V)
Apakah PBH melakukan hal-hal di Sangat Buruk  Sangat Baik
bawah ini?

0 1 2 3 4

D1 |PBH memberitahu secara
jelas tentang syarat yang perlu
dipenuhi untuk mendapatkan
bantuan hukum?

D2 | PBH memberitahu secara jelas
tentang tahapan proses hukum
yang akan

dilalui?

D3 | PBH memberitahu secara jelas
tentang perkembangan/update
dari proses hukum Anda?
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D4

PBH memberitahu secara jelas
tentang lama waktu proses yang
akan

Anda lalui?

D5

PBH memberitahu secara jelas
apa saja layanan yang diberikan
kepada Anda?

D6

PBH memberikan informasi
yang benar dan tidak yang
menyesatkan?

D7

PBH memberikan informasi
dengan bahasa yang mudah
dipahami?

D8

PBH memberikan penjelasan
dan saran di setiap proses yang
dilalui?

D9

PBH menerima layanan
pengaduan/keluhan dan selalu
ditindaklanjuti?

E. KUALITAS INTERPERSONAL

Isi sesuai kode jawaban (V)

Apakah PBH melakukan hal-hal di Sangat Buruk  Sangat Baik
bawah ini?

0 1 2 3 4 5
E1 |PBH memberikan layanan dengan

berperilaku sopan/ramah?

E2 |PBH selalu merahasiakan/tidak
menyebarkan informasi kasus
Anda?

E3 |PBH memberikan layanan kepada

Anda tidak membeda-bedakan
karena suku,
agama, ras dIL?
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FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI
[silah Identitas dan pilih Jenis Layanan yang diterima

Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara
sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah
diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada
Tabel C Nilai Kinerja Pelayanan

Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan

Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM

Al |No.Permohonan Sidbankum
Nama Orang/Kelompok

A2 | Masyarakat Penerima Bantuan
Hukum

A3 |Nama Pemberi Bantuan Hukum

A4 | Tanggal Pelaksanaan

B. JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN (pilih salah satu /)

B1 |Konsultasi Hukum

B2 |Penyuluhan Hukum

B3 |Mediasi

B4 | Negosiasi

B5 |Investigasi Kasus

B6 |Pemberdayaan Masyarakat
B7 | Drafting Dokumen Hukum
B8 |Pendampingan di luar

Pengadilan

C. NILAI KINERJA PELAYANAN

NILAI PERSEPSI | KINERJA UNIT PELAYANAN
0 Gagal
1 Sangat Buruk
2 Buruk
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3 Cukup dengan catatan
4 Baik
5 Sangat Baik

D. KUALITAS PROSEDURAL

Isi sesuai kode jawaban (\/)

Apakah PBH melakukan hal-hal di  |Sangat Buruk  Sangat Baik
bawah ini?

0 1 2 3 4
D1 |Prosedur bantuan hukum

dilalui dengan mudah/tidak
berbelit-belit?

D2

PBH memberikan kemudahan
dalam menyelesaikan
permasalahan?

D3

PBH melibatkan Anda setiap
langkah yang diambil?
(mendiskusikan, konsultasi
dan sebagainya)

D4

PBH membantu dalam
memenuhi kebutuhan khusus
Anda?

(Kebutuhan khusus seperti
Anda dititipkan di rumah
aman, ditemani psikolog,
diberi fasilitas kesehatan,
ditemani juru bahasa isyarat
dan sebagainya)

HANYA DIISI OLEH KLIEN KONSULTASI HUKUM

D6 |PBH menyusun kronologi
atau urutan kejadian perkara
Anda?

D7 |PBH memberikan saran atau

langkah hukum yang dapat
anda lakukan?
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DIISI OLEH KLIEN INVESTIGASI KASUS
D8 |PBH menyampaikan hasil
investigasi atau penelusuran
kasus Anda?
D9 |PBH memberikan penjelasan
tentang hasil investigasi?
DIISI OLEH KLIEN MEDIASI
D10 | PBH memberikan laporan
terkait hasil mediasi untuk
Anda?
D11 | PBH membantu menghubungi
para pihak?
DIISI OLEH KLIEN NEGOSIASI
D12 | PBH memberikan laporan
terkait hasil negosiasi untuk
Anda?
D13 | PBH membantu menghubungi
para pihak?
DIISI OLEH KLIEN DRAFTING DOKUMEN HUKUM
D14 |PBH menyusun dokumen
sesuai dengan permintaan
anda?
D15 |PBH mempertimbangkan
kebutuhan khusus Anda di
dalam dokumen tersebut?
DIISI OLEH KLIEN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN
D16 |PBH mendampingi saat
pemeriksaan di setiap
instansi?
D17 | PBH memberikan laporan
terkait hasil kegiatan
pendampingan diluar
pengadilan?
DIISI OLEH KLIEN PENYULUHAN HUKUM
D18 | PBH menyampaikan paparan
Penyuluhan Hukum mudah
dipahami
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D19

PBH memberikan materi
Penyuluhan Hukum sesuai
dengan harapan/kebutuhan

D20

PBH memberikan
kesempatan untuk melakukan
diskusi dan tanya jawab

D21

Anda memahami materi yang
diberikan?

D22

Kegiatan Penyuluhan Hukum
bermanfaat dan memberikan
pemahanan kepada

Anda?

DIISI

OLEH KLIEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

D23

PBH menyampaikan paparan
Pemberdayaan Masyarakat
mudah dipahami

D24

PBH memberikan materi
Pemberdayaan Masyarakat
sesuai dengan
harapan/kebutuhan

D25

PBH memberikan
kesempatan untuk melakukan
diskusi dan tanya jawab

D26

Anda memahami materi yang
diberikan?

D27

Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat bermanfaat dan
memberikan pemahanan
kepada Anda?

E. KUALITAS INFORMASI

Apakah PBH melakukan hal-hal di
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (V)
Sangat Buruk  Sangat Baik
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El

PBH memberitahu secara
jelas tentang syarat yang
perlu dipenuhi untuk
mendapatkan layanan?

E2

PBH memberitahu secara
jelas tentang tahapan proses
hukum yang akan dilalui?

E3

PBH memberitahu secara
jelas tentang perkembangan/
update dari proses hukum?

E4

PBH memberitahu secara
jelas tentang lama waktu
proses yang akan Anda lalui?

E5

PBH memberitahu secara
jelas apa saja layanan yang
diberikan kepada Anda?

E6

PBH memberikan informasi
yang benar dan tidak yang
menyesatkan?

E7

PBH memberikan informasi
dengan bahasa yang mudah
dipahami?

E8

PBH memberikan penjelasan
dan saran di setiap proses
yang dilalui?

E9

PBH menerima layanan
pengaduan/keluhan dan
selalu ditindaklanjuti?

F. KUALITAS INTERPERSONAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (V)
Sangat Buruk  Sangat Baik

0 1 2 3 4

F1

PBH memberikan layanan
dengan berperilaku sopan/
ramah?
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F2 | PBH selalu merahasiakan/
tidak menyebarkan informasi
permasalahn/kasus
Anda?

F3 | PBH memberikan layanan

kepada Anda tidak membeda-
bedakan karena suku, agama,
ras dll.?

Penerima Bantuan Hukum
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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKASI BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM

NOMOR : PHN-HN.04.03-14

BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum

a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan,
menyatakan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga)
tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan;

b. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi
dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan, menyatakan sertifikat Akreditasi Pemberi
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Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang
Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi
Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk
memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi,
Kelompok Kerja, Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka
mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan,
serta yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Verifikasi dan
Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar memberikan
pemahaman yang sama bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi,
Kelompok Kerja, dan Calon Pemberi Bantuan Hukum mengenai
syarat, prosedur, dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan
akreditasi serta perpanjangan sertifikasi.

Ruang Lingkup
Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang

harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi, Akreditasi, dan
Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Pengertian

Calon Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum
dan Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan
Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi.

Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH
adalah Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan,
atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



dan Akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah
OBH yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan
dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan
Pemberi Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Organisasi
Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang
berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan
hukum.

Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi
ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi
pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat
Aplikasi Verasi adalah aplikasi yang disediakan Badan Pembinaan
Hukum Nasional sebagai sistem pelayanan verifikasi dan
akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum secara elektronik
melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id.

Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat
Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan
rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan
Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disingkat Pokjapus adalah
Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki
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tugas membantu Panitia Verasi terkait hal teknis, operasional,
administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan
Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat.

Kelompok Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Pokjada
adalah Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat
keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi
dan Pokjapus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan
hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta
Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.

Hari adalah hari kerja.

BABII
PERAN PANITIA VERASI DAN KELOMPOK KERJA

Panitia Verasi dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan
tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut :

Pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;
b. Menerima permohonan atau pendaftaran;

c. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan
Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan
Dokumen Fisik;

d. Pemeriksaan Faktual;
e. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi;

f. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi
Bantuan Hukum; dan
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g. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan
Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum.

2. Susunan Panitia Verasi terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;

2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
dan

3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan
hukum atau Organisasi.

3. Susunan Pokjapus berasal dari Badan Pembinaan Hukum
Nasional yang terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penanggungjawab;
c. Ketua;
d. Wakil ketua;
e. Sekretaris;
f. 7 (tujuh) orang anggota.
4. Susunan Pokjada berasal dari Kantor Wilayah yang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dengan jabatan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dengan jabatan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

¢. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dengan jabatan
Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III PENGUMUMAN

Panitia Verasi dibantu oleh Pokjapus mengumumkan Pelaksanaan
Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH serta Perpanjangan Sertifikasi
bagi PBH.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit

memuat :
Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OBH dan PBH; dan

c. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta
Perpanjangan Sertifikasi.

Pengumuman dimuat dalam situs resmi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Media Massa, dan/atau Media
lainnya.

Pendaftaran dilakukan masing-masing selama 15 (lima belas)
hari dengan waktu yang terpisah antara Verifikasi dan Akreditasi
bagi OBH dengan Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN OBH

Permohonan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH
dilakukan dengan cara:
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a.

Pendaftaran Secara Elektronik

Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi

dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan dokumen

sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Akta pendirian OBH;
Akta pengurus OBH;

Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari
Ketua, Sektretaris, dan Bendahara pada OBH;

Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;
Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;

Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami
teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan
Paralegal pada OBH;

Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;

Berita acara sumpah Advokat;

10)Dokumen status kepemilikan kantor;

11)Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
12)Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;

13)Nomor Rekening atas nama OBH;

14)Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala

desa tempat OBH berada;

15)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

16)Laporan pengelolaan keuangan; dan

17)Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi

dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.
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b. Pendaftaran Secara Non elektronik

1)

2)

3)

4)

Dalam hal OBH mengalami kendalajaringan internet, maka
dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi
secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi
formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan
dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf
a kepada Pokjada.

Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada
butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari
Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau
berdasar dari berita informasi media setempat yang
menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan
jaringan internet di wilayah tersebut.

OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada
Pokjada di kantor wilayah setempat.

Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 hurufa
ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4,
maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.

2. Masakerja susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka
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1 huruf a butir 4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pengurus OBH sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak

merangkap sebagai Pengurus pada cabang OBH maupun OBH

lainnya.

Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki
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dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri,
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 1), butir 2),
butir 12), dan butir 13), maka dapat mengisi Surat Keputusan
Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening
lembaga induk pendidikan yang bersangkutan.

OBH yang berada dalam struktur cabang dari organisasi induk
dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4,
kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang
masing-masing.

OBH induk hanya dapat membentuk paling banyak 1 (satu) cabang

pada setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH baik secara
elektronik maupun non elektronik ditindaklanjuti untuk
dilakukannya Verifikasi.

BAB V VERIFIKASI OBH

Pokjada melakukan Verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran;

b. Pemeriksaan Dokumen Fisik; dan

c. Pemeriksaan Faktual Lapangan.

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a dan Pemeriksaan Dokumen Fisik
sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf b, dilaksanakan
dalam 1 (satu) rangkaian tahapan dalam jangka waktu 14 (empat
belas hari) terhitung sejak diterimanya dokumen oleh Pokjada.

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum 451



452

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan
Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimasud pada angka
2 dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian pendaftaran yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan memeriksa
Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH melalui Aplikasi
Verasi.

Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf b dilakukan setelah Pemeriksaan Kelengkapan
Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4
selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh Pokjada, dengan
mencocokan antara data isian pada Aplikasi Verasi dengan
dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah
setempat.

Pemeriksaan Dokumen fisik di kantor wilayah setempat
sebagaimana dimaksud pada angka 5 penjadwalannya ditentukan
oleh Pokjada dengan memperhatikan batas waktu 14 (empat
belas hari) sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka
5 tidak dalam penguasaan OBH, maka OBH tersebut dapat
menggunakan salinan dari dokumen asli dimaksud, sepanjang
telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Salinan dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud

pada angka 7 disimpan oleh Pokjada sebagai bahan pemantauan
dan evaluasi.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran
dan Pemeriksaan Dokumen Fisik tidak lengkap, OBH diberikan
waktu untuk melakukan perbaikan ketidaklengkapan dokumen
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paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan oleh
Pokjada.

10. Setelah OBH diberikan kesempatan melengkapi Dokumen
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, namun masih
terdapat kekurangan dan/atau OBH tidak melengkapi Dokumen
Pendaftaran selama jangka waktu 14 (hari) sebagaimana
dimaksud angka 9, maka permohonan dinyatakan ditolak.

11. Panitia Verasi, Pokjapus, dan Pokjada dapat melanjutkan
Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud angka 1
huruf c paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan
Dokumen Fisik dinyatakan lengkap.

12. Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud pada
angka 11 dilakukan dengan memeriksa langsung kantor OBH
dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap Dokumen
Pendaftaran.

13. Pokjada menyampaikan Rekomendasi Verifikasi kepada Pokjapus
paling lama 1 (satu) hari, setelah Pemeriksaan Faktual Lapangan
selesai dilakukan.

14. Pokjapus meneruskan Rekomendasi Verifikasi dari Pokjada
kepada Panitia Verasi untuk dilakukan proses pengklasifikasian
Akreditasi.

15. Apabila diperlukan, Panitia Verasi dibantu Pokjapus dapat
melakukan Verifikasi kembali terhadap Rekomendasi Verasi
sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 14 (empat
belas) hari.

BAB VI AKREDITASI OBH

1. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan = OBH
berdasarkan :
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a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang
miskin;

b. Jumlah kegiatan nonlitigasi yang ditangani terkait dengan
orang miskin;
Jumlah Advokat;

d. Jumlah Paralegal;

e. Jumlah tenaga administrasi yang memahami teknologi
informasi;

f. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan
Paralegal;

g. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan
hukum;

h. Jangkauan penanganan kasus;

i. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;’

j.  Usia atau lama berdirinya OBH;

k. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

l. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
m. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan

n. Jaringan internet yang dimiliki OBH.

2. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori
Akreditasi PBH.

3. Kategori Akreditasi terdiri atas:
a. PBH kategori A memiliki:

1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 60 kasus;

2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 7 kegiatan;

454 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Jumlah Advokat paling sedikit 10 orang;
Jumlah Paralegal paling sedikit 10 orang;
Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi;

Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling
rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan
paralegal;

Jangkauan penanganan kasus atau lingkup
wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

Kepengurusan lembaga;

10)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11)Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

12)Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13)Jaringan internet yang dimiliki OBH.

PBH kategori B memiliki:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 30 kasus;

Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 5 kegiatan;

Jumlah advokat paling sedikit 5 orang;
Jumlah paralegal paling sedikit 5 orang;
tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;

Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling
rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan
paralegal;

Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah
provinsi dan kabupaten/kota;
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8)
9)

Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

Kepengurusan lembaga;

10)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11)Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
12)Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13)Jaringan internet yang dimiliki OBH.
c. PBH C memiliki:

iy
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 10 kasus;

Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 3 kegiatan;

Jumlah Advokat paling sedikit 1 orang;
Jumlah Paralegal paling sedikit 3 orang;
tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;

Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling
rendah strata 1 dan Paralegal Telah mengikuti Pelatihan
Paralegal;

Jangkauan penanganan kasus atau lingkup
wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

Kepengurusan lembaga;

10)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11)Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
12)Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13)Jaringan internet yang dimiliki OBH.
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Kasuslitigasi dan kegiatan nonlitigasi yang ditangani sebagaimana
dimaksud pada angka 1 ialah kasus dan kegiatan dengan rentang
waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Penanganan kasus litigasi dibuktikan dengan dokumen
pendampingan sejak dari tahap penyidikan dan/atau sampai
tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan
serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim.

Surat Kuasa atau Penunjukkan Hakim berisikan Advokat yang
terdaftar pada OBH.

Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dibuktikan dengan dokumentasi
kegiatan dan disertai dokumen yang menerangkan kegiatan
dimaksud dilaksanakan oleh Advokat dan/atau Paralegal yang
terdaftar pada OBH.

BAB VII
VERIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKASI PBH

Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dapat dilakukan pada
waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman
tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH,
namun tetap dalam jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud
pada BAB III angka 4.

PBH yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya dan akan
berakhir masa berlaku Sertifikat, perlu dilakukan Perpanjangan
Sertifikasi dengan mengajukan surat Permohonan Perpanjangan
Sertifikasi.

Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi diajukan melalui
menu Akreditasi Ulang pada akun PBH dalam situs www.
sidbankum.bphn.go.id.
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PBH yang tidak menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan
Sertifikasi dinyatakan tidak lanjut sebagai PBH pada periode
akreditasi selanjutnya.

Setelah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi,
PBH melakukan pembaruan data/profil organisasi pada Akun
PBH sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Pembaruan data/profil organisasi sebagaimana dimaksud
pada angka 5 tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 1 huruf a.

Bagi PBH yang tidak melakukan pembaruan data/profil organisasi
sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada
Bab III angka 4, maka Panitia Verasi dapat menggunakan data/
profile yang telah dimiliki sebelumnya sebagai dasar untuk
dilakukan Akreditasi Ulang.

Verifikasi terhadap PBH yang mengajukan Perpanjangan
Sertifikasi dilakukan dengan tahapan yang sama dengan Verifikasi
OBH sebagaimana dimaksud pada BAB V.

Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

a. Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan
perguruan tinggi;

b. Penandatanganan perjanjian/kontrak;
Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/addendum;

d. Serapan anggaran bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun
periode Akreditasi;

e. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah
dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum
(APBN) selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
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f. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan
Hukum;

g. Penilaian (score) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;

h. Penanganan kasus probono; dan/atau

i. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi.

10. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dijadikan
dasar untuk penetapan Akreditasi Ulang berupa:

a. Pencabutan status Akreditasi;

b. Penurunan status Akreditasi;

c. Kenaikan status Akreditasi; atau

d. Tetapsamadenganstatus Akreditasiyangdimilikisebelumnya.

11. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka
10 huruf a dilakukan, jika PBH selama 3 (tiga) tahun periode
Akreditasi telah melakukan tindakan sebagai berikut:

pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama 3 (tiga)
tahun periode Akreditasi;

c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja
pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode
Akreditasi;

d. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui
APBN selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan/atau

e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.

12. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
angka 10 huruf b, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi
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A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :
1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara
litigasi kurang dari 60 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan
nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang;
dan/atau

d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang.

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran
bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang
disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode
Akreditasi; dan

3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-
40).
b. AKkreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika :
1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara
litigasi kurang dari 30 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan
nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang;
dan/atau

d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang.

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran

460 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum



bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang
disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode
Akreditasi; dan

3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-
40).

13. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka
10 huruf ¢, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi B atau
Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi 4, jika:
1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara
litigasi lebih dari 60 kasus;
b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan
nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;
c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
dan
d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran
bantuan lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan
setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;

3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono
paling sedikit 7 kasus Litigasi secara mandiri dan 5
Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun
periode Akreditasi; dan

4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-
100).

b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
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1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara
litigasi lebih dari 30 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan
nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang;
dan

d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang.
2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran
bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang

disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode
Akreditasi;

3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono
paling sedikit 5 kasus Litigasi secara mandiri dan 3
Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun
periode Akreditasi; dan

4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-
100).

14. PBH akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan
status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua
ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan
angka 13.

15. PBH yang memenuhi status Penurunan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada angka 12 dapat diberikan status Tetap dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi A rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi
kasus probono paling sedikit 7 kasus dan kegiatan nonlitigasi
mandiri paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun
periode akreditasi;
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b. Akreditasi B rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi
kasus probono paling sedikit 5 kasus dan kegiatan nonlitigasi
mandiri paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun
periode akreditasi.

16. Bukti penanganan kasus probono dan pelaksanaan kegiatan
nonlitigasi mandiri disampaikan pada menu Daftar Bankum
Mandiri dalam akun PBH dalam situs www.sidbankum.bphn.
go.id sebagaimana dimaksud pada angka 3.

17.Kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang
disampaikan, bukan merupakan kasus dan kegiatan yang diajukan
untuk mendapatkan pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah.

18. Dalam hal kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang
disampaikan terdapat kesamaan dengan dokumen yang diajukan
untuk pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah, maka Pokjada
dan Pokjapus berhak menolak Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

19. PBH yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada
dalam struktur organisasi induk (cabang) harus menyesuaikan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 4
dan angka 5.

BAB VIII
PENETAPAN SERTIFIKAT AKREDITASI PBH

1. Hasil Verifikasi dan Akreditasi terhadap OBH serta Perpanjangan
Sertifikasi terhadap PBH menjadi dasar penyusunan Rekomendasi
Akreditasi oleh Panitia Verasi.

2. Panitia Verasi menyampaikan Rekomendasi Akreditasi dengan
disertai saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia paling lama 7 (tujuh) hari.
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3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat
Keputusan dan Sertifikat tentang Kelulusan Verifikasi dan
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

4. Surat keputusan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada
angka 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di
perpanjang.

Jakarta, 16 Februari 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003
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